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KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan penting bagi proses
legislasi di Indonesia. Melalui undang-undang ini, sistematika dan prosedur
perancangan peraturan perundang-undangan diatur dengan lebih jelas dan
sistematis. UU No. 12 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan kualitas
peraturan perundang-undangan melalui prinsip kejelasan  tujuan,
keterbukaan, keterpaduan, dan keberpihakan pada keadilan.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktik dalam perancangan
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku ajar ini membahas
konsep-konsep dasar dan teknik-teknik dalam menyusun rancangan
undang-undang yang efektif dan dapat diterapkan. Selain itu, buku ajar ini
juga membahas proses legislasi di tingkat nasional dan daerah, serta
pentingnya harmonisasi regulasi dalam rangka menghindari konflik hukum
di berbagai tingkatan pemerintahan.

Semoga buku ajar ini dapat memberikan wawasan yang lebih
mendalam tentang kompleksitas proses pembentukan peraturan perundang-
undangan dan prinsip-prinsip yang relevan dalam praktik legislasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salam Hangat

Penulis
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ANALISIS INSTRUKSIONAL

No Kemampuan Akhir yang Indikator
Diharapkan

1 | Mampu  memahami terkait | ¢ Definisi dan Pengertian
dengan definisi dan pengertian Perundang-Undangan
perundang-undangan, dan | e« Tujuan dan Fungsi
memahami tujuan dan fungsi Perundang-Undangan
perundang-undangan, sehingga
pembaca dapat memiliki
pemahaman dasar yang kuat
untuk melanjutkan studi lebih
lanjut  dalam  perancangan,
penerapan, dan analisis
peraturan-undangan.

2 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Sumber Hukum di
dengan sumber hukum di Indonesia
Indonesia, memahami tahapan | ¢ Tahapan Pembentukan
pembentukan peraturan Peraturan Perundang-
perundang-undangan, serta Undangan
memahami  peran  lembaga- | ¢ Peran Lembaga-
lembaga negara dalam Lembaga Negara dalam
pembentukan perundang- Pembentukan
undangan, sehingga pembaca Perundang-Undangan
dapat memperoleh pemahaman
yang menyeluruh tentang sumber
hukum, tahapan pembentukan
peraturan, dan peran lembaga-
lembaga negara dalam proses
legislasi, yang penting untuk
mendalami  bidang  hukum
peraturan-undangan.

3 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Dasar Hukum dan
dengan dasar hukum dan prinsip- Prinsip-Prinsip
prinsip  perencanaan undang- Perencanaan Undang-
undang, memahami  proses Undang
penyusunan program legislasi | e Proses Penyusunan
nasional (prolegnas), serta Program Legislasi
memhami studi kasus: proses Nasional (Prolegnas)

Perundang-Undangan




penyusunan prolegnas di
Indonesia, sehingga pembaca
dapat memiliki pemahaman yang
komprehensif tentang dasar-dasar

hukum, prinsip-prinsip, serta
proses perencanaan dan
penyusunan Prolegnas di
Indonesia, bagi yang ingin

mendalami proses pembentukan

Studi Kasus: Proses
Penyusunan Prolegnas
di Indonesia

peraturan-undangan di tingkat

nasional.

Mampu  memahami  terkait | ¢ Teknik dan Metode
dengan teknik dan metode Penyusunan Rancangan

penyusunan rancangan undang-
undang, memahami penyusunan
naskah akademik, serta
memahami praktik: penyusunan
draf rancangan undang-undang,
sehingga pembaca dapat
memiliki  keterampilan  dasar
yang lengkap dalam menyusun
rencana undang-undang, mulai
dari dasar konsep hingga teknik
penyusunan,  serta  mampu
menyebarkan kualitas draf dan
melakukan revisi untuk
menghasilkan peraturan yang

Undang-Undang
Penyusunan Naskah
Akademik

Praktik: Penyusunan
Draf Rancangan
Undang-Undang

lebih baik.

Mampu  memahami  terkait | ¢ Tahap Pembahasan di
dengan tahap pembahasan di DPR

DPR, memahami peran | ¢ Peran Masyarakat dalam

masyarakat dalam pembahasan

perundang-undangan, serta
memahami studi kasus:
partisipasi publik dalam
pembahasan UU omnibus law,
sehingga pembaca dapat
memiliki pemahaman
komprehensif mengenai peran
DPR, pentingnya partisipasi
publik, serta tantangan dan

pembelajaran dari kasus-kasus

Pembahasan Perundang-
Undangan

Studi Kasus: Partisipasi
Publik dalam
Pembahasan uu
Omnibus Law

vi
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nyata dalam proses pembahasan
undang-undang.

Mampu  memahami  terkait
dengan tahap pengesahan oleh
presiden, memahami

pengundangan dan berlakunya
undang-undang, serta memahami
studi kasus: peraturan yang
tertunda pengesahannya,
sehingga pembaca dapat emiliki
pemahaman yang komprehensif
mengenai  tahap  pengesahan
undang-undang oleh Presiden,
pengundangan dan penerapan
undang-undang, serta  dapat
menganalisis permasalahan yang
timbul akibat  tertundanya
pengesahan  peraturan  dan
dampaknya terhadap kehidupan
bernegara.

Tahap Pengesahan oleh
Presiden
Pengundangan dan
Berlakunya Undang-
Undang

Studi Kasus: Peraturan
yang Tertunda
Pengesahannya

Mampu  memahami terkait
dengan  prinsip  harmonisasi
perundang-undangan, memahami
lembaga yang bertanggung jawab
dalam harmonisasi, serta
memahami  praktik:  analisis
konflik perundang-undangan di
Indonesia, sehingga pembaca
dapat memahami prinsip-prinsip
dasar dalam harmonisasi
peraturan-undangan, mengenali
peran lembaga yang bertanggung
jawab, dan dapat melakukan
analisis terhadap praktik dan
konflik yang muncul dalam

Prinsip Harmonisasi
Perundang-Undangan
Lembaga yang
Bertanggung Jawab
dalam Harmonisasi
Praktik: Analisis Konflik
Perundang-Undangan di
Indonesia

sistem peraturan-undangan

Indonesia.

Mampu  memahami  terkait | ¢ Fungsi Mahkamah
dengan  fungsi mahkamah Konstitusi dalam
konstitusi  dalam  pengujian Pengujian Undang-
undang-undang, memahami Undang

putusan mahkamah konstitusi dan | ¢ Putusan Mahkamah
dampaknya terhadap perundang- Konstitusi dan

Perundang-Undangan

vii



undangan, serta memahami studi
kasus: uji materiil UU KPK di
mahkamah konstitusi, sehingga

pembaca dapat memahami
mengenai pentingnya
harmonisasi dalam peraturan-
undangan, peran  lembaga-
lembaga yang bertanggung
jawab, serta bagaimana

menganalisis dan menyelesaikan

Dampaknya  terhadap
Perundang-Undangan
Studi Kasus: Uji Materiil
UU KPK di Mahkamah
Konstitusi

dengan revisi dan pembaruan
perundang-undangan, memahami
pembatalan undang-undang, serta
memahami studi kasus: revisi
undang-undang ketenagakerjaan,

sehingga pembaca dapat
memahami secara mendalam
proses revisi dan pembaruan

peraturan-undangan, mekanisme
pembatalan undang-undang, serta
dapat menganalisis dan
memberikan  pendapat  yang

konflik-konflik ~ hukum  yang
timbul di Indonesia.

9 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Implementasi
dengan implementasi perundang- Perundang-Undangan
undangan, memahami | ¢ Pengawasan terhadap
pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-
pelaksanaan undang-undang, Undang
serta memahami studi kasus: | ¢ Studi Kasus:
implementasi Uu ITE dan |mp|ementasi UU ITE
tantangannya, sehingga pembaca dan Tantangannya
dapat memahami secara
mendalam bagaimana peraturan-
undangan  diimplementasikan,
bagaimana pengawasan
terhadapnya dilakukan, serta
dapat menganalisis dan
memberikan  solusi  terhadap
tantangan yang muncul,
khususnya melalui studi kasus
UU ITE.

10 | Mampu  memahami  terkait | ¢ Revisi dan Pembaruan

Perundang-Undangan
Pembatalan Undang-
Undang

Studi Kasus: Revisi
Undang-Undang
Ketenagakerjaan

viii
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berdasarkan pada studi kasus
terkait revisi undang-undang
ketenagakerjaan di Indonesia.

11

Mampu  memahami terkait
dengan simulasi  penyusunan
rancangan undang-undang,
memahami evaluasi akhir dan
presentasi, serta memahami
refleksi terhadap pembentukan

perundang-undangan di
Indonesia, sehingga pembaca
dapat memahami dan

menerapkan keterampilan dalam
penyusunan rancangan undang-
undang, serta melakukan evaluasi
yang komprehensif dan refleksi
kritis terhadap pembentukan
peraturan-undangan di Indonesia.

Simulasi Penyusunan
Rancangan Undang-
Undang

Evaluasi Akhir dan
Presentasi

Refleksi Terhadap
Pembentukan
Perundang-Undangan
di Indonesia

Perundang-Undangan

ix



Teori dan Praktik



BAB |
PENDAHULUAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan definisi dan pengertian perundang-
undangan, dan memahami tujuan dan fungsi perundang-undangan,
sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman dasar yang kuat untuk
melanjutkan studi lebih lanjut dalam perancangan, penerapan, dan
analisis peraturan-undangan.

Materi Pembelajaran

e Definisi dan Pengertian Perundang-Undangan

e Tujuan dan Fungsi Perundang-Undangan

e Soal Latihan

A. Definisi dan Pengertian Perundang-Undangan

Perundang-undangan adalah sekumpulan norma hukum yang
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang
bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menyelesaikan
konflik yang mungkin muncul. Menurut Chaidir (2020), perundang-
undangan merupakan produk hukum yang mengikat dan menjadi
pedoman bagi seluruh warga negara dalam berinteraksi satu sama lain.
Proses pembentukan perundang-undangan melibatkan tahapan yang
sistematis, mulai dari perumusan hingga pengesahan, yang
mencerminkan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku di masyarakat.

1. Definisi Perundang-Undangan Menurut berbagai Ahli Hukum
Berbagai ahli hukum memberikan definisi perundang-undangan
yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan pendekatan teori
hukum yang digunakan. Berikut ini beberapa definisi yang relevan untuk
memahami konsep perundang-undangan dalam konteks hukum modern.
a. Jimly Asshiddigie
Jimly Asshiddigie, seorang ahli konstitusi di Indonesia,
menjelaskan bahwa perundang-undangan adalah segala produk
Perundang-Undangan 1



hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, baik di
tingkat pusat maupun daerah, untuk mengatur kehidupan
bernegara. Menurut Asshiddigie, undang-undang bukan hanya
sekedar aturan tertulis, tetapi juga merupakan ekspresi kehendak
politik dan hukum yang diatur oleh konstitusi dan sistem normatif
negara. la menekankan bahwa dalam negara demokrasi,
perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari prinsip
kedaulatan rakyat dan harus disusun secara partisipatif dan
transparan.

Bagir Manan

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, mendefinisikan
perundang-undangan sebagai keseluruhan aturan tertulis yang
memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang disusun melalui
proses formal oleh lembaga yang berwenang. Menurut Manan,
perundang-undangan merupakan manifestasi kehendak negara
dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara. la juga
menekankan pentingnya  perundang-undangan  dalam
menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Bagi
Manan, proses pembentukan perundang-undangan harus
mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara
hak individu dan kepentingan umum.

Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli teori hukum dari Eropa,
memperkenalkan teori hukum murni (pure theory of law), di
mana ia menyatakan bahwa undang-undang adalah norma hukum
tertinggi dalam suatu sistem hukum nasional. Kelsen melihat
undang-undang sebagai bagian dari hierarki norma yang
bersumber dari konstitusi. Dalam pandangan Kelsen, setiap
aturan hukum harus sesuai dengan norma dasar (grundnorm)
yang merupakan landasan dari seluruh sistem hukum.
Pendekatan normatif Kelsen memberikan perspektif bahwa
undang-undang adalah norma tertinggi yang mengikat semua
warga negara, dan proses pembentukannya harus tunduk pada
ketentuan konstitusi yang berlaku.

Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum administrasi negara,
menjelaskan bahwa perundang-undangan adalah serangkaian

aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum,
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disusun oleh lembaga yang berwenang dan dirancang untuk
mengatur  hubungan-hubungan hukum antara individu,
masyarakat, dan negara. Hadjon menekankan pentingnya prinsip
legalitas dalam penyusunan perundang-undangan, di mana setiap
aturan harus dirumuskan secara jelas dan tidak bertentangan
dengan norma-norma hukum vyang lebih tinggi, termasuk
konstitusi.
e. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum progresif, mendefinisikan
undang-undang  sebagai suatu  proses politik  yang
memanifestasikan nilai-nilai masyarakat dalam bentuk aturan
hukum tertulis. la menekankan bahwa undang-undang bukanlah
sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan selalu berkembang
mengikuti perubahan sosial. Menurut Rahardjo, undang-undang
harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang
plural dan mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat di
berbagai lapisan sosial.

2. Pentingnya Perancangan Undang-Undang dalam Sistem
Hukum Indonesia

Perancangan undang-undang merupakan salah satu elemen
fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara yang
menganut prinsip negara hukum (rechtsstaat), Indonesia meletakkan
undang-undang sebagai instrumen utama dalam menciptakan keadilan,
kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, proses
perancangan undang-undang tidak dapat dipandang sebelah mata. Proses
ini harus dilakukan dengan teliti, berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah
ditentukan dalam hukum nasional dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami
beberapa kali pembaruan, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2019 yang
mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, seperti
tata cara penyusunan Prolegnas, perencanaan penyusunan Peraturan
Pemerintah dan tata cara mempersiapkan RUU yang kemudian
diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang
mengubah bebrapa pasal, Penjelasan dan lampiran dalam UU Nomor 12
Tahun 2011. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan, antara lain yaitu

menambahkan metode omnibus, memperkuat keterlibatan masyarakat,
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membentuk peraturan perundangan-undangan secara elektronik.
Perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan hasil dari
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVI11/2020.
Putusan ini terkait dengan pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Perancangan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia
memiliki dasar yang sangat kuat dalam konstitusi. Pasal 20 UUD 1945
menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan Presiden
memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang
(RUU). Sistem ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif
dan legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang
mencerminkan prinsip checks and balances. Perancangan undang-
undang juga diatur dalam Pasal 22A UUD 1945, yang memberikan dasar
hukum bagi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah menyusun UU No. 12
Tahun 2011, yang mengatur bagaimana undang-undang harus dirancang,
termasuk tahap-tahap penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya.
UU ini memberikan pedoman agar setiap rancangan undang-undang
memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan.

B. Tujuan dan Fungsi Perundang-Undangan

Tujuan dan fungsi perundang-undangan sangat penting dalam
menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan teratur. Perundang-
undangan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga
ketertiban umum, dan menciptakan kepastian hukum dalam berbagai
aspek kehidupan. Fungsi perundang-undangan meliputi pengaturan,
perlindungan, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yang
semuanya berkontribusi pada pembentukan tata sosial yang harmonis.

1. Membentuk Tatanan Hukum yang Adil dan Sesuai dengan
Kebutuhan Masyarakat
Perundang-undangan merupakan instrumen utama Yyang
digunakan untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan berfungsi
sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di

Indonesia, pembentukan undang-undang diarahkan untuk memenubhi
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kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari
sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Secara umum, undang-undang
tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai
sarana untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam
masyarakat.

a.

Konsep Keadilan dalam Perundang-undangan

Salah satu tujuan utama perundang-undangan adalah untuk
membentuk tatanan hukum yang adil. Keadilan dalam konteks ini
mengacu pada prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi
semua orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, agama,
atau golongan tertentu. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip
keadilan ini diadopsi dari berbagai teori hukum, termasuk teori
keadilan distributif dari Aristoteles, yang menekankan
pentingnya distribusi hak dan kewajiban secara proporsional.
John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice (1971) juga
menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai keadilan
sosial, di mana lembaga-lembaga hukum harus memastikan
distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat secara adil.
Prinsip-prinsip ini relevan dengan konteks perundang-undangan
di Indonesia, di mana hukum harus memastikan bahwa setiap
warga negara mendapatkan hak dan perlindungan yang sama di
depan hukum.

Pentingnya Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat
Undang-undang yang adil tidak hanya harus mencerminkan
keadilan formal, tetapi juga harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan salah satu aspek
yang harus dipertimbangkan dalam proses perancangan undang-
undang. Dalam hal ini, undang-undang harus mampu menjawab
tantangan yang ada di masyarakat serta memberikan solusi
terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.
Kebutuhan masyarakat selalu berubah seiring dengan
perkembangan zaman, sehingga undang-undang juga harus
mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika undang-
undang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hukum
yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dan tidak mampu
memberikan perlindungan yang optimal.
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Perundang-undangan sebagai Alat Rekayasa Sosial
Perundang-undangan juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial
(social engineering). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh
Roscoe Pound, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, yang
berpendapat bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk
mengubah perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan oleh
negara. Dalam konteks Indonesia, undang-undang sering Kali
digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang
lebih baik, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan,
perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu fungsi penting dari perundang-undangan adalah
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan HAM dijamin oleh
konstitusi serta berbagai undang-undang organik yang dirancang
untuk menegakkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
Pasal 28 UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia yang
harus dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan
berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk mendapatkan
pendidikan.

Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Pada konteks perundang-undangan, keseimbangan antara hak
dan kewajiban adalah prinsip dasar yang harus diperhatikan.
Setiap undang-undang harus mampu memberikan hak kepada
masyarakat, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk
mematuhi peraturan yang ditetapkan. Undang-undang yang
hanya menekankan hak tanpa kewajiban akan menciptakan
ketidakseimbangan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan
dalam masyarakat. Misalnya, dalam undang-undang yang
mengatur tentang lingkungan hidup, masyarakat diberikan hak
untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, di
sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan
melestarikan lingkungan. Keseimbangan ini penting agar
undang-undang tersebut tidak hanya menjadi instrumen
perlindungan hak, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan
tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat.
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f. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perundang-undangan
Undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan
masyarakat. Dalam konteks Indonesia, undang-undang sering
kali digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
berbagai aspek kehidupan. Misalnya, UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk
mengelola urusan pemerintahannya sendiri, yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Pemberdayaan
melalui  undang-undang  bertujuan  untuk  menciptakan
masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu mengambil peran
aktif dalam pembangunan nasional. Dengan demikian,
perundang-undangan berperan dalam menciptakan tatanan
masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.

2. Fungsi Legislasi sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Hukum dan
Keadilan Sosial

Stabilitas hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana aturan
hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi dengan baik,
konsisten, dan dapat diandalkan. Hukum yang stabil memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat, yang merupakan salah satu syarat
penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan
sehari-hari. Stabilitas hukum juga berfungsi untuk mencegah konflik
sosial dan memastikan bahwa setiap individu mengetahui hak-hak serta
kewajiban dalam masyarakat.

Keadilan sosial, di sisi lain, mengacu pada distribusi yang adil
dan merata dari hak, kesempatan, serta sumber daya ekonomi dan sosial
di masyarakat. Konsep keadilan sosial didasarkan pada prinsip bahwa
semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik,
harus mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dan negara. Dalam
konteks perundang-undangan, keadilan sosial berfungsi untuk
memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya memberikan
manfaat bagi sekelompok kecil orang, tetapi juga mempertimbangkan
kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

a. Fungsi Legislasi dalam Menjaga Stabilitas Hukum

Stabilitas hukum adalah fondasi utama bagi tegaknya negara

hukum (rechtsstaat). Peran legislasi dalam menjaga stabilitas

hukum sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa
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hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat diandalkan, tidak
berubah-ubah, dan diterapkan secara konsisten. Salah satu
elemen penting dalam menjaga stabilitas hukum adalah adanya
mekanisme legislasi yang baik, di mana undang-undang yang
dibuat mempertimbangkan berbagai aspek seperti kepastian
hukum, kejelasan aturan, serta kemampuan hukum tersebut untuk
diterapkan secara efektif dalam masyarakat.
b. Fungsi Legislasi dalam Menjaga Keadilan Sosial

Salah satu fungsi penting dari legislasi adalah menjaga dan
mempromosikan keadilan sosial di masyarakat. Dalam konteks
negara yang plural seperti Indonesia, di mana terdapat keragaman
etnis, agama, serta perbedaan sosial-ekonomi, perundang-
undangan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak
menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi. Legislasi yang baik
harus berfungsi untuk menyamakan kedudukan setiap warga
negara di hadapan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak
minoritas dilindungi.

C. Soal Latihan

1. Menjelaskan pengertian peraturan-undangan menurut Anda dengan
merujuk pada definisi beberapa ahli hukum. Bagaimana peraturan-
undangan menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara?

2. Analisislah perbedaan antara istilah “peraturan perundang-
undangan” dan “undang-undang.” Berikan contoh masing-masing
dan jelaskan peran spesifik dari setiap jenis peraturan dalam sistem
hukum Indonesia.

3. Menjelaskan tujuan utama peraturan-undangan dalam konteks
negara hukum. Bagaimana peraturan perundang-undangan berperan
dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat?

4. Identifikasilah beberapa fungsi peraturan-undangan menurut para
ahli hukum dan menerapkan konsep tersebut dalam kasus nyata yang
pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana fungsi-fungsi ini berperan
dalam menjaga stabilitas sosial?

5. Menurut Anda, apakah peraturan-undangan selalu berhasil
menjalankan fungsinya di Indonesia? Menjelaskan dan menganalisis
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beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan fungsi
peraturan-undangan di masyarakat.
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BAB I
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sumber hukum di Indonesia,

memahami tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan,

serta memahami peran lembaga-lembaga negara dalam pembentukan

perundang-undangan, sehingga pembaca dapat memperoleh

pemahaman yang menyeluruh tentang sumber hukum, tahapan

pembentukan peraturan, dan peran lembaga-lembaga negara dalam

proses legislasi, yang penting untuk mendalami bidang hukum

peraturan-undangan.

Materi Pembelajaran

e Sumber Hukum di Indonesia

e Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

e Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Pembentukan Perundang-
Undangan

e Soal Latihan

A. Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum di Indonesia merujuk pada berbagai dasar atau
landasan yang menjadi acuan dalam pembentukan, pengembangan, dan
penerapan hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum
yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Sumber hukum di
Indonesia terdiri dari beberapa kategori, termasuk sumber hukum tertulis
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah,
serta sumber hukum tidak tertulis yang mencakup kebiasaan dan praktik
hukum.
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1. Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan (Pasal 7 UU No. 12
Tahun 2011)

Jenis peraturan perundang-undangan merujuk pada berbagai
bentuk hukum tertulis yang disusun oleh lembaga yang berwenang untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sementara itu, hierarki peraturan perundang-undangan adalah urutan
atau tingkatan peraturan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dalam
sistem hukum Indonesia, hierarki ini menentukan aturan mana yang
memiliki kedudukan lebih tinggi dan harus dijadikan acuan utama jika
terjadi perbedaan norma atau ketentuan antara peraturan yang berbeda.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan tujuh jenis
peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (UU/Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Hierarki ini penting dalam menentukan tingkat kekuatan hukum
dari setiap jenis peraturan. Peraturan dengan posisi lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya dalam
hierarki tersebut. Jika ada pertentangan antara dua peraturan yang
berbeda tingkatannya, maka peraturan dengan posisi lebih tinggi dalam
hierarki yang akan berlaku.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang memiliki
posisi tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di
Indonesia. Sebagai sumber hukum utama, UUD 1945
mengatur fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara. Dengan
demikian, semua peraturan perundang-undangan yang ada di

o o
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Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan tidak boleh
bertentangan dengan isi konstitusi tersebut.

Pada UUD 1945, terdapat norma-norma dasar yang
mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Konstitusi
ini mencakup hak dan kewajiban warga negara, sistem
pemerintahan yang diterapkan, serta hubungan antar
lembaga negara. Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip
demokrasi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Hal ini
mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjunjung
tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

Proses perubahan terhadap UUD 1945 diatur secara khusus
dan hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga tertinggi dalam
perubahan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa amandemen yang dilakukan sesuai
dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan bangsa.
Mekanisme amandemen yang ketat ini bertujuan untuk
menjaga stabilitas konstitusi dan mencegah perubahan yang
dapat merugikan prinsip-prinsip dasar negara.

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
menempati posisi kedua setelah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam
hierarki perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR
merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR dalam
rangka melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam
UUD 1945. Meskipun peran MPR mengalami perubahan
yang signifikan pasca-reformasi, Ketetapan MPR tetap
memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum
nasional, berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan
kebijakan negara.

Ketetapan MPR memiliki peran strategis sebagai landasan
moral dan politik dalam pembangunan negara, terutama
selama masa transisi reformasi setelah jatuhnya Orde Baru.
Ketetapan ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga

mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang dijunjung oleh
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masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Ketetapan MPR
berfungsi untuk memperkuat fondasi demokrasi dan
mendorong  partisipasi  masyarakat dalam  proses
pembangunan.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (UU/Perppu)

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-
undangan yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki
hukum Indonesia, dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dengan persetujuan presiden. Proses pembentukan
UU melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan,
pembahasan, hingga pengesahan. UU memiliki kekuatan
hukum yang kuat, karena merupakan hasil dari keputusan
politik yang disepakati melalui proses legislasi formal.
Dalam pelaksanaannya, setiap UU harus sejalan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum.

Salah satu aspek penting dari UU adalah kemampuannya
untuk menjadi pedoman hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. UU mengatur berbagai aspek
kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban warga negara,
perlindungan hak asasi manusia, hingga tata cara
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, UU
berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat. Keberadaan UU yang baik
dan efektif sangat penting untuk mendukung pembangunan
nasional dan menjaga stabilitas negara.

Pada keadaan darurat atau mendesak, presiden dapat
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu). Perppu memiliki kekuatan hukum yang
setara dengan UU, tetapi tidak memiliki proses legislasi yang
sama. Perppu dikeluarkan untuk mengatasi situasi yang
memerlukan tindakan cepat dan tidak dapat menunggu
proses legislasi biasa. Meskipun demikian, Perppu harus
mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya

untuk tetap berlaku. Jika DPR menolak Perppu tersebut,
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maka peraturan itu harus dicabut atau diganti dengan
peraturan baru.

4) Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP) memiliki peran penting dalam
hierarki perundang-undangan di Indonesia, berada tepat di
bawah Undang-Undang (UU). PP dibentuk oleh presiden
sebagai implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam
UU, dengan tujuan untuk mengatur secara teknis dan rinci
pelaksanaan UU tersebut. Dengan demikian, PP menjadi
instrumen yang memfasilitasi pelaksanaan undang-undang
agar dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks
oleh instansi pemerintah dan lembaga terkait.
Fungsi utama dari PP adalah menjabarkan dan mendetailkan
ketentuan yang ada dalam UU, sehingga memberikan
panduan yang jelas bagi pelaksanaannya. Contohnya, jika
suatu UU menetapkan kerangka kerja umum tentang
perlindungan lingkungan hidup, PP dapat memberikan
rincian mengenai prosedur pelaksanaan, syarat-syarat teknis,
dan langkah-langkah yang harus diambil oleh instansi
pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dengan
cara ini, PP membantu memastikan bahwa tujuan UU dapat
tercapai dan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
5) Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres) adalah instrumen hukum yang
dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan kekuasaan
eksekutifnya. Perpres berfungsi sebagai pedoman yang
mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang
bersifat operasional dan teknis. Dalam praktiknya, Perpres
sering digunakan untuk mengatur berbagai kebijakan di
berbagai sektor, seperti ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan
sosial. Dengan adanya Perpres, pemerintah dapat
menetapkan arahan yang lebih spesifik ~mengenai
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).
Walaupun Perpres memiliki kedudukan yang lebih rendah
dibandingkan dengan UU dan PP dalam hierarki perundang-
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undangan, Perpres tetap memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Artinya, semua instansi pemerintah dan pihak
terkait diharapkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
yang ada dalam Perpres. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat
teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata
dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, untuk mengatur berbagai urusan
yang menjadi kewenangan daerah. Proses pembentukan
Perda melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan kepala daerah, yang bisa berupa gubernur,
bupati, atau walikota. Meskipun Perda berada di posisi
paling bawah dalam hierarki perundang-undangan, ia tetap
memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayahnya
masing-masing, memberikan landasan bagi pelaksanaan
kebijakan lokal.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Perda harus
sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-
Undang (UU) dan peraturan pemerintah pusat. Jika terdapat
ketentuan dalam Perda yang bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi, pemerintah pusat memiliki kewenangan
untuk membatalkan Perda tersebut. Oleh karena itu, penting
bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian yang cermat
dalam merumuskan Perda agar tidak terjadi benturan dengan
ketentuan yang sudah ada.

Perda berperan yang sangat penting dalam konteks otonomi
daerah, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah
untuk mengatur urusan-urusan lokal sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Sebagai
contoh, Perda mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat
disusun dengan mempertimbangkan karakteristik geografis,
sosial, dan budaya di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan
adanya penyesuaian kebijakan yang lebih tepat guna dalam
menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat.
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2.

Hubungan antar Sumber Hukum: UUD 1945, Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dll

Sistem perundang-undangan di Indonesia berfungsi untuk

menciptakan tatanan hukum yang teratur, adil, dan dapat diandalkan.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami hubungan antar sumber
hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah
(Perda). Hubungan ini membentuk kerangka hukum yang berlandaskan
pada prinsip hierarki dan konsistensi, sehingga setiap peraturan yang
dihasilkan saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain.

a.

UUD 1945 Sebagai Dasar Hukum Utama

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan
tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, berfungsi sebagai
sumber utama dari semua peraturan perundang-undangan yang
ada di negara ini. Dalam hierarki hukum, semua undang-undang
dan peraturan lainnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip
yang diatur dalam UUD 1945, yang mencerminkan nilai-nilai
dasar bangsa. Dengan demikian, setiap langkah legislasi harus
sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi ini,
yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh
warga negara.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak hanya berfokus pada
struktur pemerintahan, tetapi juga merangkum hak dan kewajiban
warga negara. Konstitusi ini mengatur tentang kebebasan sipil,
hak asasi manusia, dan tanggung jawab individu terhadap negara.
Hal ini menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa setiap tindakan
pemerintah harus mematuhi hak-hak yang dijamin oleh
konstitusi.

UUD 1945 juga menetapkan prosedur dan mekanisme dalam
pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, Kkonstitusi
memberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Presiden untuk secara bersama-sama mengesahkan undang-
undang. Proses ini memastikan bahwa tidak hanya ada
pengawasan dari lembaga legislatif, tetapi juga partisipasi dari
masyarakat dalam pembuatan hukum. Dengan melibatkan kedua
elemen tersebut, diharapkan setiap undang-undang yang
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dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
luas.

Undang-Undang sebagai Penjabaran UUD 1945
Undang-Undang (UU) memiliki peran penting dalam sistem
hukum Indonesia sebagai produk legislasi yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui oleh Presiden.
UU berfungsi sebagai penjabaran konkret dari ketentuan yang
ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setiap UU
yang dirumuskan harus memuat substansi yang sejalan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga dapat
memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat tetap berpegang
pada prinsip-prinsip dasar negara.

Proses pembuatan UU melibatkan kajian yang mendalam
terhadap UUD 1945 untuk memastikan bahwa norma yang
dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik
dalam masyarakat. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap
konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses
legislasi juga menjadi penting, agar UU yang dihasilkan
mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.
Dengan demikian, UU tidak hanya menjadi sekadar peraturan,
tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan.

UU berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan
masyarakat, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga
hukum administratif. Sebagai contoh, UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia merupakan implementasi dari pasal-
pasal dalam UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia.
Dengan adanya UU ini, diharapkan bahwa hak-hak individu
dapat terlindungi dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek
kehidupan, serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk
menangani pelanggaran hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Pelaksana UU

Peraturan Pemerintah (PP) memiliki peran yang krusial dalam
sistem hukum Indonesia, berfungsi sebagai pelaksana Undang-
Undang (UU) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Presiden. PP dikeluarkan oleh presiden untuk

memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana UU harus
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dilaksanakan dalam praktik. Dalam konteks ini, PP berfungsi
sebagai aturan teknis yang mengatur aspek-aspek administratif
dan operasional, serta memberikan panduan yang jelas kepada
lembaga pemerintah dan masyarakat tentang penerapan UU.
Dengan adanya PP, ketentuan dalam UU dapat diterjemahkan
menjadi tindakan konkret yang dapat dilakukan di lapangan.
Pentingnya PP terletak pada kemampuannya untuk menjamin
bahwa UU yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara
efektif. Tanpa adanya PP, ketentuan yang terdapat dalam UU
mungkin akan sulit untuk dipahami dan diterapkan, sehingga
mengurangi efektivitas dari peraturan tersebut. PP memberikan
struktur dan detail yang diperlukan agar pelaksanaan UU tidak
hanya menjadi teori, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk
tindakan yang nyata. Hal ini sangat penting untuk menciptakan
kepastian hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan pemerintahan.

d. Peraturan Presiden (Perpres) dalam Kebijakan Eksekutif
Peraturan Presiden (Perpres) memiliki peran yang signifikan
dalam kerangka kebijakan eksekutif di Indonesia. Dikeluarkan
oleh presiden, Perpres berfungsi untuk mengatur pelaksanaan
tugas dan kewenangan presiden dalam menjalankan roda
pemerintahan. Dalam konteks ini, Perpres sering kali digunakan
untuk menetapkan kebijakan strategis dan memberikan arahan
bagi pelaksanaan program-program pemerintah. Sebagai
instrumen hukum, Perpres menjadi panduan operasional bagi
berbagai kementerian dan lembaga negara dalam menjalankan
program-program yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan
koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan.
Pentingnya Perpres terletak pada kemampuannya untuk
mengatur secara rinci pelaksanaan kebijakan yang bersifat
strategis. Dengan adanya Perpres, program-program pemerintah
dapat dijalankan secara lebih terarah dan terencana. Selain itu,
Perpres juga dapat berfungsi untuk memberikan fleksibilitas bagi
presiden dalam merespons isu-isu yang muncul dengan cepat,
karena proses pembuatannya lebih cepat dibandingkan dengan
proses legislasi yang melibatkan DPR. Hal ini memungkinkan
presiden untuk mengambil tindakan segera dalam situasi yang
memerlukan respons cepat.

e. Peraturan Daerah (Perda) sebagai Regulasi Lokal
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Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang sangat
penting dalam konteks regulasi lokal di Indonesia. Ditetapkan
olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala
daerah, Perda berfungsi untuk mengatur urusan-urusan spesifik
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerah
masing-masing. Dalam hierarki perundang-undangan, Perda
berada di bawah Undang-Undang (UU) dan Peraturan
Pemerintah (PP), namun tetap memiliki kekuatan hukum yang
mengikat di wilayahnya. Perda menjadi instrumen penting bagi
pemerintah daerah untuk menanggapi berbagai permasalahan
yang dihadapi masyarakat lokal yang mungkin tidak diatur secara
spesifik dalam UU atau peraturan nasional.

Perda memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk
mengatur kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat setempat. Ini sangat penting, mengingat Indonesia
memiliki keragaman budaya, sosial, dan ekonomi di setiap
daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat merumuskan
solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks lokal, misalnya
dalam pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan,
dan pembangunan infrastruktur.

B. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di
Indonesia merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk
menghasilkan regulasi yang efektif dan berkualitas. Proses ini dimulai
dari penyusunan rancangan peraturan yang melibatkan berbagai pihak,
termasuk pemerintah dan masyarakat, hingga tahap pengesahan dan
pengundangan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada fase ini,
pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
melakukan identifikasi terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang
muncul, baik yang bersifat mendesak maupun yang bersifat jangka
panjang. Kegiatan ini tidak hanya sekadar menghimpun aspirasi, tetapi

juga memerlukan analisis mendalam mengenai isu-isu yang relevan serta
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dinamika sosial yang sedang berlangsung. Dengan demikian,
perencanaan legislasi yang baik akan menghasilkan regulasi yang efektif
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah awal, perencanaan legislasi melibatkan kajian
tentang potensi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang akan
diambil. Proses ini sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari
akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil, untuk mendapatkan
sudut pandang yang komprehensif. Keterlibatan banyak pihak dalam
proses ini diharapkan dapat menghindari pembuatan kebijakan yang
hanya didasari oleh kepentingan tertentu, tetapi mencerminkan
kepentingan umum. Dengan cara ini, peraturan yang dihasilkan
diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh
masyarakat.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengatur lebih
lanjut tentang proses perencanaan legislasi ini. Dalam peraturan tersebut,
dinyatakan bahwa setiap rencana perundang-undangan harus selaras
dengan program pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Hal
ini menunjukkan bahwa legislasi tidak dapat dipisahkan dari kerangka
pembangunan yang lebih luas, sehingga setiap kebijakan hukum yang
ditetapkan mampu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional.
Ini juga menciptakan keselarasan antara kebijakan hukum dan strategi
pembangunan ekonomi dan sosial yang diusung oleh pemerintah.

2. Penyusunan

Setelah tahap perencanaan, proses berikutnya dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan naskah
peraturan. Proses ini menjadi krusial karena menentukan substansi dan
rumusan hukum yang akan diterapkan. Penyusunan naskah dilakukan
oleh kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan, yang
bertugas untuk merumuskan regulasi sesuai dengan kebutuhan yang
telah diidentifikasi pada tahap perencanaan. Dalam menyusun naskah,
penting untuk mengikuti kaidah-kaidah legislasi yang telah ditetapkan
agar produk hukum yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara
efektif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Penyusunan naskah peraturan harus melibatkan koordinasi yang
baik dengan pihak-pihak terkait. Ini termasuk masyarakat sipil,

akademisi, dan para ahli di bidang yang relevan. Melalui kolaborasi ini,
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diharapkan naskah peraturan yang disusun dapat lebih komprehensif dan
mencerminkan berbagai sudut pandang. Aspek keterbukaan dalam
proses penyusunan sangat penting untuk menjamin bahwa suara
masyarakat didengar dan diakomodasi. Oleh karena itu, berbagai forum
diskusi atau konsultasi publik sering kali diadakan untuk mendapatkan
masukan yang konstruktif sebelum naskah peraturan diajukan untuk
dibahas lebih lanjut.

Pada proses penyusunan ini, asas partisipasi publik juga menjadi
perhatian utama. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi
diharapkan dapat meningkatkan legitimasi peraturan yang dihasilkan.
Ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki andil dalam proses
pembuatan hukum, cenderung lebih patuh dan mendukung implementasi
peraturan tersebut. Oleh karena itu, kementerian atau lembaga yang
menyusun naskah peraturan perlu menyediakan ruang bagi masukan dan
kritik dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok
yang mungkin memiliki kepentingan berbeda.

Setelah naskah peraturan disusun, biasanya naskah tersebut akan
dibahas di internal kementerian terlebih dahulu. Proses ini mencakup
evaluasi terhadap substansi, konsistensi, dan kesesuaian naskah dengan
peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan
pemerintah. Diskusi internal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
semua aspek telah dipertimbangkan dan naskah yang dihasilkan telah
memenuhi standar yang ditetapkan. Proses ini juga membantu dalam
mendeteksi potensi masalah atau konflik yang mungkin timbul selama
implementasi.

3. Pembahasan

Tahap pembahasan adalah fase krusial dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana
naskah peraturan yang telah disusun disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan analisis dan diskusi lebih
lanjut. Dalam tahap ini, DPR membentuk panitia khusus atau tim kerja
yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan mendalam
terhadap naskah tersebut. Tim ini biasanya terdiri dari anggota DPR yang
memiliki kompetensi atau kepentingan khusus terkait dengan substansi
peraturan yang sedang dibahas, sehingga analisis yang dihasilkan dapat
lebih mendalam dan relevan.
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Pembahasan di DPR dilakukan melalui serangkaian rapat yang
melibatkan interaksi antara DPR dan pemerintah. Rapat-rapat ini
menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai aspek dari naskah
peraturan, mulai dari substansi hingga implikasi hukum dan sosialnya.
Selain itu, dalam setiap rapat, DPR juga berusaha untuk mengundang
berbagai stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat sipil,
akademisi, dan praktisi yang berhubungan dengan isu yang diatur dalam
naskah peraturan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan
pembahasan dapat mencerminkan berbagai perspektif dan kepentingan
yang ada.

Selama proses pembahasan, masyarakat juga diberikan
kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mengenai naskah
peraturan yang sedang dibahas. Proses ini penting karena memastikan
bahwa semua suara, terutama dari masyarakat yang akan terpengaruh
langsung oleh peraturan tersebut, dapat didengar dan dipertimbangkan.
Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat bisa dilakukan melalui forum
diskusi, konsultasi publik, atau bahkan penyampaian pendapat secara
langsung kepada anggota DPR. Dengan demikian, partisipasi publik
dalam tahap ini tidak hanya meningkatkan legitimasi peraturan, tetapi
juga dapat membantu memperkaya substansi peraturan dengan ide-ide
dan solusi yang konstruktif.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, hasil dari proses ini
akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau laporan. Laporan ini
berisi rangkuman dari semua diskusi yang telah dilakukan, termasuk
masukan dari masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya. Laporan ini
kemudian akan disampaikan kepada pleno DPR untuk dibahas lebih
lanjut. Pentingnya laporan ini adalah sebagai dokumen resmi yang
mencerminkan hasil pembahasan dan memberikan dasar bagi keputusan
yang akan diambil oleh DPR.

4. Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan langkah terakhir dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Yyang
menandai bahwa naskah peraturan yang telah dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah mendapatkan legitimasi hukum. Setelah
melalui serangkaian diskusi dan analisis mendalam, DPR melakukan
pemungutan suara untuk menentukan apakah naskah peraturan tersebut
disetujui atau ditolak. Pemungutan suara ini sangat penting, karena
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hasilnya akan menentukan apakah naskah tersebut dapat dilanjutkan
untuk ditandatangani oleh Ketua DPR dan Presiden.

Jika naskah peraturan disetujui dalam pemungutan suara, proses
selanjutnya adalah penandatanganan naskah oleh Ketua DPR dan
Presiden. Penandatanganan ini menjadi simbol bahwa peraturan tersebut
telah melalui semua tahap yang diperlukan dan telah memenuhi semua
persyaratan serta prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, peraturan
yang dihasilkan mendapatkan kekuatan hukum yang sah dan berlaku di
seluruh wilayah negara. Penandatanganan ini juga menjadi langkah
formal yang mengubah naskah peraturan dari konsep menjadi aturan
yang dapat diterapkan.

5. Pengundangan

Tahap pengundangan merupakan langkah akhir dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah
naskah peraturan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden, peraturan tersebut harus diumumkan kepada publik agar dapat
diakses oleh masyarakat luas. Pengundangan dilakukan melalui
penerbitan peraturan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau
media resmi lainnya. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui isi
peraturan yang baru saja disahkan dan memahami dampak serta
implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Proses pengundangan juga berfungsi sebagai simbol bahwa
peraturan tersebut resmi mulai berlaku. Setiap peraturan yang
diundangkan akan mencantumkan tanggal berlakunya, baik pada saat
diundangkan maupun pada waktu yang ditentukan dalam naskah
peraturan tersebut. Hal ini sangat penting karena masyarakat perlu
mengetahui kapan harus mulai mematuhi ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam peraturan baru. Dengan adanya kepastian mengenai tanggal
berlakunya, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi
kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

C. Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Pembentukan

Perundang-Undangan

Pembentukan perundang-undangan di Indonesia melibatkan
berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan peran masing-
masing. Dalam kerangka sistem hukum yang demokratis, kolaborasi
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antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menghasilkan
peraturan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang

memiliki peran sentral dalam proses pembentukan perundang-undangan
di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945, DPR memiliki
kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR
terlibat dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan, mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan.

a.

Perencanaan dan Penyusunan

Pada tahap perencanaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memiliki peran krusial dalam menetapkan prioritas legislasi yang
sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengidentifikasi
isu-isu yang perlu diatur dalam undang-undang, DPR
mengadakan rapat-rapat internal dan konsultasi dengan berbagai
elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah,
akademisi, dan sektor swasta. Proses ini memastikan bahwa
semua suara dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan, sehingga
produk legislasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan
bermanfaat bagi masyarakat luas.

Setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah penyusunan
naskah perundang-undangan. Proses ini umumnya dilakukan
oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg), yang memiliki
tanggung jawab untuk merumuskan naskah undang-undang
berdasarkan hasil perencanaan. Baleg melakukan kajian
mendalam terhadap isu yang diidentifikasi, mengumpulkan
informasi dan masukan dari berbagai sumber, serta menyusun
draf awal naskah undang-undang. Selanjutnya, draf tersebut akan
dibahas dalam rapat kerja dengan kementerian terkait untuk
mendapatkan masukan dan memastikan keselarasan dengan
kebijakan pemerintah.

Pembahasan dan Pengesahan

Setelah naskah undang-undang disusun oleh Badan Legislasi
(Baleg) DPR, langkah selanjutnya adalah pembahasan. Proses ini
dilakukan dalam rapat-rapat komisi yang melibatkan anggota
DPR. Dalam tahap ini, DPR berusaha untuk mendengarkan dan
mempertimbangkan  pendapat masyarakat luas. Untuk
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2.

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu
yang diatur dalam undang-undang, DPR juga mengadakan
dengar pendapat dengan para ahli dan pemangku kepentingan
terkait. Pendapat dari berbagai sumber ini sangat penting agar
naskah undang-undang dapat mencerminkan beragam perspektif
dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang menyeluruh, DPR
akan melanjutkan ke tahap pengesahan. Proses ini dimulai
dengan pemungutan suara, di mana anggota DPR memberikan
suaranya untuk menyetujui atau menolak naskah undang-undang
yang telah dibahas. Pengesahan ini menandakan bahwa undang-
undang telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang
ditetapkan, serta mendapat dukungan yang cukup dari anggota
DPR. Keputusan ini juga mencerminkan tanggung jawab DPR
dalam menjalankan fungsi legislasi.

Presiden

Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, juga

memiliki peran penting dalam pembentukan perundang-undangan. Pasal
5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang. Presiden memiliki kewenangan untuk
merancang undang-undang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah.

a.

26

Inisiatif Legislatif
Presiden memiliki peran penting dalam proses legislasi melalui
inisiatif legislatif, di mana ia dapat mengajukan rancangan
undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Inisiatif ini seringkali berkaitan dengan program-program
pembangunan nasional yang diusung oleh pemerintah, serta
kebijakan strategis yang dianggap mendesak untuk ditangani.
RUU vyang diajukan mencerminkan visi dan prioritas
pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan
masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi krusial untuk
memajukan agenda pembangunan negara.
Setelah RUU diajukan, DPR akan mengadakan pembahasan
mengenai naskah tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian
rapat di mana anggota DPR mendiskusikan substansi dan
implikasi dari RUU yang diajukan. Selama pembahasan, DPR
Teori dan Praktik



juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Hal
ini bertujuan untuk memastikan bahwa RUU yang dihasilkan
bukan hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

b. Pengesahan
Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan
rancangan undang-undang (RUU), langkah selanjutnya adalah
pengesahan oleh Presiden. Proses ini merupakan tahap krusial
dalam siklus legislasi, di mana Presiden memiliki tanggung
jawab untuk menandatangani RUU agar dapat diundangkan dan
mulai berlaku. Tanda tangan Presiden pada dokumen tersebut
menandakan legitimasi dan dukungan eksekutif terhadap
peraturan yang telah disepakati oleh DPR, sehingga menandakan
bahwa peraturan tersebut diakui secara resmi dalam sistem
hukum Indonesia.
Jika Presiden merasa perlu menolak untuk menandatangani
RUU, ia memiliki hak untuk mengembalikannya kepada DPR.
Dalam hal ini, Presiden harus memberikan alasan yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberatannya. Proses
pengembalian ini memungkinkan adanya dialog dan revisi, serta
memberikan kesempatan kepada DPR untuk mempertimbangkan
kembali isi RUU tersebut.

3. DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga
perwakilan daerah yang memiliki peran dalam pembentukan perundang-
undangan, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan
kepentingan daerah. Sesuai dengan Pasal 22C UUD 1945, DPD memiliki
kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
pengajuan rancangan undang-undang.

a. Partisipasi dalam Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran penting dalam
proses legislasi di Indonesia, terutama dalam pengusulan
rancangan undang-undang (RUU) vyang berkaitan dengan
otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. DPD dapat

mengajukan RUU yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu yang
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langsung berdampak pada daerah, seperti kebijakan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
kesejahteraan masyarakat lokal. Pengusulan RUU ini
memungkinkan DPD untuk menyuarakan kepentingan daerah
secara langsung dalam proses legislasi nasional.
Setelah RUU yang diajukan oleh DPD, DPR akan melakukan
pembahasan bersama. Dalam proses ini, DPD berpartisipasi aktif
dalam menyampaikan pandangan dan masukan yang berkaitan
dengan naskah undang-undang. Meskipun DPD tidak memiliki
hak veto seperti DPR, kehadiran dan kontribusinya sangat berarti
dalam memperkaya diskusi legislasi. Suara dan pendapat DPD
sering kali menjadi pertimbangan penting bagi DPR, sehingga
mampu mempengaruhi arah dan substansi RUU yang sedang
dibahas.

b. Mewakili Kepentingan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran krusial dalam
mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi di Indonesia.
Sebagai lembaga yang terdiri dari perwakilan dari setiap provinsi,
DPD bertugas untuk menjembatani komunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan ini, DPD dapat
mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan dan aspirasi
masyarakat di daerah masing-masing, sehingga suaranya dapat
didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan undang-
undang.
Salah satu fungsi utama DPD adalah memastikan bahwa
kepentingan masyarakat daerah diakomodasi dalam proses
legislasi. Dalam pertemuan dan diskusi dengan DPR, DPD dapat
mengusulkan perubahan atau penyesuaian dalam RUU yang
sedang dibahas, berdasarkan masukan yang diterima dari
konstituennya. Dengan adanya perwakilan yang berasal dari
berbagai daerah, DPD berupaya memastikan bahwa kebijakan
yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pusat,
tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik
yang ada di daerah.

4. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam

menjaga konstitusionalitas undang-undang yang dihasilkan. MK
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bertugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan
memberikan keputusan atas sengketa yang berkaitan dengan konstitusi.

a.

Uji Materi Undang-undang

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam
menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa semua
undang-undang yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan
konstitusi. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan uji
materi undang-undang. Proses ini memungkinkan setiap individu
atau entitas yang merasa dirugikan oleh undang-undang yang
dianggap bertentangan dengan konstitusi untuk mengajukan
permohonan pengujian. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai
pengawal konstitusi dan memastikan bahwa semua kebijakan
hukum yang diterapkan di negara ini tetap berada dalam koridor
yang ditetapkan oleh UUD 1945.

Proses uji materi undang-undang dilakukan dengan metode yang
transparan dan akuntabel. Setelah menerima permohonan, MK
akan melakukan pemeriksaan terhadap substansi undang-undang
yang diajukan, akan mengevaluasi apakah undang-undang
tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti
hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan nilai-nilai demokrasi.
Jika MK menemukan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai
dengan konstitusi, maka MK berwenang untuk membatalkan
undang-undang tersebut, sehingga menegaskan kembali
supremasi konstitusi di negara ini. Keputusan MK dalam uji
materi  undang-undang  sangat  berpengaruh  terhadap
perkembangan hukum di Indonesia. Dengan adanya mekanisme
ini, masyarakat memiliki saluran untuk menantang undang-
undang yang dianggap tidak adil atau tidak konstitusional.
Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan krusial dalam menjamin
keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Dengan adanya MK,
masyarakat memiliki saluran untuk menantang undang-undang
yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan konstitusi.
Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada warga negara bahwa
hak-hak konstitusional dilindungi dan diakui. MK memastikan
bahwa proses pembentukan undang-undang berlangsung secara
transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan
berpartisipasi dalam proses legislasi. Untuk menjalankan
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fungsinya, MK melakukan uji materi terhadap undang-undang
yang diajukan. Proses ini melibatkan analisis mendalam untuk
menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Jika
MK menemukan bahwa undang-undang tersebut melanggar
ketentuan konstitusi, memiliki kekuasaan untuk membatalkan
undang-undang tersebut.

D. Soal Latihan

1.

30

Menjelaskan berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan
masing-masing peran-masing dalam sistem hukum nasional! Berikan
contoh konkret dari setiap sumber hukum tersebut.

Bandingkan sumber hukum di Indonesia dengan sumber hukum di
negara lain yang Anda ketahui. Apa saja kesamaan dan perbedaan
utama yang dapat Anda temukan?

Menjelaskan tahapan terbentuknya peraturan-undangan di Indonesia,
mulai dari perencanaan hingga pemberlakuan! Bagaimana tahapan
ini memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi?
Dalam proses pembentukan peraturan, seringkali terjadi terjadinya
atau perbedaan pandangan di antara para pembuat undang-undang.
Berikan contoh kasus nyata di Indonesia dan jelaskan bagaimana
dinamika ini berpengaruh terhadap hasil legislasi.

Menjelaskan peran lembaga-lembaga negara seperti DPR, Presiden,
dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembentukan peraturan-
undangan di Indonesia! Apa saja fungsi dan kewenangan yang
dimiliki masing-masing lembaga tersebut?
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PERENCANAAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan dasar hukum dan prinsip-prinsip
perencanaan undang-undang, memahami proses penyusunan program
legislasi nasional (prolegnas), serta memhami studi kasus: proses
penyusunan prolegnas di Indonesia, sehingga pembaca dapat memiliki
pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar hukum, prinsip-
prinsip, serta proses perencanaan dan penyusunan Prolegnas di
Indonesia, bagi yang ingin mendalami proses pembentukan peraturan-
undangan di tingkat nasional.

Materi Pembelajaran

e Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Undang-Undang

e Proses Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

e Studi Kasus: Proses Penyusunan Prolegnas di Indonesia

e Soal Latihan

Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Undang-

Undang

Dasar hukum dan prinsip-prinsip perencanaan undang-undang di
Indonesia merupakan fondasi penting yang mengatur seluruh proses
pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menjadi acuan utama yang menetapkan tata cara dan prinsip-prinsip
yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepastian hukum,
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, yang semuanya
bertujuan untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
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1. UU No. 12 Tahun 2011 dan Prinsip-Prinsip Pembentukan

Perundang-Undangan yang Baik
Dasar hukum perencanaan undang-undang di Indonesia diatur

secara jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang
menjelaskan tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang
tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur berbagai aspek, mulai dari
inisiatif, perumusan, hingga pengesahan peraturan.

UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa semua peraturan
perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat
dan melalui proses yang transparan serta akuntabel. Undang-undang ini
mengatur tentang:

a. Inisiatif Legislatif: Menetapkan siapa saja yang berhak
mengajukan rancangan undang-undang, baik dari DPR, Presiden,
maupun DPD.

b. Keterlibatan Publik: Memastikan bahwa masyarakat dapat
berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, baik
melalui diskusi publik maupun forum-forum lainnya.

c. Tahapan Proses Legislasi: Mengatur tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan
peraturan perundang-undangan.

UU No. 13 Tahun 2022 memperkuat ketentuan-ketentuan dalam
UU No. 12 Tahun 2011 dengan memberikan penekanan lebih lanjut pada
pentingnya keberlanjutan dan evaluasi terhadap undang-undang yang
sudah ada. UU ini menekankan pentingnya melakukan evaluasi regulasi
secara berkala untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan
dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Dalam
konteks perencanaan undang-undang, terdapat beberapa prinsip penting
yang harus diikuti untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan
adalah berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.

a. Prinsip Keterbukaan
Prinsip keterbukaan merupakan salah satu pilar fundamental
dalam proses perencanaan perundang-undangan yang sehat dan
demokratis. Dengan prinsip ini, setiap tahap proses legislasi
harus dilakukan dengan transparansi, sehingga masyarakat luas
dapat mengetahui dan memahami apa yang sedang dirumuskan
dan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR. Keterbukaan ini
menciptakan ruang untuk diskusi dan dialog yang konstruktif, di
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mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diungkapkan dan
dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan undang-
undang.
Proses perencanaan yang terbuka tidak hanya menguntungkan
bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengambil keputusan itu
sendiri. Ketika masyarakat dilibatkan, dapat memberikan
masukan yang berharga berdasarkan pengalaman dan kebutuhan
sehari-hari. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk
mengidentifikasi isu-isu yang mungkin terlewatkan jika hanya
mengandalkan perspektif internal. Dengan mendengarkan
berbagai suara dan pandangan, proses perencanaan menjadi lebih
komprehensif dan mencakup kepentingan yang lebih luas.
b. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam proses
pembentukan perundang-undangan, di mana setiap lembaga yang
terlibat diharuskan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan
tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak
hanya mencakup tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung
jawab hukum terhadap publik. Setiap tahap proses legislasi,
mulai dari perencanaan hingga pengundangan, harus dilakukan
dengan catatan yang jelas dan transparan, sehingga
memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan yang
efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut.
Penerapan prinsip akuntabilitas memerlukan sistem dokumentasi
yang baik. Setiap rapat, diskusi, atau konsultasi yang dilakukan
harus dicatat dan dilaporkan dengan cara yang dapat diakses oleh
masyarakat. Ini tidak hanya mencakup hasil keputusan, tetapi
juga alasan di balik keputusan tersebut. Dengan adanya
dokumentasi yang jelas, publik dapat memahami proses
pengambilan keputusan dan menilai apakah keputusan tersebut
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tanpa dokumentasi yang
baik, proses legislasi bisa menjadi kabur dan menyulitkan
masyarakat untuk mempertanyakan tindakan yang diambil oleh
para pengambil keputusan.
c. Prinsip Kualitas Hukum

Prinsip kualitas hukum adalah salah satu aspek krusial dalam
pembentukan perundang-undangan yang bertujuan untuk
memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki
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kejelasan, kepastian, dan konsistensi. Kualitas hukum yang tinggi
tidak hanya menjamin bahwa undang-undang tersebut dapat
diterima oleh masyarakat, tetapi juga bahwa undang-undang
tersebut berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku
individu dan entitas dalam masyarakat. Oleh karena itu,
penyusunan rancangan undang-undang harus dilakukan dengan
cermat, mengikuti norma-norma hukum yang berlaku, dan
memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Kejelasan merupakan salah satu unsur penting dalam kualitas
hukum. Undang-undang yang baik harus ditulis dengan bahasa
yang jelas dan mudah dipahami, agar masyarakat dapat
memahami hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan
tersebut. Ketidakjelasan dalam perumusan undang-undang dapat
menyebabkan keraguan dan kebingungan di kalangan
masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan
pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Oleh karena itu,
penyusun undang-undang perlu menggunakan terminologi yang
tepat dan menyusun kalimat yang tidak ambigu untuk
menghindari penafsiran yang berbeda.

Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan elemen fundamental dalam proses
perencanaan undang-undang yang menekankan pentingnya
keterlibatan publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.
Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya melibatkan individu,
tetapi juga berbagai organisasi, termasuk organisasi non-
pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan
lainnya. Keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan
undang-undang bertujuan untuk menciptakan peraturan yang
lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, proses legislasi
dapat mencerminkan aspirasi dan kepentingan yang beragam.
Salah satu manfaat utama dari partisipasi publik adalah
peningkatan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Ketika
masyarakat dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan
keputusan, dapat memberikan masukan yang berharga mengenai
isu-isu yang relevan. Perspektif yang berbeda dapat memperkaya
proses penyusunan, sehingga menghindari kemungkinan bias

yang dapat terjadi jika hanya melibatkan pihak tertentu. Dengan
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demikian, undang-undang yang dihasilkan lebih mencerminkan
realitas sosial dan lebih mampu menjawab tantangan yang
dihadapi oleh masyarakat.

e. Prinsip Responsivitas
Prinsip responsivitas dalam perundang-undangan menekankan
pentingnya kemampuan sistem legislasi untuk merespons
dinamika sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Dengan kata lain, peraturan yang dihasilkan harus mampu
mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus
berkembang. Dalam konteks ini, responsivitas bukan hanya soal
merespons isu-isu yang ada, tetapi juga tentang memprediksi
perubahan dan mempersiapkan kebijakan yang dapat mengatasi
tantangan di masa depan.
Salah satu aspek penting dari prinsip responsivitas adalah
fleksibilitas dalam proses perencanaan. Proses legislasi harus
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat
beradaptasi dengan situasi yang berubah. Ini berarti bahwa ada
kebutuhan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap
undang-undang yang ada dan melakukan revisi jika diperlukan.
Tanpa fleksibilitas ini, undang-undang yang ada mungkin
menjadi ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kondisi
yang ada. Misalnya, undang-undang yang mengatur teknologi
harus selalu diperbarui untuk mengikuti perkembangan pesat di
bidang digitalisasi.

f.  Prinsip Legalitas
Prinsip legalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam
pembentukan undang-undang yang mengharuskan semua proses
dan prosedur yang diikuti untuk mematuhi ketentuan hukum
yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan
yang dapat diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks
legislatif, hal ini berarti bahwa setiap langkah dalam
perancangan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang
harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang
diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).
Proses pembentukan undang-undang yang berlandaskan prinsip
legalitas menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketika

semua pihak mengikuti aturan main yang telah ditetapkan,
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masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi implikasi dari
setiap undang-undang yang akan diterapkan. Dengan adanya
kepastian hukum ini, masyarakat merasa lebih aman dan
terlindungi karena tahu bahwa setiap undang-undang yang
diberlakukan memiliki legitimasi dan tidak sewenang-wenang.
Selain itu, prinsip legalitas juga mencegah penyalahgunaan
wewenang oleh pihak-pihak tertentu dalam proses legislasi.

2. Prinsip Keterbukaan, Kejelasan Tujuan, dan Keadilan
Perencanaan perundang-undangan merupakan aspek penting
dalam sistem hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Untuk
menghasilkan undang-undang yang berkualitas, diperlukan adanya dasar
hukum yang jelas serta penerapan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu
prinsip utama yang perlu diterapkan dalam perencanaan perundang-
undangan adalah keterbukaan, kejelasan tujuan, dan keadilan.
a. Prinsip Keterbukaan
Prinsip keterbukaan merupakan salah satu pilar penting dalam
perencanaan perundang-undangan. Keterbukaan dalam proses
legislasi mengharuskan semua informasi yang terkait dengan
rancangan undang-undang dapat diakses oleh publik. Beberapa
elemen utama dari prinsip keterbukaan antara lain:
1) Transparansi Proses
Transparansi proses legislasi adalah aspek krusial dalam
sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan transparansi,
setiap tahap dalam pembentukan undang-undang, mulai dari
perencanaan hingga pengesahan, harus terbuka untuk
diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan publik
untuk melihat dan memahami dinamika di balik penyusunan
suatu undang-undang. Melalui proses yang transparan,
masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa semua
langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku.
Keterbukaan informasi ini memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam
proses legislasi. Mulai dari anggota DPR, DPD, hingga
pejabat pemerintah yang berkontribusi, semua pihak harus
bersedia menunjukkan keterlibatannya. Dengan mengetahui
siapa yang terlibat, masyarakat dapat lebih mudah menjalin
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komunikasi dan dialog, serta memberikan masukan yang
konstruktif terhadap rancangan undang-undang yang sedang
dibahas.
2) Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan
elemen penting yang mendukung terciptanya undang-
undang yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan
publik. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk
terlibat aktif, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi
juga sebagai kontributor dalam pengambilan keputusan.
Melalui masukan dan kritik yang konstruktif, masyarakat
dapat memastikan bahwa aspirasinya tercermin dalam
rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
Salah satu cara efektif untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat adalah dengan mengadakan forum diskusi
publik. Dalam forum ini, warga dapat menyampaikan
pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi langsung
dengan para pembuat kebijakan. Kegiatan ini tidak hanya
meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun dialog
yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, forum ini juga memberikan ruang bagi kelompok-
kelompok minoritas untuk menyuarakan kepentingan yang
mungkin tidak terdengar dalam proses legislasi biasa.
3) Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang
mendukung prinsip keterbukaan dalam proses legislasi.
Setiap lembaga yang terlibat dalam pembentukan undang-
undang, mulai dari DPR, Presiden, hingga DPD, harus
bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang
diambil. Ini tidak hanya mencakup proses penyusunan
naskah undang-undang, tetapi juga bagaimana mengelola
masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya. Dengan
demikian, akuntabilitas memberikan jaminan bahwa
keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan
kepentingan segelintir pihak, tetapi mencerminkan suara
masyarakat secara luas.
Untuk memastikan akuntabilitas, lembaga-lembaga tersebut
perlu menyediakan laporan yang transparan dan mudah
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diakses mengenai setiap tahap proses legislasi. Laporan ini
harus mencakup informasi tentang rencana, analisis,
pertimbangan yang diambil, serta hasil akhir dari setiap
rancangan undang-undang. Dengan adanya laporan yang
jelas dan terperinci, masyarakat dapat dengan mudah
melacak bagaimana dan mengapa suatu undang-undang
disusun  dan diimplementasikan. Ini  memberikan
kesempatan bagi publik untuk mengevaluasi kinerja lembaga
legislatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa bertindak
sesuai dengan kepentingan rakyat.

b. Prinsip Kejelasan Tujuan
Setiap undang-undang yang dihasilkan harus memiliki tujuan
yang jelas. Kejelasan tujuan sangat penting agar peraturan yang
dihasilkan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan
penerapannya dapat dilakukan secara efektif. Beberapa aspek
yang terkait dengan prinsip kejelasan tujuan adalah:

1)

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang krusial
dalam proses perumusan undang-undang. Sebelum
merancang suatu regulasi, perlu dilakukan kajian
menyeluruh untuk memahami isu-isu yang dihadapi
masyarakat. Proses ini melibatkan analisis data, survei, dan
konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi,
praktisi, dan masyarakat umum. Dengan pendekatan ini,
pengambil keputusan dapat mengidentifikasi masalah yang
mendesak dan memprioritaskan isu yang benar-benar
memerlukan intervensi hukum.

Selama tahap identifikasi, penting untuk mengevaluasi
dampak dari masalah yang ada. Misalnya, isu kemiskinan,
pendidikan, atau kesehatan publik harus dianalisis untuk
memahami skala dan kompleksitasnya. Melalui pemetaan
masalah yang jelas, pembuat kebijakan dapat menentukan
apakah solusi yang diusulkan dalam bentuk undang-undang
akan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini juga
memungkinkan untuk melihat hubungan antara berbagai
masalah dan  mengembangkan  pendekatan  yang
komprehensif.
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Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah
merumuskan tujuan dari undang-undang yang akan dibuat.
Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan realistis agar undang-
undang yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang
efektif. Misalnya, jika masalah yang dihadapi adalah
tingginya angka pengangguran, tujuan undang-undang bisa
meliputi penciptaan lapangan kerja baru atau pengembangan
program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Dengan
kejelasan tujuan ini, pengambilan keputusan akan lebih
terfokus dan relevan.
2) Tujuan yang Spesifik dan Terukur
Merumuskan tujuan yang spesifik dan terukur adalah
langkah  penting dalam proses legislasi  setelah
mengidentifikasi masalah. Tujuan yang jelas memungkinkan
pembuat kebijakan untuk memiliki fokus yang tepat dalam
pengembangan undang-undang. Misalnya, jika masalah
yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendidikan di suatu
daerah, tujuan undang-undang bisa berupa peningkatan
angka partisipasi sekolah hingga 90% dalam lima tahun.
Dengan menetapkan angka dan batas waktu yang jelas,
tujuan ini dapat menjadi panduan dalam penyusunan dan
implementasi kebijakan.
Kejelasan dalam tujuan juga berfungsi sebagai alat evaluasi.
Ketika undang-undang sudah diimplementasikan, para
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat
mengukur pencapaian tujuan tersebut. Dengan tujuan yang
terukur, dapat menggunakan indikator kKinerja untuk melihat
sejauh mana dampak undang-undang terhadap masyarakat.
Misalnya, dalam kasus program peningkatan pendidikan,
jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar
dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan.
3) Komunikasi Tujuan kepada Publik
Mengkomunikasikan tujuan undang-undang kepada publik
adalah langkah krusial dalam proses legislasi. Setelah tujuan
ditetapkan, penting bagi pembuat kebijakan untuk
menyampaikan informasi ini secara jelas dan efektif kepada
masyarakat. Komunikasi yang baik memastikan bahwa
masyarakat memahami alasan di balik pembuatan undang-
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undang dan manfaat yang akan diperoleh, sehingga dapat
terlibat secara aktif dalam proses tersebut.
Salah satu cara efektif untuk menyampaikan tujuan undang-
undang adalah melalui kampanye informasi yang melibatkan
berbagai saluran komunikasi. Ini bisa meliputi media sosial,
siaran pers, seminar, dan forum publik. Dengan
menggunakan  beragam  platform, informasi dapat
menjangkau lebih banyak orang dan menciptakan
pemahaman yang lebih luas. Misalnya, jika undang-undang
terkait perlindungan lingkungan, pembuat kebijakan dapat
menjelaskan bagaimana regulasi tersebut akan melindungi
sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan landasan moral dan etis dalam

perencanaan perundang-undangan. Setiap undang-undang harus

dirancang untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan

masyarakat, tanpa ada diskriminasi. Beberapa elemen dari prinsip

keadilan antara lain:

1) Kesetaraan di Hadapan Hukum
Prinsip keadilan dalam hukum menekankan pentingnya
kesetaraan di hadapan hukum untuk semua individu dan
kelompok dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap
orang harus diperlakukan sama, tanpa adanya diskriminasi
berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin,
atau latar belakang sosial-ekonomi. Ketidakadilan yang
muncul dari perlakuan yang tidak setara dapat merusak
integritas  sistem hukum dan mengikis kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum.
Kesetaraan di hadapan hukum menjadi fondasi bagi
terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Ketika
undang-undang dirancang dan diterapkan, penting bagi para
pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa semua individu
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
hukum. Ini termasuk hak untuk diproses secara adil dalam
sistem peradilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum,
serta hak untuk mengajukan keluhan atau gugatan tanpa rasa

takut akan diskriminasi.
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2) Aksesibilitas terhadap Keadilan
Prinsip aksesibilitas terhadap keadilan sangat penting dalam
menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap individu, tanpa
memandang status sosial atau ekonomi, harus memiliki
kesempatan untuk mengakses proses hukum dengan mudah.
Hal ini mencakup kemudahan dalam mendapatkan informasi
mengenai hak-haknya, yang merupakan langkah awal untuk
memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan
perlindungan hukum yang tersedia.
Akses informasi mengenai hak-hak hukum sangat krusial
untuk memberdayakan masyarakat. Tanpa pengetahuan yang
memadai tentang hak-haknya, individu mungkin tidak
menyadari apa yang dapat dilakukan untuk melindungi
dirinya dalam situasi hukum. Oleh karena itu, penyediaan
informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi tanggung
jawab pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dapat
dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial,
website resmi, dan program penyuluhan hukum di
masyarakat.
3) Keadilan Sosial
Prinsip keadilan sosial menjadi landasan penting dalam
perumusan undang-undang, karena undang-undang tidak
hanya harus mengatur perilaku masyarakat tetapi juga harus
berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara
keseluruhan. Keadilan sosial mengharuskan adanya
pertimbangan terhadap distribusi sumber daya yang adil,
sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk
memperoleh hak-hak dasar dan meraih kesejahteraan. Hal ini
menuntut perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok
rentan yang sering kali terpinggirkan, seperti kaum miskin,
perempuan, dan penyandang disabilitas.
Untuk mencapai keadilan sosial, undang-undang perlu
menghapuskan  berbagai  bentuk diskriminasi  yang
menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya dan
kesempatan. Ini termasuk pengaturan yang mendukung
program-program pengentasan kemiskinan, pendidikan yang
berkualitas, dan kesehatan yang terjangkau. Kebijakan publik
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yang proaktif dalam redistribusi sumber daya dapat
menciptakan lingkungan di mana semua orang, tanpa kecuali,
dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari
pembangunan sosial dan ekonomi.

B. Proses Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam
Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan
Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
Prolegnas disusun sebagai panduan untuk kegiatan legislasi yang akan
dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah
dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal 18 Undang-Undang No. 12
Tahun 2011, penyusunan daftar Rancangan UndangUndang didasarkan
atas:

Perintah UUD 1945

Perintah Tap MPR

Perintah Undang-Undang lainnya

Sistem perencanaan pembangunan nasional
Rencana pembangunan jangka panjang nasional
Rencana pembangunan jangka menengah

Rencana kerja pemerinah dan rencana strategis DPR
Aspirasi dan kebutuhan hokum masyarakat

Se mo o0 o

1. Penyusunan Prolegnas Tahunan dan Lima Tahunan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah daftar prioritas
undang-undang yang akan disusun dan disahkan dalam jangka waktu
tertentu. Prolegnas ini disusun untuk memastikan bahwa kebutuhan
masyarakat akan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi secara
sistematis dan terencana. Tujuan utama dari Prolegnas adalah:

a. Memfasilitasi  Pembuatan  Undang-Undang:  Prolegnas
memberikan panduan bagi lembaga legislatif dalam menyusun
undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional.

b. Meningkatkan Efektivitas Legislasi: Dengan adanya Prolegnas,
diharapkan proses pembuatan undang-undang dapat dilakukan
secara lebih efektif dan efisien.

c. Menghindari Tumpang Tindih: Prolegnas berfungsi untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih antara undang-undang
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yang satu dengan yang lainnya, serta mencegah munculnya
undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan
masyarakat.

Penyusunan Prolegnas di Indonesia dilakukan dalam dua tahap,

yaitu penyusunan Prolegnas tahunan dan Prolegnas lima tahunan.
Masing-masing tahap memiliki proses dan karakteristik yang berbeda.

a.

Prolegnas Lima Tahunan

Prolegnas lima tahunan merupakan rencana legislasi yang

disusun untuk periode lima tahun dan biasanya disesuaikan

dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional

(RPIJMN). Penyusunan Prolegnas lima tahunan melibatkan

berbagai langkah sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan
Sebelum penyusunan Prolegnas (Program Legislasi
Nasional) lima tahunan, penting untuk melakukan analisis
kebutuhan yang mendalam guna memastikan bahwa undang-
undang yang dirancang relevan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Proses analisis ini melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), dan masyarakat sipil, untuk
mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai isu-
isu yang memerlukan perhatian hukum. Dengan cara ini,
proses legislasi dapat lebih responsif terhadap dinamika dan
tantangan yang dihadapi masyarakat.
Analisis  kebutuhan ini  juga  berfungsi  untuk
mengidentifikasi masalah-masalah  strategis  yang
memerlukan pengaturan hukum. Misalnya, isu-isu seperti
perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan
pembangunan ekonomi seringkali menjadi fokus utama
dalam analisis ini. Dengan melibatkan berbagai pihak,
analisis kebutuhan dapat menciptakan ruang bagi diskusi dan
pengumpulan  masukan yang konstruktif, sehingga
menghasilkan daftar prioritas undang-undang yang relevan
dan mendesak untuk disusun.

2) Musyawarah dan Konsultasi
Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah berikutnya
dalam penyusunan Prolegnas lima tahunan adalah
melaksanakan musyawarah dan konsultasi dengan berbagai
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pihak terkait. Proses ini merupakan langkah krusial untuk
memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan
masyarakat terwakili dalam rencana legislasi. Diskusi ini
melibatkan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah
(LSM), akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam isu-isu
hukum dan kebijakan publik.

Musyawarah dan konsultasi bertujuan untuk mengumpulkan
masukan yang konstruktif dan relevan terkait rancangan
undang-undang yang diusulkan. Melalui forum-forum
diskusi, peserta dapat berbagi pandangan, mengidentifikasi
potensi masalah, dan menawarkan solusi yang inovatif.
Keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini tidak hanya
memperkaya substansi Prolegnas, tetapi juga meningkatkan
legitimasi dan akseptabilitas rancangan undang-undang di
mata masyarakat. Hal ini penting agar produk legislasi yang
dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan
baik.

Penyusunan Rancangan Prolegnas

Setelah melalui proses analisis kebutuhan dan musyawarah
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, langkah
selanjutnya adalah penyusunan rancangan Prolegnas lima
tahunan. Rancangan ini menjadi peta jalan untuk
pengembangan hukum di Indonesia dan harus mencakup
prioritas undang-undang yang akan dibahas dalam periode
lima tahun mendatang. Prioritas ini didasarkan pada isu-isu
strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga
dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Rancangan Prolegnas harus jelas dalam menetapkan waktu
dan tahapan pelaksanaan setiap rancangan undang-undang.
Setiap prioritas perlu diurutkan berdasarkan urgensi dan
dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, undang-undang
yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup atau
hak asasi manusia mungkin akan mendapatkan prioritas
lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang yang
bersifat teknis atau administratif. Penetapan jadwal yang
realistis juga penting untuk memastikan bahwa proses
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legislasi dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan
undang-undang yang berkualitas.

4) Pembahasan di DPR
Setelah rancangan Prolegnas lima tahunan disusun, langkah
selanjutnya adalah pembahasan di DPR. Proses ini
merupakan tahap krusial, di mana anggota DPR memiliki
kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, dan
kritik terhadap rancangan tersebut. Dalam forum ini, setiap
anggota DPR dapat mengemukakan pandangannya
mengenai prioritas undang-undang yang diusulkan, serta
menilai apakah rancangan tersebut sejalan dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Diskusi yang terbuka dan
konstruktif diharapkan dapat menghasilkan masukan yang
berkualitas dan memperkuat fondasi rancangan Prolegnas.
Selama pembahasan, DPR juga dapat mengusulkan
perubahan atau penyesuaian terhadap rancangan Prolegnas
yang telah diajukan. Misalnya, jika ada isu baru yang muncul
atau jika terdapat masukan dari konstituen yang
membutuhkan perhatian lebih, anggota DPR dapat
menambah atau mengurangi prioritas undang-undang.
Proses ini penting untuk memastikan bahwa Prolegnas yang
dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan publik
dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjadi.
Partisipasi aktif anggota DPR dalam tahap ini menjadi
penentu kualitas rancangan yang akan disetujui.

5) Pengesahan oleh DPR dan Presiden
Setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan
masukan dari anggota DPR, langkah selanjutnya adalah
pengesahan rancangan Prolegnas lima tahunan. Pengesahan
ini dilakukan dalam rapat pleno DPR, di mana anggota
dewan memberikan suara untuk menyetujui rancangan yang
telah dibahas. Proses ini mencerminkan kolaborasi dan
komitmen DPR dalam menciptakan undang-undang yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
hukum di Indonesia. Dalam tahap ini, penting untuk
memastikan bahwa semua pertimbangan yang telah dibahas
sebelumnya terakomodasi dalam rancangan yang diusulkan.

Perundang-Undangan 45



46

Setelah disetujui oleh DPR, rancangan Prolegnas kemudian
diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan oleh
Presiden adalah langkah penting dalam legitimasi Prolegnas,
karena menandakan dukungan pemerintah terhadap prioritas
hukum yang telah disusun. Proses ini tidak hanya
memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif,
tetapi juga menunjukkan bahwa Prolegnas merupakan
produk yang dihasilkan dari kerja sama dan konsensus di
antara pemangku kepentingan. Dengan pengesahan ini,
Prolegnas menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan bagi
pengembangan undang-undang di Indonesia.
Setelah disahkan, Prolegnas lima tahunan berfungsi sebagai
panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses
legislasi, termasuk DPR, pemerintah, dan masyarakat.
Dokumen ini menetapkan prioritas dan fokus legislasi
selama lima tahun ke depan, sehingga dapat memastikan
bahwa undang-undang yang dihasilkan relevan dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Prolegnas
yang jelas dan terstruktur, diharapkan proses legislasi dapat
berjalan lebih efektif dan efisien, serta menciptakan produk
hukum vyang berkualitas dan sesuai dengan tujuan
pembangunan nasional.
b. Prolegnas Tahunan

Prolegnas tahunan disusun sebagai kelanjutan dari Prolegnas

lima tahunan. Prolegnas tahunan berfungsi untuk mengatur

program legislasi dalam jangka waktu satu tahun. Proses

penyusunannya meliputi langkah-langkah berikut:

1) Evaluasi Prolegnas Lima Tahunan
Penyusunan Prolegnas tahunan dimulai dengan evaluasi
pelaksanaan Prolegnas lima tahunan yang telah berlalu.
Proses evaluasi ini sangat penting untuk menilai efektivitas
dan efisiensi dari prioritas yang telah ditetapkan. Melalui
evaluasi, dapat diidentifikasi undang-undang mana yang
berhasil disahkan, yang masih dalam proses, dan yang belum
terlaksana. Informasi ini menjadi dasar untuk memahami
capaian dan tantangan yang dihadapi selama periode
tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini bukan hanya bersifat
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retrospektif, tetapi juga memberikan arahan untuk perbaikan
di masa depan.
Selama evaluasi, berbagai pemangku kepentingan, termasuk
anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, dilibatkan
untuk memberikan masukan. Diskusi ini penting untuk
menggali perspektif yang beragam dan memastikan bahwa
evaluasi mencakup semua aspek. Hasil evaluasi kemudian
digunakan untuk menyusun laporan yang mencakup
rekomendasi untuk penyusunan Prolegnas tahunan.
Rekomendasi ini akan menjadi panduan dalam menentukan
prioritas undang-undang yang harus disusun berdasarkan
kondisi dan kebutuhan masyarakat yang aktual.
Setelah evaluasi selesai, hasilnya menjadi landasan dalam
merumuskan Prolegnas tahunan yang baru. Prolegnas
tahunan ini harus mencerminkan hasil evaluasi dan
menggambarkan prioritas yang relevan dengan situasi
hukum dan sosial saat ini. Dengan adanya proses evaluasi
yang sistematis dan partisipatif, diharapkan Prolegnas
tahunan dapat menghasilkan produk hukum yang lebih
responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, serta
mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan.
2) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Baru
Identifikasi masalah dan kebutuhan hukum baru merupakan
langkah penting dalam penyusunan Prolegnas tahunan.
Mengingat dinamika masyarakat yang terus berubah, penting
untuk memahami isu-isu yang muncul serta kebutuhan
hukum yang harus diakomodasi. Proses ini dapat dilakukan
melalui berbagai metode, seperti survei masyarakat untuk
mengumpulkan pandangan dan aspirasinya terkait masalah
hukum yang dihadapi. Diskusi dan wawancara dengan
pemangku kepentingan, seperti organisasi non-pemerintah
dan akademisi, juga dapat memberikan wawasan yang
berharga tentang kebutuhan hukum yang mendesak.
Pengamatan terhadap isu-isu yang berkembang dalam
masyarakat juga sangat penting. Ini termasuk perhatian
terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang
dapat memengaruhi hukum dan regulasi yang ada. Dengan
memantau tren dan tantangan yang dihadapi masyarakat,
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4)

penyusun Prolegnas dapat mengidentifikasi area yang
membutuhkan perhatian khusus, seperti perlindungan data
pribadi, keadilan sosial, atau hak asasi manusia. Proses ini
memerlukan Kketerlibatan aktif dari berbagai pihak untuk
mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang
kebutuhan hukum saat ini.

Penyusunan Rancangan Prolegnas Tahunan

Setelah masalah dan kebutuhan hukum baru diidentifikasi,
langkah selanjutnya adalah menyusun rancangan Prolegnas
tahunan. Proses ini melibatkan penentuan prioritas undang-
undang yang akan dibahas dalam tahun tersebut. Penentuan
prioritas ini sangat penting karena tidak semua masalah
dapat diatasi sekaligus; oleh karena itu, perlu ada strategi
yang jelas untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
isu-isu yang paling mendesak dan relevan bagi masyarakat.
Pada penyusunan rancangan, tim yang terlibat biasanya
mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak
sosial, ekonomi, dan politik dari setiap undang-undang yang
diusulkan. Selain itu, masukan dari pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, juga
diintegrasikan untuk memastikan bahwa semua perspektif
dipertimbangkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan
rancangan Prolegnas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan
hukum tetapi juga selaras dengan aspirasi masyarakat.
Pembahasan dan Pengesahan di DPR

Pembahasan dan pengesahan rancangan Prolegnas tahunan
di DPR merupakan tahap krusial dalam proses legislasi di
Indonesia. Setelah rancangan disusun, anggota DPR
mengadakan rapat untuk membahas setiap poin yang
terdapat dalam rancangan tersebut. Proses ini melibatkan
diskusi mendalam untuk menilai prioritas undang-undang
yang diusulkan, memastikan bahwa setiap anggota DPR
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan
masukannya. Dengan melibatkan semua anggota,
diharapkan hasil akhir akan mencerminkan konsensus yang
lebih luas dan pertimbangan yang komprehensif terhadap
isu-isu yang ada.

Teori dan Praktik



Selama pembahasan, anggota DPR dapat memberikan saran,
kritik, atau perubahan terhadap rancangan Prolegnas
tahunan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa
rancangan tersebut tidak hanya relevan dengan kebutuhan
masyarakat, tetapi juga sesuai dengan kepentingan dan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui diskusi ini,
DPR berupaya menciptakan regulasi yang lebih baik dan
berfungsi efektif dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh masyarakat. Proses ini juga menjadi momen
untuk menjalin komunikasi antara DPR dan publik, di mana
transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

5) Pelaksanaan Prolegnas Tahunan
Setelah disetujui oleh DPR, pelaksanaan Prolegnas tahunan
dimulai dengan langkah-langkah konkret untuk menyusun
dan mengesahkan undang-undang. Proses ini melibatkan
berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang terkait,
termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan
akademisi. Setiap undang-undang yang menjadi prioritas
dalam Prolegnas tahunan akan dirumuskan dengan
mempertimbangkan masukan dari semua pihak untuk
memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selama pelaksanaan, tim legislatif akan bekerja sama dengan
berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan
naskah akademik dan rancangan undang-undang. Proses ini
melibatkan penelitian yang mendalam serta konsultasi
dengan pihak-pihak yang berpengaruh dalam isu yang akan
diatur. Selain itu, publik juga diberikan kesempatan untuk
memberikan masukan melalui forum diskusi dan konsultasi
publik, sehingga keterlibatan masyarakat tetap terjaga.
Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan undang-
undang yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika
sosial.

2. Pemilihan Prioritas Undang-Undang dalam Prolegnas
Pemilihan prioritas undang-undang dalam Prolegnas adalah
proses menentukan undang-undang mana yang akan didahulukan dalam

penyusunan dan pengesahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan
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bahwa undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan dan
masalah yang dihadapi masyarakat serta mendukung tujuan
pembangunan nasional. Pemilihan prioritas undang-undang dalam
Prolegnas melibatkan beberapa langkah penting:

a.

50

Analisis Kebutuhan

Langkah pertama dalam pemilihan prioritas undang-undang
adalah melakukan analisis kebutuhan yang mendalam. Proses ini
penting untuk memahami dengan tepat masalah yang dihadapi
oleh masyarakat dan bagaimana undang-undang dapat menjadi
solusi yang efektif. Melalui analisis ini, pengumpul data dapat
membahas isu-isu yang relevan, baik dari segi sosial, ekonomi,
maupun lingkungan. Dengan informasi yang komprehensif,
pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kebutuhan yang
paling mendesak dan mendasari prioritas legislatif.

Salah satu cara untuk melakukan analisis kebutuhan adalah
melalui survei. Survei ini dapat melibatkan masyarakat luas,
termasuk berbagai kelompok demografis, untuk mendapatkan
gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi. Selain itu,
wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti organisasi
masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, juga sangat
penting. Pendapatnya akan memberikan wawasan yang berharga
tentang isu-isu yang mungkin kurang terlihat oleh masyarakat
umum.

Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Setelah kebutuhan masyarakat diidentifikasi melalui analisis
mendalam, langkah selanjutnya adalah melakukan konsultasi
dengan berbagai pemangku kepentingan. Proses konsultasi ini
sangat penting karena melibatkan partisipasi dari berbagai pihak
yang memiliki kepentingan dan pandangan berbeda. Pemangku
kepentingan tersebut mencakup pemerintah, organisasi
masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan
melibatkannya, diharapkan proses legislasi dapat lebih inklusif
dan representatif.

Konsultasi dengan pemerintah bertujuan untuk memastikan
bahwa prioritas undang-undang sejalan dengan kebijakan dan
program pemerintah yang ada. Melalui diskusi ini, pihak
pemerintah dapat memberikan informasi mengenai kapasitas dan

sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan undang-undang
Teori dan Praktik



baru. Selain itu, masukan dari pemerintah dapat membantu
mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam
implementasi kebijakan.
c. Penyusunan Rancangan Prioritas
Setelah melalui tahap analisis kebutuhan dan konsultasi dengan
pemangku kepentingan, langkah berikutnya adalah penyusunan
rancangan prioritas undang-undang. Proses ini melibatkan
pengorganisasian isu-isu hukum yang telah diidentifikasi, dengan
tujuan menentukan urutan mana yang perlu diatasi terlebih
dahulu. Dalam tahap ini, penting untuk memperhatikan beberapa
faktor kunci, termasuk urgensi, dampak sosial, dan kesesuaian
dengan rencana pembangunan nasional. Dengan pendekatan
yang terstruktur, diharapkan prioritas yang ditetapkan akan
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Urgensi dari isu yang dihadapi harus menjadi pertimbangan
utama. Masalah-masalah yang memiliki dampak segera dan luas,
seperti perlindungan lingkungan atau penanganan Kkrisis sosial,
perlu menjadi prioritas utama. Urgensi ini dapat diukur melalui
sejauh  mana isu tersebut mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat. Dalam hal ini, isu yang menuntut tindakan cepat
akan ditempatkan di atas dalam daftar prioritas untuk
memastikan bahwa tindakan legislasi dapat segera diambil.
d. Pembahasan di DPR

Setelah rancangan prioritas undang-undang disusun, langkah
berikutnya adalah membawanya ke Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) untuk dibahas. Proses ini menjadi krusial karena DPR
berfungsi sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai
daerah. Pembahasan di DPR menciptakan platform untuk
mendiskusikan isu-isu hukum yang akan diatur dan menentukan
undang-undang mana yang harus diutamakan dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Diskusi di DPR biasanya dimulai dengan pemaparan rancangan
prioritas yang telah disusun oleh pemerintah. Anggota DPR
kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan,
masukan, dan kritik terhadap rancangan tersebut. Proses ini
penting untuk memastikan bahwa semua sudut pandang
dipertimbangkan. Dengan adanya beragam latar belakang dan
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kepentingan, diskusi ini dapat memperkaya substansi undang-
undang yang akan dihasilkan dan mengurangi potensi konflik di
masyarakat setelah undang-undang disahkan.

e. Pengesahan oleh Presiden
Setelah melalui serangkaian pembahasan yang intensif di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), langkah selanjutnya adalah
pengesahan rancangan prioritas undang-undang oleh Presiden.
Proses ini merupakan puncak dari upaya legislasi yang
melibatkan banyak pihak, mulai dari analisis kebutuhan,
konsultasi dengan pemangku kepentingan, hingga diskusi di
DPR. Pengesahan oleh Presiden menandakan bahwa undang-
undang tersebut sudah mendapat legitimasi dari lembaga
legislatif dan eksekutif, yang merupakan dua pilar utama dalam
sistem pemerintahan.
Pengesahan oleh Presiden merupakan langkah yang sangat
penting, karena Presiden sebagai kepala negara memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang
disetujui selaras dengan visi dan misi pemerintahan. Dalam tahap
ini, Presiden dapat melakukan peninjauan akhir terhadap
rancangan undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa
isinya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
secara keseluruhan. Apabila Presiden menilai bahwa rancangan
tersebut sesuai, maka ia akan memberikan tanda tangan sebagai
tanda sah.
Setelah pengesahan, undang-undang yang telah disetujui akan
dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
untuk pelaksanaan lebih lanjut. Prolegnas berfungsi sebagai
panduan bagi pemerintah dan DPR dalam mengimplementasikan
undang-undang yang telah disahkan. Dengan adanya Prolegnas,
prioritas pengaturan hukum menjadi lebih terarah dan terencana,
sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan di lapangan.
Selain itu, Prolegnas juga berfungsi untuk mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan.

C. Studi Kasus: Proses Penyusunan Prolegnas di Indonesia

Studi kasus mengenai proses penyusunan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) di Indonesia memberikan wawasan tentang
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dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam merumuskan prioritas
legislasi. Prolegnas disusun setiap lima tahun dan melibatkan partisipasi
berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, DPR, dan
pemerintah.

1. Studi Kasus: Penyusunan Prolegnas 2020-2024

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024
di Indonesia dilakukan di tengah situasi yang sangat dinamis dan penuh
tantangan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi proses ini adalah
adanya pandemi COVID-19, yang tidak hanya berdampak pada
kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu Krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas ini tidak hanya
fokus pada regulasi-regulasi biasa, tetapi juga mengutamakan upaya
pemulihan ekonomi serta reformasi di berbagai sektor. Prolegnas ini
menjadi fondasi penting bagi DPR dalam menetapkan prioritas undang-
undang selama lima tahun ke depan, dengan harapan mampu merespons
dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

Langkah pertama yang dilakukan DPR dalam penyusunan
Prolegnas 2020-2024 adalah analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan
melalui survei dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan organisasi
masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memahami masalah-masalah
utama yang dihadapi masyarakat, sehingga undang-undang yang
dihasilkan dapat memberikan solusi yang tepat. Salah satu temuan utama
dari analisis ini adalah kebutuhan untuk mempercepat penanganan krisis
kesehatan akibat COVID-19, memperkuat sistem kesehatan, serta
mempercepat pemulihan ekonomi.

Pandemi COVID-19 mengungkap berbagai kelemahan dalam
sistem kesehatan dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, DPR merasa
perlu untuk memberikan perhatian khusus pada regulasi yang
mendukung penguatan sistem kesehatan, baik dalam hal pencegahan,
penanganan Krisis, hingga penyediaan layanan kesehatan yang lebih
merata. Selain itu, dalam konteks ekonomi, Prolegnas 2020-2024 juga
menekankan pentingnya undang-undang yang dapat mendukung
pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang mempermudah investasi dan
penciptaan lapangan kerja.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu

tahapan  penting dalam penyusunan Prolegnas ini. DPR
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menyelenggarakan berbagai forum diskusi yang melibatkan perwakilan
masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi untuk
mendengarkan pandangannya terkait kebutuhan undang-undang yang
mendesak. Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan
bahwa Prolegnas yang disusun mencerminkan kebutuhan dan harapan
masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi.

Pada forum konsultasi ini, berbagai organisasi masyarakat sipil
dan akademisi membahas pentingnya regulasi yang mendukung
perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Selain
itu, isu-isu seperti penguatan perlindungan terhadap tenaga Kkerja,
khususnya pekerja informal yang sangat rentan terdampak krisis, juga
menjadi salah satu poin penting yang disampaikan. Pemangku
kepentingan juga menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas dalam
melindungi data pribadi, mengingat semakin maraknya penggunaan
teknologi dalam kehidupan sehari-hari selama pandemi.

Setelah melalui tahap konsultasi, DPR kemudian melakukan
pembahasan dan penetapan prioritas. Proses ini dilakukan secara
internal, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak serta
kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Beberapa undang-undang
prioritas yang ditetapkan dalam Prolegnas 2020-2024 mencakup
undang-undang yang terkait dengan pemulihan ekonomi, perlindungan
tenaga kerja, serta peningkatan perlindungan terhadap hak-hak digital
masyarakat.

Salah satu undang-undang yang menjadi prioritas dalam
Prolegnas 2020-2024 adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau yang
dikenal dengan istilan Omnibus Law. UU ini bertujuan untuk
menyederhanakan regulasi dalam rangka meningkatkan investasi dan
penciptaan lapangan kerja, sebagai salah satu solusi untuk mempercepat
pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun banyak menuai pro dan
kontra di kalangan masyarakat, UU Cipta Kerja dianggap sebagai
langkah penting oleh pemerintah dan DPR dalam menghadapi tantangan
ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Prolegnas 2020-2024 juga berhasil melahirkan Undang-Undang
tentang Perlindungan Data Pribadi. Seiring dengan meningkatnya
penggunaan teknologi digital selama pandemi, isu perlindungan data
pribadi menjadi semakin krusial. Undang-undang ini diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum terkait penggunaan dan perlindungan data

pribadi masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan data oleh pihak-
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pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan penyusunan
Prolegnas 2020-2024 ini mencerminkan kemampuan DPR dan
pemerintah dalam merespons secara cepat tantangan yang dihadapi
masyarakat. Dengan menetapkan prioritas pada undang-undang yang
mendukung pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, Prolegnas ini
diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi
dampak pandemi COVID-19. Selain itu, melalui proses konsultasi yang
melibatkan berbagai pihak, penyusunan Prolegnas ini juga menjadi
contoh bagaimana proses legislasi dapat lebih inklusif dan partisipatif.

2. Studi Kasus: Prolegnas 2015-2019

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019
berlangsung di tengah pemerintahan Joko Widodo yang memegang visi
"Nawacita." Visi ini menekankan pada pembangunan infrastruktur,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi
nasional. Dalam kerangka tersebut, DPR dan pemerintah berupaya
merumuskan undang-undang yang mendukung agenda pembangunan
nasional. Prolegnas 2015-2019 diharapkan dapat menjadi landasan
hukum yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat
ketahanan sosial, serta menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan
Prolegnas 2015-2019 adalah identifikasi isu-isu strategis yang dianggap
penting untuk diatur dalam undang-undang. DPR dan pemerintah
melakukan kajian yang mendalam terkait masalah-masalah nasional
yang membutuhkan regulasi. Dalam proses ini, isu-isu seperti reformasi
agraria, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi menjadi
sorotan utama. Reformasi agraria, misalnya, dianggap krusial untuk
memastikan distribusi lahan yang lebih adil dan mendukung petani. Di
sisi lain, perlindungan lingkungan menjadi isu mendesak, terutama
dengan meningkatnya kekhawatiran akan kerusakan ekosistem akibat
pembangunan yang pesat.

Pada konteks perlindungan lingkungan, Undang-Undang tentang
Kehutanan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi prioritas
utama. Pemerintah menganggap perlindungan terhadap sumber daya
alam merupakan hal yang mendesak untuk menjaga keberlanjutan
pembangunan. Proses penyusunan undang-undang ini didorong oleh
kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi
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dan perlindungan alam. Oleh karena itu, revisi atas UU Kehutanan dan
UU Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi salah satu fokus utama
legislasi dalam Prolegnas 2015-2019.

Tahapan penting dalam proses ini adalah pelibatan masyarakat.
Pemerintah dan DPR menyelenggarakan berbagai forum konsultasi
publik untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Partisipasi
masyarakat dipandang penting agar undang-undang yang disusun dapat
mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Konsultasi ini dilakukan
dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan
perwakilan masyarakat di berbagai daerah. Pelibatan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya top-down, tetapi juga
mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas.

Pada forum konsultasi, beberapa isu penting yang diangkat oleh
masyarakat adalah tentang akses terhadap lahan dan keadilan agraria.
Banyak kelompok masyarakat sipil mendesak adanya kebijakan agraria
yang lebih adil, terutama bagi petani kecil dan masyarakat adat,
menuntut agar undang-undang reformasi agraria mampu memberikan
akses yang lebih luas terhadap lahan serta mengurangi konflik agraria
yang sering kali melibatkan masyarakat dengan pihak korporasi atau
pemerintah. Proses partisipasi ini menjadi salah satu langkah yang
diapresiasi, meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada.

Setelah tahapan konsultasi selesai, DPR dan pemerintah
melakukan penetapan prioritas legislasi. Proses ini didasarkan pada hasil
analisis kebutuhan dan urgensi dari berbagai isu yang telah diidentifikasi
sebelumnya. DPR kemudian menetapkan beberapa undang-undang
prioritas yang dianggap penting untuk disahkan selama periode 2015-
2019. Beberapa undang-undang yang dihasilkan dari proses ini adalah
Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang ini merupakan
bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan
lingkungan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang Kehutanan, misalnya, mengalami perubahan
untuk lebih menekankan pada aspek pelestarian hutan dan pencegahan
eksploitasi yang berlebihan. Pemerintah dan DPR juga menyadari bahwa
peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran di sektor kehutanan
sangat diperlukan. Oleh karena itu, undang-undang ini menegaskan
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sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku perusakan hutan serta
memperkuat peran lembaga pengawas lingkungan.

Keberhasilan Prolegnas 2015-2019 terlihat dari sejumlah
undang-undang yang disahkan dan membawa perubahan nyata, terutama
dalam hal perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Beberapa regulasi yang disahkan dalam periode ini berhasil
meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keberlanjutan
lingkungan. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kerangka hukum yang
lebih kuat bagi upaya konservasi alam, pengelolaan sampah, serta
pengendalian pencemaran udara dan air.

Meskipun telah berhasil melahirkan beberapa regulasi penting,
tantangan dalam penerapan undang-undang tersebut tetap ada. Beberapa
pihak mengkritik bahwa meskipun undang-undang telah disahkan,
implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh lemahnya
penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah.
Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana undang-undang tersebut
dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di
daerah-daerah terpencil yang akses terhadap informasi dan fasilitasnya
terbatas.

D. Soal Latihan

1. Menjelaskan dasar hukum vyang menjadi landasan dalam
perencanaan undang-undang di Indonesia. Mengapa dasar hukum ini
penting untuk memastikan proses legislasi yang efektif?

2. Apa saja prinsip-prinsip utama dalam perencanaan undang-undang
yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan? Pilih salah satu
prinsip dan jelaskan dampaknya terhadap kualitas peraturan-
undangan yang dihasilkan.

3. Menjelaskan tahapan-tahapan utama dalam penyusunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya. Mengapa penyusunan Prolegnas dianggap penting dalam
sistem legislasi Indonesia?

4. Diskusikan penentuan prioritas dalam Prolegnas. Menurut Anda,
bagaimana kriteria ini dapat mempengaruhi fokus legislasi yang
dihasilkan?
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5. Pilih salah satu studi kasus mengenai penyusunan Prolegnas di
Indonesia dan jelaskan proses perencanaannya mulai dari tahap
perencanaan hingga pengesahan. Apa saja faktor yang
mempengaruhi hasil akhir Prolegnas pada kasus tersebut?
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BAB IV
PENYUSUNAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan teknik dan metode penyusunan
rancangan undang-undang, memahami penyusunan naskah akademik,
serta memahami praktik: penyusunan draf rancangan undang-undang,
sehingga pembaca dapat memiliki keterampilan dasar yang lengkap
dalam menyusun rencana undang-undang, mulai dari dasar konsep
hingga teknik penyusunan, serta mampu menyebarkan kualitas draf
dan melakukan revisi untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik.
Materi Pembelajaran

e Teknik dan Metode Penyusunan Rancangan Undang-Undang

e Penyusunan Naskah Akademik

e Praktik: Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang

e Soal Latihan

A. Teknik dan Metode Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Teknik dan metode penyusunan rancangan undang-undang
merupakan langkah penting dalam proses legislasi, yang bertujuan untuk
memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tercantum dalam
Lampiran I1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan sistematika
berikut:

BAB |1 KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
A.JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
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2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
Ketentuan Umum
Materi Pokok yang Diatur
Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
. Ketentuan Penutup
.PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

U wN e

O

BAB Il HAL-HAL KHUSUS

. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

. PENYIDIKAN

. PENCABUTAN

.PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
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TIDAK  MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA
SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG

. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG

G.BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG

.BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

.BENTUK  RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI

.BENTUK  RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Prinsip Kejelasan Rumusan, Kedudukan Hukum, dan Teknik
Penulisan

Penyusunan perundang-undangan yang efektif dan berkualitas

sangat bergantung pada teknik dan metode yang digunakan. Dalam
konteks penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), ada beberapa
prinsip yang harus diperhatikan, termasuk kejelasan rumusan,
kedudukan hukum, dan teknik penulisan.

a.

Kejelasan Rumusan
Kejelasan rumusan mengacu pada kemampuan teks undang-
undang untuk disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah
dipahami, sehingga semua pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat umum, dapat memahami maksud dan tujuan undang-
undang tersebut. Kejelasan rumusan sangat penting untuk
menghindari ambiguitas dan potensi penafsiran yang berbeda di
kemudian hari.
1) Penggunaan Bahasa yang Sederhana
Penggunaan bahasa yang sederhana dalam undang-undang
sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dapat
diakses oleh semua lapisan masyarakat. Banyak undang-

Perundang-Undangan 61



62

2)

undang yang ditulis dalam bahasa hukum yang rumit,
sehingga membuatnya sulit dipahami oleh orang awam.
Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah
dimengerti, diharapkan masyarakat dapat memahami isi dan
tujuan dari undang-undang tersebut. Hal ini tidak hanya
mendukung transparansi tetapi juga meningkatkan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Bahasa yang sederhana  membantu  mengurangi
kemungkinan terjadi salah tafsir atau pemahaman yang
keliru tentang isi undang-undang. Ketidakjelasan dalam
rumusan hukum seringkali menimbulkan keraguan dan
ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan
ketidakpatuhan. Dengan rumusan yang jelas dan lugas,
masyarakat akan lebih yakin dalam mematuhi regulasi yang
ada, karena memahami hak dan kewajibannya dengan baik.
Hindari Istilah yang Rumit

Hindari penggunaan istilah hukum yang rumit dalam
penyusunan undang-undang merupakan langkah penting
untuk memastikan bahwa regulasi dapat dipahami oleh
masyarakat umum. Istilah teknis yang kompleks sering kali
menjadi penghalang bagi individu yang tidak memiliki latar
belakang hukum untuk memahami isi undang-undang.
Ketika istilah rumit ini digunakan tanpa penjelasan yang
memadai, risiko terjadinya kesalahpahaman dan
ketidakpatuhan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi
pembuat undang-undang untuk memperhatikan penggunaan
bahasa yang lebih sederhana dan dapat diakses oleh semua
kalangan.

Apabila penggunaan istilah teknis tidak dapat dihindari,
setiap istilah tersebut harus disertai dengan definisi yang
jelas dan ringkas. Definisi ini berfungsi sebagai panduan
bagi masyarakat untuk memahami konteks dan makna istilah
yang digunakan dalam regulasi. Misalnya, jika istilah seperti
"hukum perdata” atau “perbuatan melawan hukum™
digunakan, maka penjelasan yang tepat dan kontekstual akan
membantu masyarakat memahami relevansi istilah tersebut
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, tidak hanya
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pemahaman yang meningkat, tetapi juga kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

3) Struktur yang Logis
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) vyang
mengikuti struktur logis sangat penting untuk memastikan
bahwa isi regulasi dapat dipahami dan diakses oleh
masyarakat. Struktur yang baik tidak hanya membuat
dokumen lebih rapi, tetapi juga membantu dalam
menyampaikan informasi dengan cara yang sistematis.
Pembagian yang jelas antara bagian pendahuluan, substansi,
dan penutup memberikan panduan kepada pembaca tentang
konteks dan tujuan RUU tersebut. Pada bagian pendahuluan,
biasanya terdapat latar belakang dan tujuan dari RUU, yang
menjelaskan mengapa regulasi tersebut diperlukan.
Bagian substansi adalah inti dari RUU yang menjelaskan
pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang diatur. Dalam
bagian ini, setiap pasal harus diorganisasi dengan baik,
dimulai dari yang paling umum menuju yang lebih spesifik,
sehingga alur pemikiran dapat diikuti dengan mudah.
Penyusunan yang sistematis juga mencakup penggunaan
subjudul atau nomor urut yang jelas untuk setiap bagian,
sehingga pembaca dapat dengan cepat menemukan
informasi yang dicari. Ketika pasal-pasal disusun secara
logis, akan lebih mudah bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk menganalisis isi RUU dan memberikan
masukan yang konstruktif.

b. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum berkaitan dengan kekuatan hukum dari

sebuah undang-undang, serta hubungan antara undang-undang

tersebut dengan norma hukum lainnya, baik yang lebih tinggi

maupun yang lebih rendah. Ini juga mencakup pertimbangan

mengenai konsistensi dan harmonisasi antara berbagai undang-

undang yang ada.

1) Kesesuaian dengan Konstitusi
Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan syarat
mutlak dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang
(RUU). UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia
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menjadi landasan bagi semua regulasi yang ada. Setiap pasal
dalam RUU harus mencerminkan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam konstitusi, termasuk perlindungan hak
asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial.
Ketidakpatuhan terhadap konstitusi tidak hanya merugikan
legitimasi RUU, tetapi juga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan
undang-undang tersebut di masyarakat.
Konsistensi dengan konstitusi juga berfungsi untuk menjaga
integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap proses
legislasi. Ketika RUU dirumuskan tanpa
mempertimbangkan norma-norma yang diatur dalam UUD
1945, hal ini dapat memicu penolakan dari masyarakat dan
berpotensi mengakibatkan konflik hukum. Oleh karena itu,
setiap penyusun RUU harus melakukan telaah yang
mendalam terhadap ketentuan konstitusi agar RUU tersebut
tidak hanya dapat dilaksanakan, tetapi juga diterima oleh
semua lapisan masyarakat.
Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang
Ada
Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan
peraturan perundang-undangan yang sudah ada merupakan
langkah krusial dalam proses legislasi. Ketika menyusun
RUU, penting untuk memperhatikan dan menganalisis
regulasi yang telah diterapkan sebelumnya agar tidak terjadi
konflik norma. Jika RUU baru tidak selaras dengan undang-
undang yang ada, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian
hukum yang membingungkan  masyarakat  serta
menimbulkan perdebatan di kalangan penegak hukum. Oleh
karena itu, proses harmonisasi ini harus dilakukan dengan
cermat untuk memastikan bahwa semua peraturan yang ada
dapat berjalan secara sinergis.
Harmonisasi juga berfungsi untuk menjaga kesinambungan
dalam sistem hukum nasional. Setiap peraturan perundang-
undangan memiliki tujuan dan konteks yang spesifik,
sehingga pengabaian terhadap regulasi yang ada dapat
merusak struktur hukum yang telah dibangun. Misalnya, jika
RUU baru bertentangan dengan peraturan yang mengatur
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hak-hak individu, maka tidak hanya akan merugikan pihak
tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi yang
lebih luas bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan
aspek ini, penyusun RUU dapat memastikan bahwa undang-
undang baru akan memperkuat dan melengkapi peraturan
yang telah ada.

3) Keterpaduan dengan Kebijakan Nasional
Keterpaduan Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan
kebijakan nasional merupakan elemen penting dalam
penyusunan regulasi yang efektif. RUU tidak hanya
berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah
ditetapkan. Dengan memastikan bahwa setiap RUU
mencerminkan kebijakan nasional yang lebih luas, para
pembuat undang-undang dapat menciptakan regulasi yang
mendukung visi dan misi pembangunan jangka panjang
negara. Hal ini akan mengoptimalkan dampak sosial,
ekonomi, dan lingkungan dari setiap regulasi yang
diterapkan.
Keterpaduan ini juga berfungsi untuk mencegah tumpang
tindih kebijakan yang dapat mengakibatkan inefisiensi
dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ketika
RUU disusun dengan memperhatikan arah dan fokus
kebijakan nasional, maka semua sektor dapat bergerak dalam
satu koridor yang sama. Misalnya, RUU yang berkaitan
dengan perlindungan lingkungan harus sejalan dengan
kebijakan  pembangunan  berkelanjutan yang telah
dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, regulasi akan
lebih mudah diimplementasikan dan memberikan hasil yang
positif dalam jangka panjang.

c. Teknik Penulisan

Teknik penulisan merujuk pada cara dan metode yang digunakan

dalam menyusun teks undang-undang, termasuk penggunaan

gaya bahasa, tata bahasa, dan pengaturan format. Teknik

penulisan yang baik sangat berperan dalam kejelasan dan

pemahaman terhadap isi RUU.

1) Penggunaan Bahasa Hukum yang Tepat
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Penggunaan bahasa hukum yang tepat dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) sangat penting untuk memastikan
bahwa isi regulasi dapat dipahami dengan jelas dan tidak
menimbulkan multitafsir. Istilah hukum harus digunakan
secara konsisten dan sesuai dengan konteksnya agar makna
yang terkandung dalam RUU tidak kehilangan kejelasan.
Misalnya, istilah seperti "tindakan pidana,” "hak asasi
manusia,” atau "kewajiban" harus didefinisikan secara
spesifik dan diulang dengan cara yang sama di seluruh
dokumen untuk menghindari kebingungan. Dengan
demikian, penerapan norma hukum dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien.

Penulisan RUU juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap kaidah-kaidah bahasa hukum yang baku. Hal ini
meliputi pemilihan kata yang tepat dan penggunaan struktur
kalimat yang jelas dan sederhana. RUU yang menggunakan
bahasa yang rumit dan tidak jelas dapat menyulitkan
pemahaman oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang
terlibat dalam implementasinya. Oleh karena itu, penting
bagi penulis RUU untuk tidak hanya memiliki pemahaman
yang baik tentang hukum, tetapi juga keterampilan dalam
menyampaikan ide-ide hukum secara komunikatif dan
aksesibel.

Format Penulisan yang Standar

Format penulisan yang standar sangat penting dalam
penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk
memastikan konsistensi dan kemudahan dalam navigasi isi
dokumen. Penggunaan nomor pasal, ayat, dan sub-ayat yang
terstruktur dengan baik memungkinkan pembaca untuk
dengan cepat menemukan informasi yang relevan. Dalam
setiap RUU, penomoran harus dilakukan secara sistematis,
dimulai dari pasal pertama hingga terakhir, dengan ayat-ayat
yang terkait dicantumkan secara berurutan. Hal ini tidak
hanya memperjelas alur pemikiran dalam RUU tetapi juga
memberikan kemudahan bagi para pembaca, termasuk
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat
luas, untuk merujuk bagian tertentu dengan tepat.
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Format penulisan yang standar juga mencakup penggunaan
penomoran untuk sub-ayat dan sub-bagian lain yang
membantu menjelaskan isi pasal secara lebih mendetail.
Misalnya, dalam suatu pasal yang membahas hak-hak
tertentu, sub-ayat dapat digunakan untuk merinci masing-
masing hak tersebut. Dengan demikian, pembaca dapat
memahami konteks dan rincian dari setiap ketentuan yang
ditetapkan. Ketidakjelasan dalam format penulisan dapat
mengakibatkan penafsiran yang salah dan kesulitan dalam
pelaksanaan hukum di kemudian hari.

3) Penghindaran Redundansi
Penghindaran redundansi dalam penulisan Rancangan
Undang-Undang (RUU) merupakan aspek penting untuk
menciptakan dokumen hukum vyang jelas dan efisien.
Redundansi, atau pengulangan informasi yang tidak perlu,
dapat membuat teks menjadi panjang dan membingungkan
bagi pembaca. Dalam konteks hukum, di mana ketepatan dan
kejelasan informasi sangat dibutuhkan, pengulangan yang
tidak esensial bisa mengakibatkan penafsiran yang salah atau
bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena
itu, penulis RUU perlu secara cermat meninjau setiap
kalimat dan frasa untuk memastikan bahwa setiap kata yang
digunakan memberikan nilai tambah pada pemahaman
keseluruhan.
Dengan  menghindari  redundansi, penulis  dapat
menyampaikan ide dan ketentuan hukum dengan lebih
langsung dan efisien. Setiap pasal dan ayat dalam RUU harus
ditulis dengan fokus pada inti permasalahan yang ingin
disampaikan. Ini tidak hanya membantu dalam menjaga
konsistensi alur pemikiran, tetapi juga memudahkan
pembaca ntuk menangkap poin-poin penting tanpa
terganggu oleh informasi yang berulang. Hal ini akan
meningkatkan daya tarik dokumen dan memudahkan para
pembaca, termasuk anggota DPR dan masyarakat umum,
untuk memahami isi RUU dengan lebih baik.
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Struktur Dasar Naskah Undang-Undang: Batang Tubuh,
Konsideran, dan Penjelasan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia

mengikuti struktur tertentu yang telah ditetapkan untuk memastikan
bahwa produk legislasi tersebut jelas, sistematis, dan mudah dipahami.
Struktur dasar naskah undang-undang terdiri dari tiga komponen utama:
batang tubuh, konsideran, dan penjelasan.

a.

68

Batang Tubuh

Batang tubuh adalah bagian utama dari naskah undang-undang

yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam

undang-undang tersebut. Ini mencakup pasal-pasal yang

mengatur hak, kewajiban, dan sanksi yang diberlakukan oleh

undang-undang. Batang tubuh adalah inti dari undang-undang,

dan oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan

cermat untuk menghindari ambigu dan ketidakjelasan.

1) Pengorganisasian yang Logis
Pengorganisasian yang logis dalam batang tubuh Rancangan
Undang-Undang (RUU) sangat penting untuk menciptakan
pemahaman yang jelas bagi pembaca. Struktur yang
sistematis memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur
pemikiran dan menemukan informasi yang dibutuhkan
dengan lebih mudah. Umumnya, RUU dibagi menjadi
beberapa bab yang masing-masing membahas tema atau isu
tertentu, di mana setiap bab kemudian dipecah menjadi
pasal-pasal yang lebih spesifik. Dengan cara ini, setiap
bagian dari undang-undang memiliki fokus yang jelas,
sehingga memudahkan interpretasi dan penerapan hukum.
Struktur yang baik tidak hanya membantu dalam
pemahaman, tetapi juga memperkuat argumentasi dan logika
hukum vyang ingin disampaikan. Misalnya, bab yang
berkaitan dengan sanksi harus diletakkan setelah bab yang
menjelaskan ketentuan utama atau kewajiban yang diatur.
Dengan demikian, pembaca dapat melihat hubungan antara
ketentuan yang ada dan konsekuensi yang akan dihadapi jika
ketentuan tersebut dilanggar. Pengorganisasian yang logis
ini  menciptakan kesinambungan yang memudahkan
pembaca untuk mengikuti perkembangan ide dan substansi
hukum yang diatur.
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2) Kejelasan dan Ketepatan Bahasa
Kejelasan dan Kketepatan bahasa dalam batang tubuh
Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan elemen yang
krusial untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat
dipahami dengan baik oleh semua pihak yang
berkepentingan. Penggunaan bahasa yang tidak ambigu dan
jelas membantu mengurangi risiko terjadinya salah
interpretasi, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum
atau ketidakpahaman terhadap hak dan kewajiban yang
diatur.
Istilah teknis atau jargon hukum yang sering digunakan
harus dijelaskan di dalam definisi yang terletak di awal RUU
atau dalam pasal yang relevan. Dengan cara ini, pembaca,
termasuk masyarakat umum, praktisi hukum, dan pejabat
pemerintah, dapat memiliki pemahaman yang sama
mengenai istilah yang digunakan. Kejelasan bahasa tidak
hanya bermanfaat bagi yang langsung terlibat dalam
penerapan undang-undang, tetapi juga bagi yang mengawasi
dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dengan pengertian yang
seragam, diharapkan dapat terwujud keadilan dalam
penerapan hukum.
3) Konsistensi dalam Penomoran dan Penulisan
Konsistensi dalam penomoran dan penulisan pasal-pasal
dalam batang tubuh Rancangan Undang-Undang (RUU)
adalah elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa
teks hukum tersebut dapat diakses dan dipahami dengan
mudah oleh semua pihak. Setiap pasal harus diberi nomor
secara berurutan, dimulai dari pasal pertama hingga terakhir,
tanpa ada pengulangan atau kekosongan. Dengan mengikuti
sistem penomoran yang jelas dan konsisten, pembaca dapat
dengan cepat merujuk ke pasal-pasal tertentu saat mencari
informasi atau melakukan interpretasi terhadap isi undang-
undang.
Penerapan format penulisan yang telah ditetapkan juga
berkontribusi pada kemudahan penggunaan dan kejelasan
dokumen hukum. Misalnya, penggunaan sub-pasal dan ayat
yang terstruktur dengan baik akan memperjelas hierarki
informasi dan memudahkan navigasi dalam dokumen yang
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lebih panjang. Ketika format penulisan mengikuti standar
yang konsisten, pembaca dapat dengan mudah memahami
hubungan antara pasal-pasal yang satu dengan yang lainnya.
Hal ini juga meminimalkan potensi kebingungan yang dapat
muncul jika format yang berbeda-beda diterapkan secara
acak.

Konsideran

Konsideran adalah bagian dari naskah undang-undang yang

menjelaskan latar belakang dan alasan penyusunan undang-

undang tersebut. Biasanya, konsideran mencakup pertimbangan

hukum, sosial, dan ekonomi yang mendasari perlunya pengaturan

melalui undang-undang.

1) Memberikan Konteks
Konsideran dalam sebuah Rancangan Undang-Undang
(RUU) berfungsi sebagai pengantar yang memberikan
konteks dan latar belakang mengenai tujuan dan alasan di
balik penyusunan undang-undang tersebut. Melalui
konsideran, pembaca diajak untuk memahami masalah atau
isu yang mendasari perlunya regulasi baru, sehingga dapat
melihat urgensi dari undang-undang tersebut. Misalnya, jika
sebuah undang-undang terkait dengan perlindungan
lingkungan, konsideran dapat menjelaskan kondisi
lingkungan yang memburuk, dampak negatif terhadap
masyarakat, dan kebutuhan mendesak untuk mengatur
aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Konsideran juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang
mendasari undang-undang. Hal ini mencakup pengakuan
terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan
pembangunan berkelanjutan. Dengan menyampaikan nilai-
nilai tersebut, konsideran membantu memperkuat legitimasi
undang-undang di mata publik. Pembaca dapat memahami
bahwa undang-undang vyang disusun tidak hanya
berdasarkan  kebutuhan administratif, tetapi  juga
berlandaskan pada kepentingan yang lebih luas, seperti
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap
lingkungan.
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2) Mendukung Penafsiran

Konsideran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
memiliki peran penting dalam mendukung penafsiran isi
batang tubuh undang-undang. Ketika pasal-pasal dalam
batang tubuh mengandung istilah atau frasa yang ambigu,
konsideran dapat berfungsi sebagai panduan bagi pembaca
untuk memahami konteks dan niat di balik rumusan pasal-
pasal tersebut. Dengan demikian, konsideran memberikan
penjelasan tambahan yang memudahkan pemangku
kepentingan, termasuk hakim, penegak hukum, dan
masyarakat, dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam undang-undang.

Konsideran sering kali mencakup penjelasan mengenai
tujuan dan prinsip dasar yang mendasari pembentukan
undang-undang. Misalnya, jika suatu pasal bertujuan untuk
melindungi hak-hak tertentu, konsideran dapat merinci
alasan di balik perlunya perlindungan tersebut serta dampak
yang diharapkan. Hal ini membantu mengurangi
ketidakpastian dalam penafsiran dan memberikan arahan
yang lebih jelas tentang bagaimana pasal tersebut seharusnya
diterapkan dalam praktik. Dengan adanya konteks ini,
penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih adil
dan sesuai dengan semangat undang-undang.

3) Menunjukkan Kepentingan Publik

Konsideran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
berperan krusial dalam menunjukkan kepentingan publik
yang mendasari pembentukan suatu undang-undang. Dengan
mencantumkan alasan yang jelas dan transparan, penyusun
RUU dapat memberikan gambaran yang lebih holistik
tentang tujuan dan manfaat dari undang-undang tersebut bagi
masyarakat luas. Hal ini penting agar masyarakat dapat
melihat bahwa regulasi yang diusulkan tidak hanya
menguntungkan satu kelompok atau kepentingan tertentu,
tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya kepentingan publik dalam konsideran dapat
membantu membangun legitimasi undang-undang di mata

masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa suatu undang-
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undang dirumuskan dengan mempertimbangkan
kepentingan bersama, hal ini dapat meningkatkan
kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi
legislatif. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa
undang-undang hanya menguntungkan kelompok tertentu,
maka akan muncul skeptisisme dan penolakan terhadap
regulasi tersebut. Oleh karena itu, penyusun RUU harus
memastikan bahwa konsideran mencerminkan pertimbangan
yang adil dan proporsional.
Penjelasan
Penjelasan adalah bagian dari naskah undang-undang yang
memberikan rincian lebih lanjut tentang ketentuan yang terdapat
dalam batang tubuh. Ini dapat berupa penjelasan umum tentang
undang-undang, penjelasan terkait pasal tertentu, atau penjelasan
mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang.
1) Memperjelas Ketentuan
Penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
memiliki peranan penting dalam memperjelas ketentuan
yang terdapat dalam batang tubuh. Fungsi utama dari
penjelasan adalah untuk memberikan klarifikasi terhadap
istilah atau konsep yang mungkin sulit dipahami oleh
masyarakat luas. Dengan adanya penjelasan, pembaca yang
tidak memiliki latar belakang hukum atau pengetahuan
khusus dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan
dari setiap pasal yang diatur dalam undang-undang. Ini
membantu mengurangi kemungkinan misinterpretasi atau
kebingungan yang dapat terjadi akibat penggunaan istilah
yang kompleks.
Penjelasan juga berfungsi sebagai alat bantu bagi aparat
penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam
penerapan undang-undang. Dengan penjelasan yang
memadai, dapat mengerti konteks dan tujuan dari ketentuan
yang diatur, sehingga dapat melaksanakan dan menegakkan
undang-undang tersebut dengan lebih efektif. Penjelasan
yang baik dan komprehensif menjamin bahwa semua pihak
memiliki pemahaman yang sama terhadap isi undang-
undang, sehingga mengurangi potensi konflik atau
kesalahpahaman di kemudian hari.
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2) Menyediakan Informasi Tambahan
Penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak
hanya berfungsi untuk memperjelas ketentuan yang ada,
tetapi juga menyediakan informasi tambahan yang relevan
dan bermanfaat bagi pemahaman yang lebih mendalam
tentang undang-undang. Informasi ini sering kali mencakup
konteks sejarah, alasan di balik pembentukan ketentuan
tertentu, serta contoh penerapan yang mungkin belum
tercantum dalam batang tubuh. Dengan adanya informasi
tambahan ini, pembaca dapat melihat gambaran yang lebih
utuh mengenai tujuan dan implikasi dari setiap pasal dalam
undang-undang.
Salah satu manfaat penting dari penjelasan ini adalah dapat
membantu menghilangkan ambiguitas yang mungkin ada
dalam ketentuan hukum. Misalnya, jika ada istilah atau
konsep yang baru diperkenalkan dan tidak memiliki definisi
yang jelas dalam batang tubuh, penjelasan dapat
memberikan latar belakang yang diperlukan untuk
memahami istilah tersebut. Hal ini sangat penting agar tidak
terjadi penafsiran yang keliru oleh para penegak hukum atau
masyarakat. Dengan penjelasan yang tepat, potensi
kesalahpahaman dapat diminimalkan, sehingga penerapan
undang-undang menjadi lebih konsisten.
3) Menjamin Keterbacaan
Penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
berperan penting dalam menjamin keterbacaan dokumen
hukum. Keterbacaan yang baik tidak hanya bergantung pada
bahasa yang digunakan dalam batang tubuh, tetapi juga pada
cara penyampaian informasi dalam penjelasan. Dengan
merumuskan penjelasan yang jelas dan ringkas, penyusun
RUU dapat membantu pembaca untuk dengan mudah
menangkap inti dari setiap ketentuan yang ada. Ini sangat
penting, mengingat banyaknya istilah teknis dan jargon
hukum yang sering kali membingungkan bagi masyarakat
umum.
Ketika penjelasan disusun dengan baik, pembaca dapat
dengan cepat memahami konteks dan maksud dari ketentuan
yang ada. Misalnya, istilah-istilah yang mungkin tidak
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familiar bagi pembaca umum dapat diuraikan dengan
sederhana dalam penjelasan, sehingga tidak perlu berurusan
dengan kebingungan yang dapat menghalangi pemahaman.
Ini memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap
regulasi, sehingga masyarakat dapat lebih aktif terlibat
dalam diskusi hukum dan memahami dampak dari undang-
undang yang sedang dibahas.

B. Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik merupakan tahap krusial dalam
proses pembuatan rancangan undang-undang, yang bertujuan untuk
memberikan landasan ilmiah dan argumentatif bagi regulasi yang akan
diusulkan. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat. Teknik penyusunan naskah akademik tercantum
dalam Lampiran | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan
sistematika naskah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB1I PENDAHULUAN

BAB Il KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB Il EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN:RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan

Naskah akademik memiliki peran yang sangat penting dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sebagai dokumen ilmiah yang mendasari penyusunan suatu rancangan
undang-undang (RUU), naskah akademik memuat kajian ilmiah, data,
dan analisis yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa peraturan yang
diusulkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Naskah akademik menjadi prasyarat dalam pembentukan
peraturan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
diperbarui dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Fungsi naskah
akademik tidak hanya terbatas pada memberikan dasar ilmiah bagi
penyusunan undang-undang, tetapi juga bertujuan untuk memastikan
keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses
legislasi.

a. Fungsi limiah: Dasar IImiah untuk Pembentukan Peraturan
Naskah akademik memiliki peran krusial sebagai dasar ilmiah
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sebelum merancang Rancangan Undang-Undang (RUU), naskah
akademik memberikan kerangka acuan yang komprehensif
dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatur.
Melalui penelitian dan analisis yang mendalam, dokumen ini
memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial,
ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi perlunya suatu
peraturan. Dengan demikian, naskah akademik menjadi fondasi
penting untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan berdaya
guna.

Keberadaan naskah akademik dalam proses legislasi membantu

menghindari penyusunan undang-undang yang bersifat reaktif.

Saragih (2022) menegaskan bahwa tanpa adanya kajian ilmiah

yang mendalam, legislasi sering kali dihasilkan dari tuntutan

situasional yang mungkin tidak mencerminkan kebutuhan jangka
panjang masyarakat. Dalam konteks ini, naskah akademik
berfungsi untuk menyelaraskan tujuan regulasi dengan kondisi
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riil di lapangan, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan
penelitian. Dengan cara ini, peraturan yang dihasilkan akan lebih
terarah dan efektif dalam menjawab tantangan yang ada.

Fungsi Problematika dan Identifikasi Kebutuhan Hukum
Salah satu fungsi utama naskah akademik dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah
mengidentifikasi masalah atau kesenjangan dalam sistem hukum
yang ada. Melalui pengkajian yang komprehensif, naskah
akademik membantu mengungkapkan kebutuhan mendesak
untuk merumuskan peraturan baru atau merevisi peraturan yang
sudah ada. Proses ini mencakup analisis terhadap regulasi yang
berlaku, perbandingan dengan praktik hukum di negara lain, serta
kajian empiris mengenai masalah yang muncul akibat
kekosongan hukum. Dengan pendekatan ini, naskah akademik
memberikan gambaran yang jelas tentang isu-isu hukum yang
memerlukan perhatian lebih.
Proses identifikasi masalah dalam naskah akademik juga
melibatkan analisis mendalam tentang dampak dari regulasi yang
ada. Misalnya, dalam kajian terhadap suatu bidang hukum,
penulis naskah akademik dapat meneliti bagaimana undang-
undang saat ini diterapkan di lapangan dan mengidentifikasi
kendala atau masalah yang dihadapi oleh berbagai pemangku
kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap
undang-undang yang disusun benar-benar relevan dan dapat
diterapkan secara efektif. Naskah akademik, dengan demikian,
berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik hukum.
Fungsi Analisis Dampak Hukum dan Sosial
Naskah akademik memiliki peran krusial dalam menganalisis
dampak hukum dan sosial dari peraturan yang akan disusun.
Fungsi ini sangat penting karena peraturan baru tidak hanya harus
efektif dari segi legal, tetapi juga harus mampu diterima oleh
masyarakat. Dalam proses ini, naskah akademik melakukan
penilaian yang mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi  keberhasilan implementasi undang-undang,
termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum
yang ada. Melalui analisis ini, pembentuk undang-undang dapat
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meminimalisir risiko terjadinya ketidakpastian hukum dan
penolakan masyarakat terhadap regulasi yang diusulkan.
Salah satu aspek yang dianalisis dalam naskah akademik adalah
efektivitas undang-undang yang direncanakan. Ini mencakup
penilaian apakah peraturan tersebut dapat mencapai tujuan yang
diharapkan dan bagaimana dampaknya terhadap individu
maupun kelompok dalam masyarakat. Misalnya, apabila suatu
undang-undang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, analisis dampak sosial dapat membantu
mengidentifikasi siapa saja yang akan diuntungkan dan siapa
yang mungkin akan dirugikan. Dengan demikian, analisis ini
berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak
hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga solusi sosial yang
berkelanjutan.

d. Fungsi Partisipasi Publik
Fungsi partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik
sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan
secara transparan dan inklusif. Dengan membuka naskah
akademik untuk konsultasi publik, masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan
masukan dan pandangan. Ini bukan hanya sekadar formalitas,
tetapi merupakan langkah krusial dalam memahami kebutuhan
dan aspirasi masyarakat yang akan diatur oleh undang-undang
tersebut. Dengan cara ini, proses pembuatan regulasi menjadi
lebih responsif terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh
masyarakat.
Partisipasi publik juga dapat meningkatkan legitimasi undang-
undang yang dihasilkan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam
penyusunan naskah akademik, merasa memiliki kontribusi dalam
proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan.
Rasa memiliki ini penting untuk membangun kepercayaan antara
masyarakat dan pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa
suaranya didengar, cenderung lebih mendukung dan mematuhi
undang-undang yang dihasilkan. Hal ini dapat mengurangi
potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat serta
menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis.

Perundang-Undangan 77



78

e.

Fungsi Harmonisasi dengan Peraturan Lain
Fungsi harmonisasi dalam naskah akademik sangat krusial untuk
memastikan bahwa setiap peraturan baru yang disusun dapat
berintegrasi dengan baik dalam sistem hukum yang sudah ada.
Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi-
regulasi yang sudah berlaku, serta bagaimana peraturan baru akan
berinteraksi dengan peraturan-peraturan tersebut. Melalui
harmonisasi, penyusun naskah akademik dapat mengidentifikasi
potensi konflik atau tumpang tindih yang mungkin timbul,
sehingga dapat dihindari sejak awal. Dengan demikian, peraturan
yang baru akan lebih efektif dan tidak menciptakan kebingungan
di kalangan masyarakat serta pelaku hukum.
Pada konteks ini, harmonisasi juga mencakup analisis
perbandingan antara peraturan yang diusulkan dan peraturan lain,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses
perbandingan ini tidak hanya membantu dalam memahami
bagaimana peraturan baru akan diterapkan, tetapi juga
memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang diterapkan
di negara lain. Dengan melihat bagaimana negara lain mengatasi
masalah yang serupa, penyusun dapat mengambil pelajaran yang
berharga dan menerapkannya dalam rancangan peraturan baru.
Hal ini akan memperkaya substansi peraturan dan memberikan
legitimasi lebih besar terhadap langkah-langkah yang diambil.
Fungsi Legitimasi dan Akuntabilitas
Fungsi legitimasi dan akuntabilitas yang dimiliki naskah
akademik sangat penting dalam konteks pembentukan peraturan.
Dalam proses legislasi, naskah akademik berperan sebagai
dokumen yang memberikan dasar ilmiah bagi setiap keputusan
yang diambil. Hal ini tidak hanya membuat proses penyusunan
peraturan menjadi lebih transparan, tetapi juga memberikan
jaminan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil
berdasarkan analisis yang mendalam dan bukan sekadar reaksi
terhadap situasi tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat
lebih percaya pada legitimasi undang-undang yang dihasilkan.
Transparansi yang dihasilkan dari keberadaan naskah akademik
memungkinkan publik untuk menelusuri dan memahami alasan
di balik setiap ketentuan yang diusulkan. Dalam hal ini, naskah
akademik menjadi sumber informasi yang berharga, yang
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2.

memuat analisis terkait masalah yang ada, opsi solusi yang
diusulkan, dan potensi dampak dari peraturan tersebut. Ketika
masyarakat memiliki akses ke informasi ini, bisa mengevaluasi
apakah kebijakan yang diusulkan mencerminkan kepentingan. Ini
menjadi sangat relevan dalam upaya untuk menciptakan
peraturan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Unsur-Unsur Penting dalam Naskah Akademik (Latar
Belakang, Tujuan, Manfaat, dan Substansi)

Naskah akademik merupakan elemen penting dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Naskah ini
berfungsi sebagai dokumen yang menguraikan dasar ilmiah dan kajian
mendalam terkait peraturan yang akan diusulkan, dengan tujuan
menjamin peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
kebijakan hukum. Naskah akademik harus memuat unsur-unsur penting,
yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, dan substansi. Unsur-unsur ini
menjadi landasan dalam memahami relevansi, arah, dan implikasi
peraturan yang akan disusun.

a.

Latar Belakang: Menggambarkan Kondisi dan Masalah yang
Dihadapi

Latar belakang dalam naskah akademik memiliki peranan yang
sangat penting karena berfungsi sebagai pengantar yang
memberikan konteks bagi pembaca mengenai masalah yang
dihadapi dan urgensi perlunya peraturan baru. Bagian ini harus
mencakup analisis mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi,
dan hukum yang berkaitan dengan isu yang akan diatur. Dengan
menggambarkan kondisi yang ada, naskah akademik membantu
pembuat kebijakan memahami konteks yang lebih luas, sehingga
bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika sebuah undang-
undang ditujukan untuk perlindungan lingkungan, latar belakang
perlu menjelaskan permasalahan lingkungan yang ada, seperti
polusi, deforestasi, atau hilangnya keanekaragaman hayati
(Ishom, 2019).

Kondisi sosial yang dihadapi sering kali menjadi faktor utama
yang mendorong perlunya regulasi baru. Misalnya, tingginya
angka pengangguran dan ketidakadilan sosial dalam suatu
masyarakat dapat menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak
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cukup efektif dalam menyediakan kesejahteraan bagi warga.
Dalam konteks ini, naskah akademik harus mampu
mengidentifikasi dan menggambarkan isu-isu tersebut secara
akurat, sehingga para pembuat kebijakan bisa melihat urgensi dan
relevansi dari regulasi yang akan disusun. Jika masalah ini tidak
ditangani, dampaknya bisa jauh lebih buruk, seperti
meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan potensi terjadinya
konflik sosial.
Tujuan: Menjelaskan Sasaran yang Ingin Dicapai
Tujuan penyusunan peraturan dalam naskah akademik sangat
penting karena memberikan panduan yang jelas tentang sasaran
yang ingin dicapai melalui undang-undang yang diusulkan.
Setelah menjelaskan latar belakang permasalahan, bagian ini
berfungsi untuk merumuskan secara eksplisit apa yang ingin
dicapai oleh regulasi tersebut. Tujuan yang dirumuskan dengan
baik tidak hanya memberikan arah bagi pembuat kebijakan, tetapi
juga menjadi acuan untuk menilai keberhasilan implementasi
undang-undang di masa depan. Tujuan tersebut harus mencakup
berbagai aspek, seperti perlindungan hukum, tata kelola
pemerintahan, dan perkembangan ekonomi (Pratiwi et al., 2023).
Tujuan pertama yang mungkin ingin dicapai adalah peningkatan
efektivitas perlindungan hukum bagi individu atau kelompok
tertentu. Dalam banyak kasus, peraturan baru diusulkan untuk
mengatasi kekurangan dalam perlindungan hukum yang ada.
Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan
konsumen dapat bertujuan untuk memberikan hak-hak yang lebih
jelas dan kuat kepada konsumen, sehingga merasa lebih aman
dalam bertransaksi. Dengan menetapkan tujuan ini, naskah
akademik berfungsi untuk menunjukkan kepada pembuat
kebijakan pentingnya memberikan perlindungan yang lebih baik
dan lebih sistematis.
Tujuan lain yang dapat dicapai adalah perbaikan tata kelola
pemerintahan. Dalam konteks ini, naskah akademik dapat
merumuskan tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan
yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya regulasi
baru, diharapkan proses pengambilan keputusan akan lebih jelas
dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif
dalam proses legislasi. Tujuan ini penting untuk memastikan
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bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya
menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan
kepentingan masyarakat luas.

c. Manfaat: Menerangkan Keuntungan dari Adanya Peraturan

Bagian manfaat dalam naskah akademik memiliki peran yang
sangat krusial dalam menggambarkan keuntungan yang
diharapkan dari penerapan undang-undang yang diusulkan.
Keuntungan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk
masyarakat umum, pemerintah, serta sektor-sektor yang terkait
dengan peraturan tersebut. Dengan menjelaskan manfaat secara
jelas dan terperinci, naskah akademik dapat membantu
meyakinkan pembuat kebijakan dan publik mengenai urgensi dan
relevansi dari peraturan baru yang diusulkan. Manfaat yang
ditawarkan harus mencakup baik aspek jangka pendek maupun
jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan, kestabilan
hukum, dan perbaikan sistem sosial (Rifai, 2023).
Salah satu manfaat utama yang sering diharapkan dari penerapan
undang-undang baru adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan
akan tercipta kondisi yang lebih baik bagi kehidupan sehari-hari
masyarakat. Misalnya, undang-undang yang mengatur
perlindungan hak pekerja dapat memberikan jaminan upah yang
layak, jam kerja yang wajar, dan lingkungan kerja yang aman.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pekerja tetapi
juga berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan.

d. Substansi: Merumuskan Isi dan Pokok Materi Peraturan
Substansi merupakan unsur paling krusial dalam naskah
akademik karena berfungsi sebagai fondasi dari peraturan yang
diusulkan. Dalam bagian ini, rumusan pokok materi peraturan
harus disusun dengan sistematis dan komprehensif, mencakup
semua aspek penting yang akan diatur dalam undang-undang.
Substansi ini tidak hanya membahas konsep-konsep hukum yang
relevan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sosial
dan budaya yang ada, sehingga menghasilkan regulasi yang tepat
sasaran. Dengan kata lain, substansi adalah inti dari naskah
akademik yang akan menentukan efektivitas dan relevansi

undang-undang yang diusulkan.
Perundang-Undangan 81



Menurut Indrayanti (2021), substansi dalam naskah akademik
harus mencakup penjelasan yang jelas mengenai prinsip-prinsip
hukum yang diatur dalam undang-undang. Hal ini meliputi
penjelasan tentang kewenangan lembaga-lembaga yang terkait,
hak dan kewajiban pihak-pihak yang diatur, serta sanksi-sanksi
yang akan diberikan bagi pelanggaran hukum. Sebagai contoh,
jika naskah akademik merumuskan undang-undang tentang
perlindungan konsumen, substansi tersebut harus mencakup
detail mengenai hak-hak konsumen, kewajiban produsen, serta
mekanisme pengaduan yang bisa dilakukan oleh konsumen.

C. Praktik: Penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang

Pada praktiknya, penyusunan RUU melibatkan partisipasi dari
berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, akademisi, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), dan publik. Proses penyusunan ini juga
sering kali disertai dengan naskah akademik yang mendasari RUU
tersebut.

1. Penyusunan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
Cipta Kerja) atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law merupakan
salah satu langkah legislatif paling kontroversial dalam beberapa tahun
terakhir di Indonesia. RUU ini pertama kali diusulkan oleh pemerintah
pada tahun 2019 dengan tujuan utama untuk menyederhanakan regulasi
yang tersebar di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan
investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berpendapat bahwa
terlalu banyaknya peraturan dan undang-undang yang tumpang tindih
telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlambat proses
investasi di Indonesia. Oleh karena itu, metode omnibus law dipilih
untuk mengatasi hal tersebut, dengan satu undang-undang yang akan
mengubah atau mencabut beberapa undang-undang lain sekaligus.

Pada proses penyusunan draf RUU Cipta Kerja, pemerintah
melibatkan banyak lembaga dan kementerian yang berkaitan langsung
dengan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian memimpin proses koordinasi antar kementerian,
seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian, yang
memiliki peran signifikan dalam menyusun pasal-pasal yang berkaitan
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dengan investasi, ketenagakerjaan, dan industrialisasi. Tujuan dari
penyederhanaan regulasi ini adalah untuk memudahkan proses perizinan
usaha, mendorong masuknya investasi asing, dan pada akhirnya
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga melakukan konsultasi dengan asosiasi bisnis dan
pengusaha yang memiliki kepentingan besar dalam proses perumusan
undang-undang ini. Banyak masukan yang diterima dari kalangan
pengusaha terkait berbagai aturan yang dianggap menghambat investasi,
seperti regulasi ketenagakerjaan, pengelolaan lahan, dan standar
perizinan usaha. Konsultasi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah
undang-undang yang lebih ramah terhadap dunia usaha dan mampu
memperbaiki iklim investasi di Indonesia, yang selama ini dianggap
kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia
Tenggara. Namun, di sisi lain, penyusunan RUU Cipta Kerja juga
menimbulkan gelombang penolakan, terutama dari serikat pekerja dan
organisasi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok ini menilai bahwa
RUU tersebut lebih banyak menguntungkan investor dan pengusaha,
sementara perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi terancam.
Salah satu isu utama yang dipermasalahkan adalah perubahan aturan
terkait pesangon, jam kerja, dan outsourcing, yang dianggap akan
merugikan posisi tawar pekerja dan menurunkan kesejahteraannya.

Proses diskusi publik mengenai RUU ini juga menjadi sorotan
karena meskipun pemerintah mengklaim telah melibatkan banyak pihak,
banyak kritik yang mengatakan bahwa keterlibatan publik tidak
dilakukan secara maksimal dan terbuka. Banyak kelompok masyarakat
sipil merasa bahwa proses konsultasi dan penyusunan RUU ini dilakukan
dengan tergesa-gesa tanpa memberikan cukup ruang untuk perdebatan
dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini menciptakan kesan bahwa
proses legislasi lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dan
pemerintah daripada keseimbangan antara kepentingan investor dan hak-
hak pekerja.

Kritik terhadap RUU Cipta Kerja memuncak pada tahun 2020
dengan gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.
Ribuan buruh, mahasiswa, dan aktivis turun ke jalan menuntut agar RUU
tersebut dibatalkan atau setidaknya direvisi, khawatir bahwa undang-
undang ini akan semakin melemahkan perlindungan sosial bagi pekerja,
memperluas penggunaan tenaga kerja kontrak, dan menurunkan standar

upah minimum. Protes ini berlangsung selama beberapa minggu dan
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disertai dengan aksi mogok kerja nasional yang diorganisir oleh berbagai
serikat pekerja.

Meskipun menghadapi banyak penolakan, pemerintah dan DPR
tetap melanjutkan proses legislasi, dan pada Oktober 2020, RUU Cipta
Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu
kemarahan lebih lanjut di kalangan masyarakat, terutama dari kelompok
pekerja yang merasa aspirasinya diabaikan. Bahkan setelah disahkan,
beberapa pihak melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk
menggugat beberapa pasal yang dianggap merugikan pekerja dan
bertentangan dengan hak-hak dasarnya yang dilindungi oleh undang-
undang.

Terlepas dari berbagai kontroversi, Omnibus Law Cipta Kerja
tetap dianggap sebagai salah satu pencapaian besar pemerintah dalam
mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan daya saing Indonesia
di kancah global. Pemerintah berargumen bahwa penyederhanaan
regulasi melalui omnibus law akan memotong jalur birokrasi yang
panjang dan berbelit-belit, yang selama ini dianggap menjadi salah satu
hambatan utama bagi para investor. Dengan adanya undang-undang ini,
pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing,
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat oleh krisis ekonomi
global dan pandemi COVID-19.

2. Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi (RUU PDP) menjadi langkah penting yang diambil pemerintah
Indonesia dalam menghadapi tantangan privasi di era digital. Seiring
dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dan platform online,
kasus pelanggaran data pribadi semakin sering terjadi. Kebocoran data
pengguna di berbagai layanan digital seperti aplikasi media sosial,
layanan perbankan, dan platform e-commerce mendorong kebutuhan
akan regulasi yang ketat. Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) mengusulkan RUU ini sebagai bentuk tanggapan terhadap
kekhawatiran masyarakat dan dunia usaha terkait perlindungan data
pribadi.

RUU PDP bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum
bagi data pribadi individu, yang mencakup pengumpulan, pengolahan,
dan penyimpanan data. Penyusunan RUU ini tidak hanya penting bagi
8u Teori dan Praktik



keamanan privasi masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan
kepercayaan publik terhadap penyedia layanan digital. Regulasi ini
diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang jelas terkait hak
dan kewajiban penyedia layanan digital dalam menjaga keamanan data
pribadi pengguna. Proses penyusunan draf RUU PDP melibatkan
partisipasi berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, organisasi
masyarakat sipil, serta akademisi di bidang hukum dan teknologi.
Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang
dihasilkan mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari
kepentingan privasi individu hingga kebutuhan industri teknologi untuk
menggunakan data dalam rangka inovasi dan perkembangan bisnis.
Dalam proses ini, pemerintah mengadakan diskusi dan konsultasi publik
dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan
dan pandangan yang komprehensif.

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan RUU PDP adalah
menyeimbangkan antara privasi individu dan kebutuhan industri
teknologi. Di satu sisi, pengguna memerlukan jaminan bahwa data
pribadinya dilindungi dari penyalahgunaan atau kebocoran. Di sisi lain,
industri teknologi memanfaatkan data pengguna untuk melakukan
inovasi, pengembangan produk, dan meningkatkan efisiensi layanan.
Oleh karena itu, RUU PDP perlu mengatur penggunaan data secara
proporsional, tanpa menghambat perkembangan teknologi dan inovasi
bisnis. Selain itu, RUU PDP juga harus diselaraskan dengan standar dan
regulasi internasional, seperti General Data Protection Regulation
(GDPR) di Uni Eropa. GDPR telah menjadi acuan global dalam
pengaturan perlindungan data pribadi, dan banyak negara berusaha
menyelaraskan regulasinya agar kompatibel dengan standar
internasional ini. Menjaga keselarasan dengan GDPR penting untuk
memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif dalam ekonomi global,
terutama dalam hal perdagangan digital dan investasi asing.

Setelah melalui berbagai diskusi dan revisi, RUU PDP disahkan
pada tahun 2022. Proses pengesahan ini mencerminkan pentingnya
keterlibatan pemangku kepentingan yang luas, termasuk masyarakat
sipil dan sektor swasta, dalam pembentukan kebijakan publik yang
kompleks. RUU PDP tidak hanya menanggapi masalah yang dihadapi di
dalam negeri, tetapi juga berusaha mengikuti tren global dalam
perlindungan data, mengingat bahwa penggunaan data pribadi dalam

skala internasional terus berkembang. Pengesahan RUU PDP juga
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mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem
perlindungan privasi di Indonesia. Dalam RUU ini, terdapat ketentuan
yang ketat mengenai pengelolaan data pribadi, termasuk hak individu
untuk mengakses, mengoreksi, atau menghapus data pribadi. Selain itu,
penyedia layanan digital diwajibkan untuk menerapkan mekanisme
keamanan yang ketat dalam melindungi data pengguna dan melaporkan
setiap insiden kebocoran data yang terjadi.

Proses penyusunan RUU ini tidak tanpa Kkritik. Beberapa
organisasi masyarakat sipil menilai bahwa draf awal RUU PDP kurang
memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu,
terutama dalam hal pengawasan pemerintah terhadap data pribadi,
membahas potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang
yang memiliki akses terhadap data pribadi masyarakat. Oleh karena itu,
beberapa pasal dalam RUU tersebut direvisi untuk memperkuat
perlindungan terhadap penyalahgunaan data oleh pemerintah dan
institusi lainnya.

3. Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan salah satu contoh penting
dari proses legislatif yang penuh dinamika dan melibatkan berbagai
elemen masyarakat. RUU PKS pertama kali diajukan oleh Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
pada tahun 2016. Dasar pengajuan RUU ini adalah tingginya angka
kekerasan seksual di Indonesia, yang seringkali tidak tertangani secara
adil oleh hukum yang berlaku. RUU ini diusulkan untuk mengisi
kekosongan hukum dalam menangani kekerasan seksual dan
memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para korban.

RUU PKS berfokus pada definisi yang komprehensif tentang
kekerasan seksual dan memperluas bentuk-bentuk kekerasan seksual
yang diakui secara hukum. Sebelumnya, banyak kasus kekerasan
seksual, terutama yang melibatkan pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan
berbasis gender, tidak tertangani dengan baik karena terbatasnya definisi
hukum yang ada. Selain itu, para korban sering kali kesulitan dalam
mencari keadilan, karena proses hukum yang panjang dan traumatis.
Oleh karena itu, RUU ini dianggap sangat penting untuk memberikan
payung hukum yang lebih baik bagi para korban dan meningkatkan

akuntabilitas pelaku.
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Proses penyusunan RUU PKS melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah,
organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi hak-hak perempuan.
Salah satu hal yang menonjol dari proses ini adalah tingginya partisipasi
dari korban kekerasan seksual dan kelompok-kelompok pendukung hak-
hak perempuan. Para korban memberikan testimoni dan berbagi
pengalamannya dalam berbagai forum publik yang diadakan selama
penyusunan RUU ini. Masukan-masukan ini sangat berpengaruh dalam
membentuk isi dari RUU, terutama dalam merumuskan definisi
kekerasan seksual dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi
korban.

Penyusunan RUU PKS juga diwarnai dengan berbagai tantangan.
Kontroversi dan penolakan datang dari beberapa kelompok yang merasa
bahwa definisi kekerasan seksual dalam draf RUU terlalu luas, khawatir
bahwa hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan hukum atau
penafsiran yang berlebihan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa undang-
undang ini dapat mengganggu nilai-nilai moral dan sosial yang dianut
oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, proses penyusunan RUU ini
menjadi terhambat, dan mengalami berbagai revisi untuk mencapai
konsensus.

Salah satu tantangan besar dalam penyusunan RUU PKS adalah
menyeimbangkan antara perlindungan korban kekerasan seksual dan
kepentingan pihak-pihak yang khawatir dengan dampak sosial dari
undang-undang tersebut. Di satu sisi, undang-undang ini sangat penting
untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan jalan yang lebih
mudah untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, beberapa kelompok
menganggap bahwa aturan-aturan yang diajukan dalam RUU tersebut
dapat membawa konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, terutama
dalam konteks budaya dan norma sosial di Indonesia.

Setelah melalui serangkaian perdebatan yang panjang, RUU PKS
akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022. Pengesahan ini
dianggap sebagai kemenangan besar bagi para korban kekerasan seksual
dan kelompok-kelompok advokasi yang telah berjuang selama bertahun-
tahun untuk mendorong pengesahan undang-undang ini. Dengan adanya
UU TPKS, korban kekerasan seksual kini memiliki mekanisme hukum
yang lebih jelas dan kuat untuk menuntut pelaku dan mendapatkan

keadilan.
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UU TPKS mencakup perlindungan hukum yang komprehensif
bagi korban, termasuk pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan
seksual yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam hukum
pidana. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk
mendapatkan dukungan psikologis, medis, dan hukum, serta mengatur
mengenai mekanisme pemulihan yang lebih baik bagi korban. Dengan
adanya undang-undang ini, diharapkan bahwa korban tidak lagi harus
menghadapi trauma yang berkepanjangan dalam proses mencari
keadilan.

D. Soal Latihan

1. Menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam teknik penyusunan
rancangan undang-undang yang perlu diperhatikan oleh pembuat
kebijakan. Mengapa prinsip-prinsip ini penting dalam menghasilkan
undang-undang yang efektif?

2. Berikan contoh penggunaan bahasa hukum yang efektif dalam
penyusunan rencana undang-undang dan jelaskan bagaimana bahasa
tersebut dapat mempengaruhi implementasi peraturan.

3. Menjelaskan peran naskah akademik dalam proses penyusunan undang-
undang. Mengapa landasan akademik menjadi penting bagi pembuat
undang-undang?

4. ldentifikasi dan jelaskan komponen utama dalam naskah akademik yang
baik. Bagaimana setiap komponen tersebut saling mendukung dalam
memberikan justifikasi bagi rancangan undang-undang?

5. Buatlah contoh rancangan rancangan undang-undang sederhana tentang
kebersihan lingkungan di fasilitas publik. Tuliskan bagian pendahuluan
dan beberapa pasal utama yang Anda anggap penting, serta jelaskan
alasan pemilihan struktur tersebut.
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BAB V
PEMBAHASAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan tahap pembahasan di DPR,

memahami peran masyarakat dalam pembahasan perundang-

undangan, serta memahami studi kasus: partisipasi publik dalam

pembahasan UU omnibus law, sehingga pembaca dapat memiliki

pemahaman komprehensif mengenai peran DPR, pentingnya

partisipasi publik, serta tantangan dan pembelajaran dari kasus-kasus

nyata dalam proses pembahasan undang-undang.

Materi Pembelajaran

e Tahap Pembahasan di DPR

e Peran Masyarakat dalam Pembahasan Perundang-Undangan

e Studi Kasus: Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU Omnibus
Law

e Soal Latihan

Tahap Pembahasan di DPR

Pada tahap ini, RUU yang telah disusun dan diajukan akan
melalui serangkaian diskusi, presentasi, dan penilaian dari berbagai
fraksi dan komisi di DPR. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk
memastikan bahwa setiap aspek RUU diperiksa secara menyeluruh,
mempertimbangkan masukan dari masyarakat, serta menjamin bahwa
undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan publik. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan
oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, dibahas dalam
Bab VII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan:

a. Otonomi daerah;
b. Hubungan pusat dan daerah;
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c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya; dan

e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan
mengikutsertakan DPD.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2
tingkat pembicaraan:

Pembicaraan tingkat | dalam rapat komisi, rapat gabungan
komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia
Khusus. Pembicaraan tingkat | dilakukan dengan kegiatan sebagai
berikut:

a. Pengantar musyawarah;

b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan

c. Penyampaian pendapat mini.

Pembicaraan tingkat 1l dalam rapat paripurna, merupakan
pengambilan keputusan dengan kegiatan:

a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiaptiap fraksi dan
anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
dan

c. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh
menteri yang ditugasi.

1. Prosedur Pembahasan Undang-Undang di DPR: Pansus,
Komisi, dan Sidang Paripurna
Prosedur pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) merupakan bagian krusial dalam sistem legislasi di
Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang diawali
dengan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) hingga
disahkannya undang-undang tersebut. DPR berperan sentral dalam
memastikan RUU yang diajukan sesuai dengan kepentingan nasional,
melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan
peraturan internal DPR.
a. Pengajuan RUU: Titik Awal Proses Pembahasan
Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan

langkah awal yang krusial dalam proses legislasi di Indonesia.
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Sebelum memasuki tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), RUU harus terlebih dahulu diajukan oleh salah
satu pihak, yaitu pemerintah, DPR, atau Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Proses ini diatur oleh ketentuan hukum yang
berlaku, yang memastikan bahwa setiap RUU yang diusulkan
telah melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Pengajuan
RUU yang jelas dan terperinci sangat penting untuk menyiapkan
landasan bagi diskusi dan analisis yang lebih mendalam.

Setiap RUU yang diajukan wajib disertai dengan naskah
akademik. Naskah akademik ini berfungsi sebagai dasar ilmiah
yang memberikan justifikasi bagi pembentukan undang-undang
tersebut. Dalam naskah akademik, penulis harus menyertakan
analisis yang komprehensif mengenai permasalahan yang ingin
diselesaikan oleh RUU tersebut, serta dampak yang diharapkan
dari penerapan undang-undang. Dengan demikian, naskah
akademik tidak hanya berfungsi sebagai pendukung formalitas,
tetapi juga sebagai alat untuk memahami urgensi dan relevansi
dari RUU yang diajukan.

Setelah pengajuan, RUU akan melewati proses verifikasi di
Badan Legislasi DPR (Baleg). Baleg memiliki tanggung jawab
untuk mengoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan RUU
yang merupakan inisiatif DPR. Pada tahap ini, Baleg akan
menilai kelayakan RUU, melakukan revisi jika diperlukan, dan
memastikan bahwa substansi RUU sesuai dengan norma hukum
yang ada. Jika RUU tersebut diajukan oleh pemerintah,
pemerintah diwajibkan untuk memberikan penjelasan rinci
mengenai latar belakang dan substansi RUU. Penjelasan ini
penting agar anggota DPR dapat memahami konteks dan tujuan
dari RUU yang diajukan.

Setelah RUU dinyatakan lolos dari tahap verifikasi di Baleg,
RUU akan dilanjutkan ke tahap pembahasan oleh komisi atau
Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Pada tahap ini, anggota DPR
akan membahas secara mendalam berbagai aspek dari RUU,
termasuk substansi, dampak sosial-ekonomi, dan implikasi
hukum yang mungkin timbul. Diskusi ini juga melibatkan
masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, serta ahli di
bidang yang relevan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses
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ini penting untuk memastikan bahwa RUU yang diusulkan benar-
benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembahasan RUU oleh Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Panitia
Khusus (Pansus) merupakan tahap penting dalam proses legislasi
di DPR. Pansus dibentuk secara ad-hoc untuk menangani RUU
yang dianggap memiliki dampak luas dan memerlukan perhatian
mendalam. Keberadaan Pansus memungkinkan DPR untuk
melakukan kajian yang lebih komprehensif dan terfokus,
sehingga setiap aspek dari RUU vyang dibahas dapat
dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam Pansus, anggota DPR
dari berbagai fraksi berkumpul untuk membahas RUU dengan
perspektif yang lebih luas, mengingat kompleksitas isu yang
seringkali melibatkan berbagai sektor.
Pembentukan Pansus umumnya dilakukan untuk RUU yang
bersifat kompleks atau kontroversial. Misalnya, RUU Cipta Kerja
yang dibentuk pada tahun 2020, melibatkan banyak sektor seperti
ketenagakerjaan, investasi, dan lingkungan. Dalam kasus ini,
Pansus berperan penting dalam memfasilitasi diskusi lintas
komisi, mengumpulkan pandangan dari berbagai anggota DPR
yang mewakili fraksi-fraksi berbeda. Pendekatan ini penting
untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan masyarakat dan
sektor terkait diperhatikan dalam proses pembuatan undang-
undang.
Selama proses pembahasan, Pansus melakukan serangkaian rapat
dan diskusi, baik secara internal maupun dengan pemangku
kepentingan eksternal. Pertemuan dengan akademisi, organisasi
non-pemerintah, serta perwakilan dari kementerian terkait
menjadi sarana untuk menggali informasi dan perspektif yang
lebih dalam. Diskusi ini bertujuan untuk menyempurnakan RUU
dan menjembatani perbedaan pandangan yang mungkin muncul
di antara anggota DPR atau dengan pihak lain. Keterlibatan
berbagai pihak juga diharapkan dapat memperkaya substansi
RUU dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
Pansus tidak hanya membahas teori dan substansi RUU, tetapi
juga melakukan kunjungan kerja atau studi banding. Kunjungan
ini dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk
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mempelajari bagaimana regulasi serupa diterapkan di negara lain.
Dengan mempelajari praktik terbaik internasional, Pansus dapat
memberikan rekomendasi yang lebih realistis dan efektif dalam
konteks Indonesia. Hal ini penting agar RUU yang dihasilkan
tidak hanya berbasis teori, tetapi juga dapat diimplementasikan
secara praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
c. Pembahasan oleh Komisi-Komisi DPR

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh komisi-
komisi di DPR merupakan langkah penting dalam proses legislasi
yang dilakukan setelah pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
atau ketika RUU tersebut tidak memerlukan pembahasan lebih
lanjut oleh Pansus. Komisi di DPR berfungsi sebagai alat
kelengkapan yang bersifat tetap dan memiliki tugas yang jelas
berdasarkan bidang masing-masing. Setiap RUU yang diajukan
akan didistribusikan kepada komisi yang relevan, sehingga
membolehkan pembahasan yang lebih fokus dan spesifik.
Misalnya, RUU yang berhubungan dengan ketenagakerjaan akan
ditangani oleh Komisi IX, sedangkan RUU yang berkaitan
dengan pendidikan akan dibahas oleh Komisi X.
Proses pembahasan di komisi dilakukan melalui serangkaian
rapat kerja (raker) yang melibatkan anggota komisi, pemerintah,
serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam raker tersebut,
anggota komisi memiliki hak untuk memberikan pandangan,
masukan, dan usulan perbaikan terhadap draf RUU. Pertemuan
ini merupakan forum penting bagi anggota DPR untuk
menyampaikan aspirasi dan kepentingan konstituen. Dengan
adanya diskusi terbuka, RUU dapat diperbaiki dan
disempurnakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan situasi terkini.
Pembahasan di dalam komisi sering kali berlangsung intensif dan
penuh dinamika. Setiap fraksi di DPR berusaha untuk
memperjuangkan kepentingan politik dan konstituen, sehingga
diskusi dapat menjadi cukup konstruktif namun juga menantang.
Anggota komisi harus mampu menjelaskan argumen dengan baik
dan mencari kesepakatan untuk menghasilkan draf RUU yang
seimbang dan mencakup berbagai perspektif. Proses ini menjadi
penting untuk menghindari adanya bias atau kepentingan yang
sempit dalam perumusan undang-undang.
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Sidang Paripurna: Tahap Akhir Pengesahan
Sidang paripurna DPR merupakan tahap akhir dalam proses
pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah
melalui serangkaian pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) atau
di komisi-komisi. Pada tahap ini, RUU yang telah disempurnakan
dan mendapatkan dukungan dari anggota DPR akan dibawa
untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dalam
forum tertinggi DPR. Sidang paripurna berfungsi sebagai wadah
bagi setiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai
RUU yang akan disahkan, sehingga mencerminkan beragam
perspektif dan kepentingan dalam pengambilan keputusan
legislasi.
Pada sidang paripurna, setiap fraksi di DPR memiliki kesempatan
untuk menyampaikan pandangan akhir tentang RUU yang sedang
dibahas. Pandangan ini dapat berupa dukungan, penolakan, atau
saran untuk perbaikan lebih lanjut. Diskusi yang berlangsung
pada tahap ini sangat penting, karena dapat mengungkap potensi
masalah atau kekhawatiran yang mungkin belum teridentifikasi
selama proses pembahasan sebelumnya. Dengan melibatkan
semua fraksi, sidang paripurna memberikan kesempatan bagi
anggota DPR untuk berargumentasi dan merumuskan konsensus
yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang
menguntungkan bagi masyarakat.
Jika terdapat perbedaan pandangan antarfraksi, sidang paripurna
akan melaksanakan musyawarah untuk mencari titik temu. Jika
musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses
voting dilakukan untuk memutuskan apakah RUU tersebut akan
disahkan. Proses voting ini penting karena mencerminkan
dukungan atau penolakan anggota DPR secara formal. Keputusan
yang diambil berdasarkan suara mayoritas anggota menjadi
landasan hukum untuk melanjutkan proses legislasi.
Keputusan final mengenai RUU dibuat pada sidang paripurna.
Jika mayoritas anggota DPR menyetujui RUU tersebut, maka
RUU resmi disahkan menjadi undang-undang. Pada tahap ini,
undang-undang yang telah disetujui akan diserahkan kepada
presiden untuk dilakukan proses pengundangan. Pengundangan
merupakan langkah krusial yang menandakan bahwa undang-
undang tersebut mulai berlaku dan dapat diimplementasikan.
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Proses ini memastikan bahwa semua langkah telah diikuti dengan
benar sebelum undang-undang diterapkan di lapangan.

Mekanisme Dialog antara DPR, Pemerintah, dan Masyarakat

Pembahasan undang-undang di Indonesia bukan hanya menjadi

tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, tetapi
juga melibatkan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan
penting. Mekanisme dialog antara DPR, pemerintah, dan masyarakat
merupakan bagian integral dari proses legislasi yang demokratis dan
inklusif. Dialog ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan
undang-undang (RUU) yang dibahas mencerminkan kebutuhan, aspirasi,
serta kepentingan publik.

a.

Tahapan Awal: Pengajuan dan Sosialisasi RUU

Pada tahap awal pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU),
proses sosialisasi menjadi sangat penting untuk melibatkan
masyarakat dalam proses legislasi. Pengajuan RUU dapat
dilakukan oleh DPR, pemerintah, atau Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), tetapi tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat, RUU
tersebut tidak akan efektif ketika diterapkan. Oleh karena itu,
DPR Dberupaya melakukan sosialisasi untuk menjelaskan
substansi dan tujuan dari RUU yang sedang dibahas, serta
membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat.
Sosialisasi RUU dilakukan melalui berbagai media, baik cetak
maupun elektronik. Dalam era digital saat ini, informasi dapat
disebarluaskan dengan cepat melalui situs web resmi DPR, media
sosial, dan platform berita online. Selain itu, DPR juga
mengadakan diskusi publik dan pertemuan langsung di berbagai
daerah, di mana masyarakat dapat bertanya, memberikan
masukan, dan menyampaikan kekhawatiran terkait RUU yang
diusulkan. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa
masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan
akurat mengenai RUU, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam
proses legislasi.

Pada pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR bersama pemerintah
melakukan sosialisasi di berbagai daerah untuk menjelaskan
tujuan dan manfaat dari RUU tersebut, menyampaikan bahwa
RUU ini bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang lebih luas, serta menyederhanakan berbagai
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regulasi yang ada. Namun, meskipun terdapat tujuan positif yang
dinyatakan, sosialisasi RUU ini tidak lepas dari kritik dari
kalangan masyarakat sipil. Banyak yang merasa bahwa proses
sosialisasi tersebut tidak cukup, dan ada kekhawatiran bahwa
RUU ini akan merugikan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup.
Kritik dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok tertentu
menunjukkan pentingnya aspek transparansi dalam proses
legislasi. Sosialisasi yang baik harus mampu menjembatani
antara pemerintah dan masyarakat, serta menjelaskan dengan
jelas tentang potensi dampak dari RUU tersebut. Untuk itu, DPR
perlu mendengarkan masukan dan kritik yang muncul sebagai
bagian dari proses pengambilan keputusan. Ini juga menjadi
langkah awal dalam membangun kepercayaan antara pemerintah
dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa proses legislasi tidak
bersifat sepihak.
Mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) merupakan
salah satu cara formal yang efektif untuk mengakomodasi dialog
antara DPR, pemerintah, dan masyarakat. @RDPU
diselenggarakan oleh komisi-komisi DPR atau Panitia Khusus
(Pansus) yang tengah membahas RUU tertentu. Dalam forum ini,
masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pandangan dan masukannya terkait substansi RUU yang sedang
dibahas. Peserta RDPU tidak hanya terdiri dari perwakilan
pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat,
seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum,
dan perwakilan buruh.
RDPU bertujuan untuk menciptakan suasana dialog yang terbuka
dan konstruktif. Dalam proses ini, masyarakat diundang untuk
berbagi perspektifnya, baik itu dukungan maupun Kritik terhadap
RUU vyang diusulkan. Melalui RDPU, berbagai suara dari
masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari proses
legislasi. Dialog ini sangat penting untuk memastikan bahwa
undang-undang yang dihasilkan bukan hanya mencerminkan
kepentingan pemerintah atau DPR, tetapi juga kebutuhan dan
harapan masyarakat luas.
RDPU juga berfungsi sebagai bentuk transparansi publik dalam
proses legislasi. Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat
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secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Keterbukaan ini
memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa DPR dan
pemerintah  bersedia  mendengarkan  masukan  serta
memperhatikan pandangannya dalam penyusunan undang-
undang. Oleh karena itu, RDPU merupakan langkah penting
dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah, DPR,
dan masyarakat.
c. Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu sarana penting
untuk mendorong dialog antara DPR, pemerintah, dan
masyarakat. Berbeda dengan Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU), forum ini dirancang untuk lebih inklusif dan
mengakomodasi beragam suara dari masyarakat, terutama dari
kalangan yang mungkin tidak terlibat dalam RDPU. Tujuan
utama dari forum konsultasi publik adalah untuk memperluas
jangkauan partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan
untuk terlibat langsung dalam proses legislasi, dan memastikan
bahwa pandangannya dipertimbangkan dalam pengambilan
keputusan.
Forum konsultasi publik sering kali diadakan di berbagai lokasi,
termasuk di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh
RDPU yang lebih sering dilaksanakan di ibu kota. Hal ini
memungkinkan masyarakat lokal, yang paling terdampak oleh
RUU tertentu, untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan
mengadakan forum di daerah, DPR dapat menjaring aspirasi dan
kekhawatiran masyarakat yang mungkin tidak terungkap dalam
diskusi di tingkat pusat. Dengan demikian, forum ini menjadi
jembatan yang menghubungkan antara pengambil keputusan
dengan masyarakat yang memiliki kebutuhan dan harapan
spesifik.
Proses dalam forum konsultasi publik bersifat lebih terbuka dan
fleksibel. Masyarakat dapat memberikan masukan secara
langsung, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai substansi
RUU vyang sedang dibahas. Dalam forum ini, diskusi bisa
berlangsung lebih bebas, memungkinkan peserta untuk berbagi
pengalaman dan pandangan yang lebih mendalam. Hal ini
memberikan peluang bagi DPR untuk mendapatkan informasi
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yang lebih komprehensif dan memahami dampak yang mungkin
ditimbulkan oleh kebijakan yang diusulkan.
Media Massa dan Teknologi Informasi sebagai Sarana Dialog
Perkembangan teknologi informasi dan media massa telah
merevolusi cara dialog antara DPR, pemerintah, dan masyarakat.
Di era digital ini, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi
tidak lagi terbatasi oleh ruang fisik. Masyarakat kini dapat
dengan mudah mengakses informasi terkait pembahasan RUU
dan menyampaikan pendapatnya melalui berbagai platform
online. Hal ini menjadikan proses legislasi lebih transparan dan
partisipatif, di mana suara masyarakat dapat lebih mudah
terdengar dan dipertimbangkan.
Salah satu cara DPR meningkatkan keterlibatan masyarakat
adalah dengan mempublikasikan draf RUU yang sedang dibahas
melalui situs web resmi. Dengan adanya akses terbuka ini,
masyarakat bisa membaca, memahami, dan memberikan
masukan langsung terhadap substansi undang-undang yang
diusulkan. Ketersediaan informasi secara daring memungkinkan
masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan aktif dalam proses
legislasi, tanpa harus menunggu pertemuan fisik. Selain itu, hal
ini juga mendemokratisasi akses informasi, memastikan bahwa
setiap orang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dialog
mengenai kebijakan publik.
Media sosial juga berperan yang signifikan dalam memperluas
ruang dialog. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram
memungkinkan DPR untuk menjangkau audiens yang lebih luas
dengan cepat. Melalui media sosial, DPR dapat menyebarluaskan
informasi tentang proses pembahasan RUU, mengumumkan
kegiatan konsultasi publik, dan mengajak masyarakat untuk
memberikan tanggapan. Ini bukan hanya mempercepat
penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan saluran
komunikasi yang lebih interaktif antara wakil rakyat dan
konstituen.
Mekanisme Uji Publik
Mekanisme uji publik menjadi salah satu metode formal yang
sangat penting dalam proses legislasi di Indonesia. Uji publik ini
bertujuan untuk menguji tingkat penerimaan masyarakat
terhadap draf RUU yang telah disusun, sekaligus mengumpulkan
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masukan yang diperlukan untuk  memperbaiki  dan
menyempurnakan rancangan tersebut. Dalam pelaksanaannya,
uji publik biasanya dilakukan oleh komisi yang berwenang atau
Panitia Khusus (Pansus) yang menangani pembahasan RUU
terkait. Melalui mekanisme ini, DPR memberikan ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi.
Pelaksanaan uji publik melibatkan berbagai pihak, mulai dari
akademisi, pengamat kebijakan, organisasi masyarakat sipil,
hingga perwakilan dari kelompok masyarakat yang kemungkinan
akan terdampak oleh kebijakan yang diusulkan. Hal ini penting
untuk memastikan bahwa beragam perspektif dan kepentingan
masyarakat dapat terwakili dalam proses uji publik. Setiap
perwakilan diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pandangan, kritik, dan usulan terkait draf RUU, sehingga DPR
dapat memahami dengan lebih baik dampak yang mungkin
ditimbulkan dari undang-undang yang akan disahkan.
DPR, melalui uji publik, berupaya mendengarkan secara
langsung suara masyarakat. Proses ini bukan hanya bersifat
formal, tetapi juga menciptakan kesempatan dialog yang
produktif antara wakil rakyat dan konstituen. Dalam setiap sesi
uji publik, anggota DPR diharapkan bisa mendapatkan wawasan
yang lebih dalam tentang isu-isu yang relevan dan mendapatkan
masukan yang konstruktif untuk perbaikan draf RUU. Dengan
melibatkan masyarakat secara langsung, DPR dapat
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses
legislasi.
Setelah uji publik dilaksanakan, hasil dari masukan dan
pandangan yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam.
Hasil analisis ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pembahasan di DPR sebelum RUU
disahkan menjadi undang-undang. Proses ini penting untuk
memastikan bahwa substansi RUU yang akan disahkan tidak
hanya mencerminkan kepentingan pemerintah atau DPR, tetapi
juga memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan
cara ini, diharapkan hasil akhir dari proses legislasi akan lebih
relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
f. Pelibatan Lembaga Akademik dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM)
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Pelibatan lembaga akademik dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dalam proses legislasi di Indonesia sangat penting untuk
memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang
(RUU) bersifat inklusif dan berbasis bukti. Lembaga akademik,
yang terdiri dari universitas dan pusat penelitian, sering kali
diundang untuk memberikan masukan yang didasarkan pada riset
dan kajian ilmiah. Keterlibatannya dalam proses ini membantu
DPR dan pemerintah untuk memahami berbagai isu dengan lebih
mendalam dan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan
tidak hanya relevan tetapi juga berkelanjutan.

Diskusi panel dan seminar adalah bentuk utama dari keterlibatan
lembaga akademik dalam proses legislasi. Dalam forum-forum
ini, akademisi dapat mempresentasikan temuan penelitian,
menawarkan perspektif yang berbeda, serta memberikan analisis
mendalam tentang dampak potensial dari RUU yang sedang
dibahas. Melalui diskusi ini, anggota DPR dan pemerintah dapat
mempertimbangkan data dan fakta yang valid dalam
pengambilan keputusan, sehingga mengurangi kemungkinan
terjadinya kebijakan yang tidak berdasarkan bukti atau kajian
yang kurang matang.

LSM memiliki peran yang tidak kalah penting dalam proses
legislasi. Sering kali bertindak sebagai jembatan antara
masyarakat dan pembuat kebijakan, mengadvokasi kepentingan
kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki suara dalam
proses legislasi. LSM berfungsi untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat, terutama dari kelompok minoritas, masyarakat adat,
dan komunitas yang rentan. Dengan cara ini, LSM memastikan
bahwa undang-undang vyang dihasilkan tidak hanya
mencerminkan kepentingan elit, tetapi juga kebutuhan
masyarakat yang lebih luas.

B. Peran Masyarakat dalam Pembahasan Perundang-Undangan

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan
undang-undang melalui berbagai mekanisme, seperti audiensi, diskusi
publik, dan pengajuan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang
(RUU). Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kepentingan, aspirasi,
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dan kebutuhan publik tercermin dalam setiap aspek perundang-
undangan.

1. Hak Masyarakat untuk Memberikan Masukan dalam Proses
Legislasi

Proses legislasi dalam sistem demokrasi tidak hanya menjadi
domain legislatif dan eksekutif, tetapi juga melibatkan masyarakat
sebagai pemangku kepentingan utama. Hak masyarakat untuk
memberikan masukan dalam proses legislasi merupakan prinsip yang
dijamin dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Di Indonesia, hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam pembahasan undang-undang dijamin oleh konstitusi dan peraturan
perundang-undangan terkait. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat
melalui berbagai mekanisme formal maupun informal dalam proses
pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan hingga
pengesahan.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat dilakukan
melalui berbagai bentuk dan mekanisme. Secara umum, ada dua bentuk
utama partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang, yaitu
partisipasi formal dan informal.

a. Partisipasi Formal

Partisipasi formal dalam proses legislasi merujuk pada
mekanisme resmi yang diatur dalam undang-undang, di mana
masyarakat dapat secara langsung memberikan masukan dan
pandangan terkait rancangan undang-undang (RUU) yang sedang
dibahas. Salah satu mekanisme formal yang paling lazim
digunakan di Indonesia adalah Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU). RDPU biasanya diselenggarakan oleh komisi-komisi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertanggung jawab untuk
membahas suatu RUU. Dalam forum ini, berbagai elemen
masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
akademisi, pengamat kebijakan, dan kelompok masyarakat yang
terdampak oleh RUU, diundang untuk menyampaikan
pandangannya.

RDPU memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses

legislasi melalui jalur formal yang terstruktur. Pada forum ini,

para perwakilan masyarakat tidak hanya menyampaikan
pendapat, tetapi juga dapat mengajukan kritik dan saran yang
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dianggap relevan untuk penyempurnaan draf undang-undang.
Keterlibatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa
kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat. Misalnya, dalam pembahasan RUU Perlindungan
Data Pribadi, banyak kelompok masyarakat sipil yang
berpartisipasi dan menyampaikan pandangannya terkait isu
privasi dan keamanan data di era digital.

Forum konsultasi publik merupakan mekanisme lain yang
memungkinkan partisipasi masyarakat secara formal dalam
proses legislasi. Forum ini biasanya diselenggarakan oleh DPR
atau pemerintah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari
berbagai kelompok masyarakat sebelum rancangan undang-
undang diajukan atau diputuskan. Forum konsultasi publik
menjadi sarana yang penting karena dapat melibatkan lebih
banyak kelompok masyarakat, termasuk yang mungkin tidak
memiliki akses langsung ke proses RDPU.

Partisipasi Informal

Partisipasi informal menjadi salah satu saluran penting bagi
masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses legislasi di
Indonesia. Dalam era digital saat ini, berbagai mekanisme
informal seperti kampanye media sosial, petisi online, dan
diskusi publik yang diorganisir oleh kelompok masyarakat sipil
memungkinkan masyarakat untuk secara aktif menyuarakan
pendapatnya. Teknologi informasi telah menciptakan ruang baru
bagi interaksi antara masyarakat dan pembuat kebijakan,
memperluas jangkauan partisipasi yang tidak hanya terbatas pada
forum resmi.

Salah satu bentuk partisipasi informal yang paling menonjol
adalah kampanye media sosial. Melalui platform seperti Twitter,
Facebook, dan Instagram, masyarakat dapat dengan cepat
menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mengkritisi
rancangan undang-undang Yyang dianggap kontroversial.
Misalnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, banyak
kelompok masyarakat yang menggunakan media sosial untuk
mengorganisir kampanye penolakan terhadap beberapa pasal
yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan. Hashtag-
hashtag seperti TolakOmnibusLaw menjadi trending topic,
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mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi
mengenai dampak dari undang-undang tersebut.

Kampanye media sosial tidak hanya terbatas pada penyebaran
informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat mobilisasi.
Masyarakat dapat mengajak teman-temannya untuk ikut serta
dalam aksi protes, baik secara fisik maupun virtual, sehingga
suaranya semakin terdengar. Kekuatan viral dari media sosial
sering kali membuat isu-isu tertentu menjadi perhatian publik,
dan hal ini memberikan tekanan tambahan kepada DPR untuk
mempertimbangkan masukan masyarakat. Dalam banyak kasus,
suara yang terangkat melalui media sosial telah berhasil
mendorong revisi atau penundaan dalam pengesahan RUU yang
kontroversial.

Petisi online juga merupakan salah satu bentuk partisipasi
informal yang efektif. Melalui platform seperti Change.org,
masyarakat dapat dengan mudah mengajukan petisi untuk
mendukung atau menolak suatu RUU. Petisi ini tidak hanya
menjadi bentuk aspirasi publik, tetapi juga dapat menunjukkan
seberapa besar dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Ketika
sebuah petisi berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan, hal itu
memberikan legitimasi lebih kepada argumen yang diangkat dan
meningkatkan kemungkinan perhatian dari pihak berwenang.

2. Diskusi Publik dan Konsultasi Public

Diskusi publik dan konsultasi publik dalam konteks pembahasan
undang-undang merupakan bentuk interaksi formal antara pemerintah,
legislator, dan masyarakat. Diskusi publik biasanya berlangsung dalam
format forum terbuka, di mana berbagai kelompok masyarakat diundang
untuk menyampaikan pandangannya secara langsung terkait rancangan
undang-undang yang sedang dibahas. Sementara itu, konsultasi publik
lebih sering bersifat teknis dan melibatkan kelompok masyarakat
tertentu, seperti akademisi, praktisi, atau organisasi masyarakat sipil,
untuk mendapatkan masukan yang lebih mendalam dan spesifik terhadap
materi undang-undang.

Tujuan utama dari diskusi publik dan konsultasi publik adalah
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara luas,

terutama kelompok rentan, diakomodasi dalam undang-undang yang
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akan disahkan. Selain itu, diskusi dan konsultasi publik juga berfungsi
sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pemerintah dalam proses legislasi. Melalui mekanisme ini, masyarakat
dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang substansi
undang-undang, serta turut serta dalam mengawasi prosesnya.

Pelaksanaan diskusi publik dan konsultasi publik dalam proses
legislasi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011
mengatur bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik
secara lisan maupun tertulis dalam proses pembahasan rancangan
undang-undang. Salah satu bentuk masukan tersebut adalah melalui
diskusi publik dan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

Mekanisme pelaksanaan diskusi publik biasanya dimulai dengan
penyebaran informasi terkait rancangan undang-undang yang akan
dibahas. DPR dan pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan
draf undang-undang yang akan dibahas secara terbuka melalui media
massa, situs web resmi, dan platform lain yang dapat diakses oleh
masyarakat. Setelah itu, masyarakat dapat mengajukan pendapat dan
masukan melalui berbagai saluran, termasuk diskusi publik yang
diselenggarakan di daerah-daerah atau melalui forum online.

Konsultasi publik, di sisi lain, biasanya diselenggarakan oleh
komisi-komisi di DPR atau kementerian terkait yang memiliki
kewenangan atas rancangan undang-undang tertentu. Konsultasi ini
sering kali melibatkan pemangku kepentingan yang memiliki keahlian
atau kepentingan langsung terhadap undang-undang yang sedang
dibahas. Misalnya, dalam pembahasan RUU Kesehatan, kementerian
kesehatan mengundang berbagai organisasi profesi kesehatan,
akademisi, serta praktisi medis untuk memberikan masukan yang lebih
teknis dan spesifik terkait dengan substansi undang-undang tersebut.

a. Peran Diskusi Publik dalam Proses Legislasi

Diskusi publik berperan krusial dalam proses legislasi, menjadi

jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan

pembuat kebijakan. Forum ini tidak hanya memberikan

kesempatan  bagi  masyarakat untuk  menyampaikan
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pandangannya, tetapi juga memastikan bahwa proses legislasi
bersifat inklusif dan partisipatif. Dalam banyak kasus, diskusi
publik menjadi sarana bagi kelompok-kelompok yang sering kali
terpinggirkan dalam proses legislasi formal untuk berbicara dan
diakui, seperti pekerja migran, kaum difabel, dan kelompok
minoritas lainnya. Misalnya, dalam pembahasan RUU
Perlindungan Pekerja Migran, diskusi publik yang melibatkan
serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan
kelompok masyarakat peduli berhasil mengusulkan perubahan
penting dalam draf undang-undang, mencerminkan kebutuhan
dan hak pekerja migran.
Salah satu manfaat utama dari diskusi publik adalah fungsinya
sebagai arena edukatif. Melalui forum ini, masyarakat dapat
mempelajari lebih dalam mengenai substansi rancangan undang-
undang yang sedang dibahas. Pengetahuan yang diperoleh dari
diskusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami
dampak undang-undang terhadap kehidupan sehari-hari.
Misalnya, jika sebuah undang-undang tentang perlindungan data
pribadi sedang dibahas, diskusi publik dapat memberikan
wawasan tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan data,
bagaimana datanya akan dikelola, serta hak-haknya sebagai
individu dalam konteks digital. Dengan cara ini, diskusi publik
meningkatkan kualitas masukan yang diberikan oleh masyarakat
kepada pemerintah dan DPR.
Diskusi publik yang berkualitas menciptakan interaksi yang
konstruktif antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Dalam
konteks ini, masukan dari masyarakat bukan hanya sekadar suara
tambahan, tetapi menjadi bahan pertimbangan yang signifikan
dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dapat
menyampaikan pengalaman langsung atau pandangan kritis, hal
ini membantu legislatif untuk membuat undang-undang yang
lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Masukan yang berbasis pada pengalaman ini sering Kkali
membawa perspektif baru yang mungkin tidak terlihat dalam
analisis formal.
b. Konsultasi Publik sebagai Instrumen Dialog Teknis

Konsultasi publik berfungsi sebagai instrumen penting dalam
proses legislasi, mengedepankan dialog teknis antara pemerintah
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atau DPR dengan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan
terkait. Berbeda dengan partisipasi publik yang lebih umum,
konsultasi publik bersifat lebih mendalam dan spesifik. Fokus
utamanya adalah untuk menggali aspek-aspek teknis dari
rancangan undang-undang yang sedang dibahas, memungkinkan
para ahli dan praktisi untuk memberikan analisis yang lebih
terperinci mengenai dampak dan implikasi dari undang-undang
tersebut. Dengan demikian, konsultasi publik dapat
meningkatkan  kualitas  substansi  undang-undang yang
dihasilkan.

Pada konteks ini, salah satu contoh konkret dapat dilihat pada
pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan. Dalam proses
tersebut, pemerintah mengundang berbagai pihak, termasuk
akademisi, praktisi energi, dan LSM yang berfokus pada isu
lingkungan, untuk memberikan masukan. Konsultasi ini bukan
hanya sekadar forum untuk mendengarkan masukan, tetapi juga
menciptakan ruang bagi diskusi mendalam mengenai potensi
pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Hasil dari
konsultasi ini sering kali berupa rekomendasi yang berharga,
yang kemudian diakomodasi dalam draf akhir RUU. Misalnya,
rekomendasi terkait insentif bagi pengembangan energi
terbarukan dan perlindungan lingkungan menjadi bagian integral
dari kebijakan yang dihasilkan.

Konsultasi publik juga berperan penting dalam menciptakan
ruang dialog antara berbagai kelompok yang memiliki pandangan
berbeda terhadap suatu undang-undang. Dalam banyak kasus, isu
yang diatur dalam undang-undang sering kali melibatkan
kepentingan yang beragam dan terkadang bertentangan. Melalui
konsultasi ini, pemerintah dapat mengumpulkan berbagai
perspektif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih
komprehensif tentang isu yang dibahas. Proses ini dapat
membantu menciptakan kompromi yang lebih baik, di mana
berbagai kepentingan dapat diakomodasi dalam kebijakan yang
dihasilkan. Salah satu manfaat dari konsultasi publik adalah
kemampuannya untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum
undang-undang diterapkan. Dengan melibatkan para ahli dan
pemangku kepentingan, pemerintah dapat memperoleh wawasan
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tentang tantangan yang mungkin muncul, serta solusi yang
mungkin dapat diterapkan.

C. Studi Kasus: Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU

Omnibus Law

Pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting yang
perlu diperhatikan. Salah satu momen yang paling signifikan dalam
sejarah legislasi Indonesia adalah pembahasan Undang-Undang Cipta
Kerja atau yang dikenal sebagai UU Omnibus Law. UU ini bertujuan
untuk mempermudah investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun
juga menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan.

1. Latar Belakang UU Omnibus Law

UU Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020 dan menjadi
salah satu kebijakan utama pemerintahan Joko Widodo untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, termasuk
dampak pandemi COVID-19. Rancangan undang-undang ini mencakup
79 undang-undang dan mengubah sejumlah ketentuan di dalamnya untuk
menciptakan kemudahan dalam berusaha, mempercepat proses
perizinan, dan menarik investasi asing . Meskipun demikian,
pembahasan UU ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk buruh, aktivis lingkungan, akademisi, dan kelompok
masyarakat sipil.

2. Proses Pembahasan UU Omnibus Law
a. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan
Proses pembahasan UU Cipta Kerja dimulai dengan pengajuan
draf oleh pemerintah yang kemudian diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas. Pemerintah mengklaim
bahwa telah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan
beberapa pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan
akademisi, tetapi kritik muncul terkait sejauh mana partisipasi
masyarakat luas terakomodasi. Menurut Koordinator Forum
Serikat Pekerja, banyak buruh dan kelompok masyarakat sipil
yang merasa tidak dilibatkan dalam proses ini. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan
masukan dalam proses legislasi. Namun, pada praktiknya, forum-
forum konsultasi yang diselenggarakan lebih terbatas dan sering
kali tidak melibatkan suara-suara kritis dari kelompok yang
terkena dampak, seperti buruh dan masyarakat sipil.

Tanggapan dan Protes Masyarakat

Setelah draf UU Cipta Kerja diumumkan, muncul berbagai protes
dari masyarakat. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di
berbagai kota, termasuk Jakarta, di mana buruh dan mahasiswa
turun ke jalan untuk menolak RUU tersebut, menilai bahwa UU
ini berpotensi merugikan hak-hak pekerja, merusak lingkungan,
dan melemahkan perlindungan sosial. Dalam demonstrasi
tersebut, para aktivis mengajukan berbagai tuntutan, termasuk
agar pemerintah dan DPR mendengarkan masukan dari
masyarakat yang lebih luas dan memperhatikan dampak dari
kebijakan yang diusulkan. Protes ini menjadi momentum penting
dalam menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat yang
merasa diabaikan dalam proses legislasi.

3. Mekanisme Diskusi Publik dan Konsultasi

a.

108

Diskusi Publik yang Terbatas

Meskipun pemerintah melakukan beberapa diskusi publik,
banyak yang menilai bahwa proses tersebut tidak terbuka dan
inklusif. Diskusi yang dilakukan diadakan dengan waktu yang
terbatas dan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang
dianggap pro-pemerintah. Misalnya, pada awal Agustus 2020,
pemerintah mengadakan forum konsultasi dengan pengusaha dan
asosiasi bisnis, tetapi kelompok buruh dan masyarakat sipil
merasa tidak diundang. Dari beberapa laporan yang ada, forum-
forum yang diadakan oleh pemerintah lebih berfokus pada
mempromosikan keuntungan dari UU tersebut tanpa memberikan
ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan
yang konstruktif. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat
merasa teralienasi dan frustasi terhadap proses legislasi yang
dianggap tidak adil.

Konsultasi Publik yang Kurang Efektif

Konsultasi publik yang seharusnya menjadi saluran bagi

masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik ternyata tidak
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4.

a.

berjalan efektif. Banyak masukan yang disampaikan masyarakat,
baik melalui media sosial maupun forum-forum diskusi, tidak
mendapatkan respon yang memadai dari pemerintah. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya
masyarakat (LSM), banyak kritik yang disampaikan oleh buruh
dan kelompok masyarakat sipil diabaikan dalam penyusunan draf
akhir UU Cipta Kerja.

Dampak Protes dan Partisipasi Publik

Respons Pemerintah dan DPR

Akibat protes besar-besaran yang berlangsung, pemerintah
akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa akan
mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Namun, Kritik
tetap muncul terkait langkah-langkah yang diambil oleh
pemerintah. Proses legislasi dianggap berjalan terlalu cepat tanpa
memberikan cukup waktu bagi masyarakat untuk menganalisis
dan memberikan masukan yang komprehensif .

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, meskipun terdapat sejumlah revisi yang
dilakukan dalam draf akhir UU Cipta Kerja, banyak elemen
masyarakat masih merasa bahwa revisi tersebut tidak cukup
untuk mengakomodasi kepentingannya. Di sisi lain, para
pendukung UU ini berargumen bahwa kecepatan dalam
pengesahan adalah kunci untuk memulihkan perekonomian
Indonesia pasca-pandemi.

Konsekuensi Hukum dan Sosial

Setelah UU Cipta Kerja disahkan, dampak dari partisipasi publik
yang terbatas terlihat dari banyaknya gugatan hukum yang
diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat. Salah satu contoh
nyata adalah gugatan yang diajukan oleh Aliansi Gerakan
Reforma Agraria (AGRA) dan beberapa organisasi lain ke
Mahkamah Konstitusi, yang meminta agar UU Cipta Kerja
dibatalkan karena dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat
secara memadai. Gugatan ini mencerminkan kekecewaan
masyarakat terhadap proses yang dianggap tidak transparan dan
inklusif. Hasil dari gugatan ini juga menunjukkan bahwa
meskipun UU sudah disahkan, tantangan hukum tetap ada di
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mana masyarakat tidak akan tinggal diam ketika hak-haknya
terancam.

D. Soal Latihan

1.

10

Menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang dilalui dalam
pembahasan rancangan undang-undang di DPR. Apa peran masing-
masing tahap tersebut dalam memastikan bahwa undang-undang
yang disetujui dapat diterima oleh publik?

Analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembahasan di
DPR, baik dari segi politik internal, peran komisi, hingga hubungan
antara DPR dan pemerintah. Faktor-faktor apa yang dapat
mempengaruhi hasil pembahasan?

Mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses
pembahasan peraturan perundang-undangan? Menjelaskan bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diakomodasi dalam
pembahasan undang-undang di Indonesia.

Evaluasi peran media dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembahasan
undang-undang. Apa peran mereka dalam meningkatkan kualitas
undang-undang yang dihasilkan?

Menjelaskan proses pembahasan Undang-Undang Omnibus Law di
DPR dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Apa
saja mekanisme yang digunakan untuk mengakomodasi masukan
publik?
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BAB VI
PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan tahap pengesahan oleh presiden,
memahami pengundangan dan berlakunya undang-undang, serta
memahami studi kasus: peraturan yang tertunda pengesahannya,
sehingga pembaca dapat emiliki pemahaman yang komprehensif
mengenai tahap pengesahan undang-undang oleh Presiden,
pengundangan dan penerapan undang-undang, serta dapat
menganalisis permasalahan yang timbul akibat tertundanya
pengesahan peraturan dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara.
Materi Pembelajaran

e Tahap Pengesahan oleh Presiden

e Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang

e Studi Kasus: Peraturan yang Tertunda Pengesahannya

e Soal Latihan

Tahap Pengesahan oleh Presiden

Pada tahap ini, presiden memiliki kewenangan untuk
menandatangani RUU menjadi undang-undang. Jika presiden setuju
dengan isi RUU, ia akan menandatangani dan mengeluarkan keputusan
resmi dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui. Namun,
presiden juga dapat mengajukan keberatan atau tidak menyetujui RUU
tersebut, yang kemudian harus dipertimbangkan oleh DPR. Pengesahan
Rancangan Undang-Undang dibahas dalam Bab VII Bagian Kedua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

1. Proses Pengesahan Undang-Undang oleh Presiden

Pengesahan undang-undang di Indonesia merupakan tahap akhir
dalam proses legislasi, di mana Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikirimkan kepada
Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Proses ini sangat
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penting karena mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan dapat
berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Proses pengesahan undang-undang oleh Presiden diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 20 UUD 1945
menyatakan bahwa DPR berhak mengusulkan RUU kepada Presiden,
dan Pasal 21 menetapkan bahwa setelah RUU disetujui oleh DPR, RUU
tersebut harus disampaikan kepada Presiden untuk disahkan.

a.

n2

Penyerahan RUU oleh DPR kepada Presiden
Setelah melalui rangkaian proses pembahasan yang intensif di
DPR, penyerahan RUU kepada Presiden menandai langkah
krusial dalam perjalanan legislasi. Ketika DPR dan pemerintah
telah mencapai kesepakatan tentang isi RUU, dokumen tersebut
ditandatangani oleh pimpinan DPR, yang menunjukkan
legitimasi dan dukungan institusi. Penandatanganan ini bukan
sekadar formalitas, tetapi juga simbol dari konsensus yang telah
dibangun antara anggota DPR dan pemerintah mengenai
pentingnya RUU tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Pada penyerahan RUU ini, terdapat nota penjelasan yang
menyertai dokumen tersebut. Nota penjelasan ini berfungsi
sebagai panduan bagi Presiden dalam memahami konteks dan isi
RUU yang disampaikan. Di dalamnya, dijelaskan secara rinci
mengenai tujuan dan substansi RUU, serta harapan-harapan yang
ingin dicapai melalui pengesahan undang-undang tersebut.
Dengan adanya nota penjelasan, diharapkan Presiden dapat
mempertimbangkan RUU dengan lebih baik, serta menilai
dampak dan manfaat yang mungkin timbul setelah undang-
undang tersebut diberlakukan.
Tindakan Presiden
Setelah menerima RUU, Presiden memiliki beberapa opsi terkait
dengan tindakan yang dapat diambil. Berdasarkan Pasal 20B
UUD 1945, Presiden memiliki waktu maksimal 30 hari untuk
mengambil keputusan. Dalam hal ini, ada tiga kemungkinan
tindakan yang dapat dilakukan oleh Presiden:
1) Mengesahkan RUU

Jika Presiden menyetujui isi RUU yang diserahkan oleh

DPR, langkah pertama yang diambil adalah menandatangani
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dokumen tersebut. Tindakan penandatanganan ini memiliki
makna penting, karena menunjukkan persetujuan Presiden
terhadap substansi dan tujuan dari RUU yang diusulkan.
Dengan menandatangani RUU, Presiden tidak hanya
mengakui hasil kerja sama antara DPR dan pemerintah,
tetapi juga berkomitmen untuk melaksanakan dan
menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
undang-undang tersebut.
Setelah proses penandatanganan, RUU secara resmi beralih
status menjadi undang-undang. Hal ini menandai awal dari
implementasi regulasi yang dapat memengaruhi berbagai
aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial,
hingga hukum. Undang-undang yang baru disahkan akan
mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
dokumen tersebut, yang sering kali mencakup waktu
berlakunya undang-undang dan prosedur penerapannya.

2) Menolak RUU
Jika Presiden menilai bahwa RUU yang diajukan tidak
sejalan dengan kepentingan nasional atau bertentangan
dengan kebijakan pemerintah yang ada, maka tindakan yang
diambil adalah menolak untuk mengesahkan RUU tersebut.
Penolakan ini menjadi langkah penting dalam proses
legislasi, karena Presiden berperan sebagai penjaga
kepentingan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, penting
bagi Presiden untuk memberikan alasan yang jelas dan dapat
diterima terkait dengan penolakan tersebut, agar proses
demokrasi tetap terjaga.
Alasan penolakan ini biasanya mencakup analisis mendalam
terhadap substansi RUU yang dianggap tidak relevan atau
tidak memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Misalnya,
RUU yang berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial atau
merugikan kelompok tertentu mungkin akan menjadi fokus
penolakan. Dengan memberikan penjelasan yang transparan,
Presiden tidak hanya menunjukkan tanggung jawabnya
dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membangun
komunikasi yang lebih baik dengan DPR dan masyarakat.
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3) Meminta Perbaikan atau Revisi
Jika Presiden mengidentifikasi bahwa terdapat aspek tertentu
dalam RUU yang perlu diperbaiki atau direvisi, ia memiliki
hak untuk meminta DPR melakukan perubahan sebelum
RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Permintaan
ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti adanya
kesalahan teknis dalam penyusunan draf, ketidakjelasan
dalam substansi, atau masukan berharga dari masyarakat
yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian, Presiden
berperan aktif dalam memastikan bahwa undang-undang
yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
rakyat.
Proses ini merupakan bagian penting dalam upaya
meningkatkan kualitas legislasi. Dengan meminta revisi,
Presiden menunjukkan perhatian terhadap detail dan aspirasi
masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya terakomodasi
dalam RUU awal. Hal ini juga mencerminkan komitmen
untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya mematuhi
prinsip-prinsip hukum, tetapi juga relevan dengan situasi
sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan adanya
dialog yang konstruktif antara Presiden dan DPR, ruang
untuk kolaborasi dalam menyempurnakan RUU menjadi
lebih terbuka.
Pengesahan Melalui Keputusan Presiden
Setelah proses pembahasan yang panjang dan penuh
pertimbangan, langkah  penting berikutnya  adalah
penandatanganan RUU oleh Presiden. Tindakan ini tidak hanya
mencerminkan persetujuan Presiden terhadap substansi RUU,
tetapi juga menandai momen resmi di mana rancangan tersebut
beralih  menjadi undang-undang. Penandatanganan ini
diharapkan menjadi sinyal kuat bagi semua pihak, baik dari
pemerintah, DPR, maupun masyarakat, bahwa undang-undang
tersebut telah mendapatkan legitimasi tertinggi dalam sistem
hukum.
Setelah RUU ditandatangani, Presiden menerbitkan Keputusan
Presiden (Keppres) yang berfungsi sebagai bentuk legalitas untuk
undang-undang yang baru disahkan. Keppres ini penting karena

merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa RUU telah
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sah dan dapat diberlakukan. Melalui Keppres, substansi undang-
undang mendapatkan pengakuan formal dari eksekutif, yang
memperkuat posisi hukum dan administratifnya dalam sistem
pemerintahan Indonesia.

2. Jangka Waktu Pengesahan dan Apa Yang Terjadi Jika
Presiden tidak Mengesahkan
Proses pengesahan undang-undang di Indonesia merupakan
tahap penting yang melibatkan interaksi antara lembaga legislatif dan
eksekutif. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui
Rancangan Undang-Undang (RUU), RUU tersebut harus disampaikan
kepada Presiden untuk disahkan. Salah satu aspek krusial dalam proses
ini adalah jangka waktu pengesahan dan konsekuensi yang timbul jika
Presiden tidak mengesahkan undang-undang dalam jangka waktu yang
ditentukan. Pengesahan RUU oleh Presiden diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan
juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 20B UUD
1945, setelah RUU disetujui oleh DPR, Presiden diberikan waktu
maksimal 30 hari untuk mengambil keputusan, baik untuk mengesahkan
atau menolak RUU tersebut.
a. Jangka Waktu Pengesahan
Setelah RUU disahkan oleh DPR, proses pengesahan selanjutnya
beralih ke Presiden. Dalam tahap ini, pimpinan DPR
menyerahkan RUU yang telah ditandatangani kepada Presiden.
Proses ini diatur dengan jelas dalam perundang-undangan, di
mana Presiden diberikan jangka waktu 30 hari untuk memberikan
keputusan terhadap RUU tersebut. Ketepatan waktu ini menjadi
penting karena mengatur alur legislasi dan memastikan tidak ada
penundaan yang tidak perlu dalam pengesahan undang-undang.
Salah satu opsi yang dimiliki Presiden dalam jangka waktu 30
hari adalah menandatangani RUU. Jika Presiden setuju dengan
substansi dan tujuan RUU, tindakan ini menjadi langkah akhir
dalam proses legislasi, mengubah RUU menjadi undang-undang
yang sah. Penandatanganan ini tidak hanya sekadar simbolis,
tetapi juga mencerminkan kesepakatan antara legislatif dan
eksekutif dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan
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demikian, undang-undang yang disahkan diharapkan dapat
memberikan manfaat dan memenuhi harapan publik.
Jika Presiden tidak setuju dengan isi RUU, ia memiliki hak untuk
menolak pengesahan tersebut. Dalam hal ini, Presiden wajib
memberikan alasan penolakan yang jelas kepada DPR.
Penolakan ini harus disampaikan secara formal dan dapat
menimbulkan diskusi lebih lanjut mengenai substansi RUU yang
dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog antara
lembaga legislatif dan eksekutif untuk mencapai kesepakatan
yang saling menguntungkan bagi kepentingan publik.
Konsekuensi Jika Presiden Tidak Mengesahkan
1) Jika Presiden Tidak Mengambil Tindakan dalam Jangka
Waktu 30 Hari
Pada proses legislasi di Indonesia, jangka waktu 30 hari yang
diberikan kepada Presiden untuk mengambil tindakan
terhadap RUU adalah langkah penting yang diatur dalam
Pasal 20B UUD 1945. Jika dalam waktu tersebut Presiden
tidak mengambil tindakan apa pun—baik itu
menandatangani, menolak, atau meminta revisi—maka
RUU tersebut akan secara otomatis menjadi undang-undang.
Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari kebuntuan dalam
proses legislasi yang dapat menghambat implementasi
kebijakan publik.
Konsekuensi dari ketidakaktifan Presiden ini memiliki
dampak yang signifikan terhadap sistem legislasi. Dengan
mengizinkan RUU untuk secara otomatis menjadi undang-
undang, UUD 1945 memberikan jaminan bahwa
kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas, bahkan jika
terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan Presiden. Hal ini
menjadi jaminan bahwa proses legislasi tidak akan terhenti
akibat ketidaksediaan presiden untuk bertindak, sehingga
memungkinkan pemenuhan kebutuhan publik secara lebih
cepat dan efektif.
Otomatisasi pengesahan RUU juga mencerminkan prinsip
checks and balances dalam pemerintahan. Meskipun
Presiden memiliki peran penting dalam proses legislasi,
ketentuan ini menegaskan bahwa DPR, sebagai wakil rakyat,
juga memiliki hak untuk memastikan bahwa usulan
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kebijakan yang diajukan dapat segera direalisasikan. Dengan
cara ini, RUU yang dianggap penting untuk kepentingan
publik tidak akan terjebak dalam proses administrasi yang
berlarut-larut.

2) Proses Legislasi yang Berlanjut
Ketika RUU secara otomatis menjadi undang-undang karena
ketidakaktifan Presiden dalam jangka waktu 30 hari, hal ini
menandakan keberlanjutan proses legislasi meskipun tidak
ada persetujuan eksplisit dari kepala negara. Keputusan ini
menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia, yang
dirancang untuk mencegah terjadinya kemacetan dalam
pengesahan undang-undang yang penting bagi masyarakat.
Dengan demikian, DPR dapat merasa lebih aman dalam
menjalankan fungsi legislasi, karena hasil kerja tidak akan
terbuang sia-sia akibat ketidakberdayaan eksekutif.
Keberadaan undang-undang yang sah tanpa persetujuan
presiden mencerminkan prinsip demokrasi dan kedaulatan
rakyat. RUU yang telah dibahas secara mendalam dan
disetujui oleh DPR mewakili suara rakyat yang harus tetap
diperhatikan. Meskipun Presiden tidak setuju dengan
substansi RUU tersebut, proses legislasi tetap berjalan,
sehingga kebijakan yang dianggap perlu oleh DPR tetap
dapat diimplementasikan. Ini memberikan sinyal bahwa
lembaga legislatif memiliki peranan penting dalam
pengambilan keputusan, bahkan dalam situasi di mana
terdapat ketidakcocokan dengan eksekutif. Situasi ini juga
menimbulkan tantangan tersendiri. Ketidaksetujuan dari
Presiden, yang mungkin disertai dengan Kkritik terhadap
substansi undang-undang, dapat menciptakan ketegangan
antara kedua lembaga tersebut.

B. Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang

Pengundangan dan Berlakunya Undang-Undang adalah tahap
terakhir dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia
yang menandai resmi berlakunya suatu undang-undang setelah
ditandatangani oleh presiden. Setelah pengesahan, undang-undang

tersebut harus diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
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untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memastikan
transparansi. Proses pengundangan ini penting untuk menegakkan
prinsip legalitas dan memastikan bahwa undang-undang dapat diakses
oleh publik. Undang-undang mulai berlaku setelah diundangkan, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Dalam Bab IX Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundangundangan harus
diundangkan dengan menempatkannya dalam:
Lembaran Negara Republik Indonesia;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
Berita Negara Republik Indonesia;
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
Lembaran Daerah;
Tambahan Lembaran Daerah; atau
Berita Daerah.
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan
yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

@ e o0 o

1. Pengundangan dalam Lembaran Negara dan Jangka Waktu
Berlakunya Undang-Undang

Proses pengesahan dan pengundangan undang-undang di
Indonesia adalah langkah krusial yang menentukan keabsahan dan
penerapan suatu peraturan hukum. Setelah Rancangan Undang-Undang
(RUU) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan
oleh Presiden, tahap selanjutnya adalah pengundangan dalam lembaran
negara. Pengundangan undang-undang diatur dalam beberapa regulasi,
antara lain:
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a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengundangan
Peraturan Perundang-Undangan

Pengundangan adalah proses penempatan undang-undang yang

telah disahkan dalam Lembaran Negara untuk memastikan bahwa
undang-undang tersebut dapat diakses oleh publik dan dianggap sebagai
bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengundangan
memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat
tentang peraturan yang berlaku, serta menjadi bukti legal bahwa undang-
undang tersebut telah disahkan dan sah untuk diterapkan.

a.

Prosedur Pengundangan

Setelah RUU disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden,

langkah-langkah berikut dilakukan untuk mengundangkan

undang-undang:

1) Penyampaian Naskah Undang-Undang
Setelah RUU disetujui dan ditandatangani oleh Presiden,
langkah berikutnya adalah penyampaian naskah undang-
undang yang telah disahkan. Prosedur ini dimulai dengan
Presiden menyerahkan naskah undang-undang kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Tindakan ini sangat penting karena Menkumham berperan
sebagai pengelola proses pengundangan dan penyebarluasan
informasi tentang undang-undang yang baru disahkan.
Menkumham kemudian melakukan pemeriksaan terhadap
naskah undang-undang tersebut untuk memastikan bahwa
semua prosedur dan persyaratan formal telah dipenuhi. Hal
ini mencakup verifikasi kesesuaian teks undang-undang
dengan versi yang disetujui, serta memastikan tidak ada
kesalahan pengetikan atau penyusunan yang dapat
mempengaruhi interpretasi dan implementasi undang-
undang. Setelah proses verifikasi selesai, Menkumham
bertanggung jawab untuk menyusun naskah resmi undang-
undang yang akan diterbitkan.
Setelah semua langkah verifikasi dilakukan, Menkumham
akan mengatur pengundangan undang-undang tersebut
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dalam Lembaran Negara. Proses ini menandai langkah akhir
dalam proses legislasi dan memberikan kekuatan hukum
pada undang-undang yang baru disahkan. Pengundangan ini
juga berfungsi untuk memberikan akses publik terhadap
naskah undang-undang, sehingga masyarakat dapat
mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku, sekaligus
memastikan transparansi dalam penyusunan hukum di
Indonesia.
Penyusunan Lembaran Negara
Setelah naskah undang-undang disampaikan oleh Presiden,
langkah selanjutnya adalah penyusunan Lembaran Negara
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham). Lembaran Negara merupakan publikasi
resmi yang berisi berbagai dokumen hukum, termasuk
undang-undang yang telah disahkan, peraturan pemerintah,
dan keputusan presiden. Proses penyusunan ini sangat
penting karena berfungsi sebagai media formal untuk
mengumumkan  keberlakuan  undang-undang kepada
masyarakat.
Untuk menyusun Lembaran Negara, Menkumham
memastikan bahwa semua informasi yang terkandung di
dalamnya akurat dan sesuai dengan teks undang-undang
yang telah disetujui. Ini meliputi penyusunan format,
penomoran, serta penjelasan terkait setiap undang-undang
yang dimuat. Proses ini tidak hanya melibatkan tim internal
Menkumham, tetapi juga mengacu pada prosedur hukum
yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen yang sah dan
dapat diandalkan sebagai rujukan hukum.
Setelah penyusunan selesai, Lembaran Negara yang memuat
undang-undang tersebut diterbitkan dan disebarluaskan
kepada publik. Dengan diterbitkannya Lembaran Negara,
undang-undang secara resmi mulai berlaku dan dapat diakses
oleh masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan
transparansi dalam proses legislasi serta memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk memahami hak dan
kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal
ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
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3) Penerbitan Lembaran Negara

Setelah proses penyusunan Lembaran Negara oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selesali,
langkah selanjutnya adalah penerbitan Lembaran Negara
yang memuat undang-undang yang telah disahkan.
Penerbitan ini merupakan momen penting karena menandai
resmi  berlakunya undang-undang tersebut. Dalam
penerbitan Lembaran Negara, undang-undang dituliskan
secara lengkap dan akurat, sehingga semua pihak dapat
merujuk pada teks yang sah.

Proses penerbitan Lembaran Negara dilakukan dengan
memperhatikan aspek formal dan administratif. Setelah
naskah undang-undang dimasukkan ke dalam Lembaran
Negara, dokumen tersebut kemudian dicetak dan
didistribusikan kepada instansi pemerintah, lembaga hukum,
serta masyarakat umum. Pengumuman ini bertujuan untuk
memastikan bahwa informasi tentang undang-undang baru
tersebut tersebar luas, sehingga masyarakat dapat
mengetahui dan memahami hak serta kewajiban yang diatur.

b. Jangka Waktu Berlaku Undang-Undang
1) Dasar Hukum Berlaku

Jangka waktu berlaku undang-undang diatur dengan jelas
dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
yang menyatakan bahwa undang-undang mulai berlaku
setelah diundangkan. Ketentuan ini menjadi pedoman
penting dalam proses legislasi, memastikan bahwa
masyarakat mengetahui kapan suatu undang-undang mulai
efektif. Dengan demikian, setelah undang-undang tersebut
diumumkan dalam Lembaran Negara, masyarakat
diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan
yang ada dalam undang-undang tersebut.

Pentingnya pengaturan jangka waktu ini tidak hanya untuk
memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin
transparansi dalam proses legislasi. Masyarakat perlu
memahami kapan akan terikat oleh suatu undang-undang,
sehingga dapat mempersiapkan diri untuk mematuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini,

publikasi dalam Lembaran Negara berfungsi sebagai sinyal
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bahwa undang-undang telah resmi diundangkan dan siap
untuk diterapkan.

2) Pemberlakuan Khusus
Jangka waktu berlaku undang-undang tidak selalu seragam,
karena beberapa undang-undang mengandung ketentuan
khusus mengenai kapan ketentuan mulai berlaku. Misalnya,
dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020,
terdapat pernyataan bahwa undang-undang tersebut mulai
berlaku segera setelah diundangkan. Namun, undang-
undang ini juga mengatur ketentuan transisi untuk
memastikan bahwa implementasi beberapa pasal tertentu
dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk
memberikan waktu bagi berbagai pihak, termasuk
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk
menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang ditetapkan.
Ketentuan transisi dalam undang-undang sangat penting,
terutama dalam konteks perubahan besar yang dibawa oleh
undang-undang tersebut. Misalnya, dalam RUU Cipta Kerja,
perubahan-perubahan terkait regulasi ketenagakerjaan, izin
usaha, dan investasi memerlukan penyesuaian di berbagai
sektor. Dengan adanya ketentuan transisi, pelaku usaha dapat
lebih siap dan meminimalkan potensi kebingungan yang
mungkin timbul akibat perubahan mendasar dalam
kebijakan. Hal ini juga mencerminkan komitmen legislator
untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha
dalam proses transisi.

2. Perbedaan antara Undang-Undang yang Langsung Berlaku dan
Undang-Undang yang Memerlukan Peraturan Pelaksana
Proses legislasi di Indonesia tidak hanya melibatkan pembuatan
dan pengundangan undang-undang, tetapi juga mencakup pengaturan
mengenai penerapan undang-undang tersebut. Setelah undang-undang
disahkan, terdapat dua kategori utama mengenai masa berlakunya:
undang-undang yang langsung berlaku dan undang-undang yang
memerlukan peraturan pelaksana.
a. Undang-Undang yang Langsung Berlaku
Undang-undang yang langsung berlaku merupakan kategori
undang-undang vyang dapat diterapkan segera setelah
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diundangkan, tanpa memerlukan adanya peraturan pelaksana
tambahan. Ciri khas dari undang-undang ini adalah ketentuan-
ketentuannya sudah cukup jelas dan komprehensif, sehingga
dapat diimplementasikan secara langsung. Hal ini menciptakan
efisiensi dalam proses legislasi, di mana ketentuan yang telah
disetujui dapat segera memberikan dampak positif kepada
masyarakat. Keberadaan undang-undang yang langsung berlaku
sangat penting dalam konteks kebutuhan masyarakat yang
mendesak akan kepastian hukum dan kejelasan regulasi.

Salah satu contoh yang menonjol dari undang-undang yang
langsung berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur
tentang otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta
wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya.
Ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut sangat
jelas, sehingga pemerintah daerah dapat segera menerapkan
kebijakan-kebijakan baru tanpa harus menunggu regulasi turunan
atau petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Ini memberi
keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk beradaptasi dan
berinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Undang-Undang yang Memerlukan Peraturan Pelaksana
Undang-undang yang memerlukan peraturan pelaksana
merupakan kategori undang-undang yang tidak dapat diterapkan
secara langsung setelah diundangkan. Jenis undang-undang ini
memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui berbagai peraturan
pelaksana agar ketentuan yang ada dapat diimplementasikan
dengan efektif. Peraturan pelaksana ini berfungsi untuk
memberikan rincian teknis, prosedural, atau administratif yang
diperlukan untuk menjelaskan bagaimana undang-undang
tersebut akan diterapkan dalam praktik. Tanpa adanya peraturan
pelaksana, implementasi undang-undang tersebut bisa terhambat,
karena tidak ada panduan yang jelas mengenai pelaksanaannya.
Salah satu contoh yang paling relevan dari undang-undang yang
memerlukan peraturan pelaksana adalah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini
mencakup berbagai ketentuan yang kompleks dan beragam,
mulai dari ketenagakerjaan, investasi, hingga pengaturan izin
usaha. Karena cakupan yang luas dan detail yang diperlukan,

Perundang-Undangan 123



undang-undang ini harus disertai dengan sejumlah peraturan
pelaksana, seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden
(Perpres), dan peraturan daerah (Perda).

C. Studi Kasus: Peraturan yang Tertunda Pengesahannya

Pada proses legislasi, tidak jarang terjadi penundaan dalam
pengesahan peraturan. Penundaan ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor, mulai dari kompleksitas isi peraturan, dinamika politik, hingga
kebutuhan untuk melakukan konsultasi publik yang lebih mendalam.
Studi kasus mengenai peraturan yang tertunda pengesahannya di
Indonesia memberikan wawasan penting tentang tantangan dalam proses
legislasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

1. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKYS) telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas dalam
masyarakat Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan
utama RUU ini adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik
bagi korban kekerasan seksual serta mengatur langkah-langkah
pencegahan dan penanganan yang komprehensif. RUU ini tidak hanya
mengupayakan hukuman bagi pelaku, tetapi juga berfokus pada hak-hak
korban dan upaya pemulihan yang lebih manusiawi.

RUU PKS pertama kali diperkenalkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) pada tahun 2016 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan, yang
selama ini memperjuangkan hak-hak perempuan dan korban kekerasan,
menyadari bahwa hukum yang berlaku tidak memberikan perlindungan
yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Banyak kasus pelecehan
dan kekerasan seksual yang tidak dapat dituntut di pengadilan karena
terbatasnya peraturan yang ada, terutama yang tidak mengakui berbagai
bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan.

Meskipun RUU ini mendapatkan dukungan dari berbagai
kalangan, seperti aktivis hak perempuan, organisasi masyarakat sipil,
dan beberapa fraksi di DPR, perjalanan RUU PKS menuju pengesahan
tidak berjalan mulus. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan
pendapat di antara anggota DPR, terutama dalam mendefinisikan apa

yang termasuk dalam kekerasan seksual. Beberapa anggota dewan
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khawatir bahwa definisi dalam draf RUU terlalu luas, yang berpotensi
menimbulkan penyalahgunaan hukum atau penafsiran yang tidak tepat.
Selain itu, beberapa fraksi politik menolak RUU ini karena dianggap
bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dijunjung di
Indonesia.

Penundaan pengesahan RUU PKS selama bertahun-tahun ini
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para korban kekerasan
seksual. Korban yang berharap mendapatkan perlindungan hukum yang
lebih kuat merasa tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Tidak
hanya harus berhadapan dengan trauma akibat kekerasan seksual, tetapi
juga stigma sosial yang sering kali membebani korban lebih daripada
pelaku. Keadaan ini menciptakan tekanan yang semakin besar, baik dari
masyarakat maupun organisasi advokasi, agar pemerintah dan DPR
mempercepat proses legislasi.

Di tengah tekanan publik, muncul protes besar dari berbagai
kelompok masyarakat yang mendesak DPR untuk segera mengesahkan
RUU PKS. Aliansi Masyarakat Sipil dan organisasi hak perempuan
berperan penting dalam menggalang dukungan publik untuk RUU ini.
Tidak hanya mengadakan demonstrasi dan petisi, tetapi juga
memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RUU PKS
untuk melindungi korban kekerasan seksual. Tekanan ini membuat DPR
dan pemerintah semakin mempertimbangkan pentingnya percepatan
pengesahan RUU ini.

Meskipun dukungan publik semakin kuat, masih ada penolakan
keras dari beberapa kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok ini,
yang umumnya berasal dari organisasi keagamaan dan konservatif,
merasa bahwa RUU PKS dapat merusak tatanan moral masyarakat,
berpendapat bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut dapat
melegalkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti
kebebasan seksual di luar nikah. Akibatnya, fraksi-fraksi di DPR yang
mewakili kelompok ini sering kali menghambat proses pembahasan
RUU PKS.

Penundaan yang berlarut-larut ini tidak hanya menyebabkan
ketidakpastian hukum, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang
buruk bagi para korban. Banyak korban kekerasan seksual yang merasa
tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya payung hukum yang
memadai. Selain itu, kurangnya mekanisme pemulihan bagi korban
membuatnya harus menghadapi trauma yang berkepanjangan. Hal ini
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menegaskan bahwa keterlambatan pengesahan RUU PKS memiliki
dampak yang sangat nyata bagi yang berada di posisi rentan.

2. RUU Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang sering
disebut sebagai Omnibus Law Cipta Kerja, merupakan salah satu upaya
besar pemerintah Indonesia dalam mereformasi regulasi ekonomi.
Tujuan utama dari RUU ini adalah untuk menciptakan lebih banyak
lapangan kerja, mempermudah investasi, dan meningkatkan daya saing
Indonesia di kancah global. Dengan menyatukan berbagai regulasi ke
dalam satu payung hukum, RUU ini berusaha menyederhanakan aturan
yang sebelumnya dianggap tumpang tindih dan menghambat
pertumbuhan ekonomi.

RUU Cipta Kerja pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah
pada tahun 2020 sebagai bagian dari program reformasi struktural
ekonomi yang lebih luas. Sebagai sebuah omnibus law, RUU ini
mencakup perubahan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan,
lingkungan, perpajakan, dan perizinan usaha. Pemerintah berharap,
dengan memperlancar proses birokrasi dan menyederhanakan aturan-
aturan yang dianggap memberatkan, investasi asing dan domestik akan
lebih mudah masuk, sehingga menciptakan lapangan kerja baru yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejak awal, proses penyusunan RUU ini tidak terlepas dari
kontroversi. Salah satu kritik utama terhadap RUU Cipta Kerja adalah
bahwa proses penyusunannya dianggap terburu-buru dan kurang
melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Banyak kalangan merasa bahwa
draf RUU ini terlalu cepat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) tanpa adanya diskusi yang memadai dengan stakeholder, terutama
kelompok pekerja dan aktivis lingkungan. Beberapa fraksi di DPR juga
menganggap bahwa pemerintah terlalu memprioritaskan kepentingan
dunia usaha dan investor tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang
mungkin timbul.

Salah satu isu yang paling mendapat sorotan dalam RUU ini
adalah perubahan ketentuan terkait ketenagakerjaan, yang dianggap
merugikan hak-hak pekerja. Beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja
memuat ketentuan yang dianggap mempermudah pengurangan hak-hak
buruh, seperti pemotongan pesangon, fleksibilitas jam kerja yang lebih

tinggi, dan kemudahan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja
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(PHK). Serikat pekerja di seluruh Indonesia mengkritik bahwa ketentuan
ini lebih menguntungkan pengusaha daripada melindungi pekerja. Hal
Ini memicu protes besar-besaran di berbagai kota di Indonesia setelah
RUU ini disahkan menjadi undang-undang pada bulan Oktober 2020.

Aspek lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja juga menjadi
sorotan. Beberapa pasal dalam RUU ini dianggap mengurangi kewajiban
perusahaan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL)
dalam proyek-proyek besar. Aktivis lingkungan berpendapat bahwa
RUU ini  memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk
mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian
lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini dikhawatirkan akan
memperburuk kerusakan lingkungan di Indonesia, yang selama ini sudah
menghadapi berbagai tantangan ekologis, seperti deforestasi dan
pencemaran.

Meskipun disahkan, kontroversi seputar RUU Cipta Kerja tidak
berakhir begitu saja. Proses legislasi yang dianggap kurang transparan
dan terburu-buru menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di
masyarakat. Penundaan dalam beberapa tahap konsultasi publik dan
dialog antara pemerintah, DPR, dan masyarakat menyebabkan
kekecewaan di berbagai kalangan, terutama di antara kelompok-
kelompok yang merasa bahwa suaranya tidak didengar. Akibatnya,
setelah RUU ini disahkan, gelombang protes terus berlanjut, menuntut
revisi atau bahkan pembatalan undang-undang tersebut.

3. RUU Pertanahan

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan)
merupakan upaya besar pemerintah untuk mengatur ulang masalah
penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Masalah pertanahan
telah menjadi isu kompleks dan sensitif di Indonesia, terutama karena
konflik lahan sering kali terjadi di masyarakat. Sengketa tanah yang
berkepanjangan sering kali melibatkan pemerintah, masyarakat adat,
perusahaan, dan individu yang merasa haknya atas tanah dilanggar. Oleh
karena itu, RUU Pertanahan dirancang dengan harapan bisa memberikan
kepastian hukum yang lebih kuat terkait hak-hak atas tanah dan
mengurangi sengketa yang selama ini merugikan banyak pihak.

RUU Pertanahan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019
oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi agraria. RUU ini

bertujuan untuk memperbaiki regulasi yang ada terkait kepemilikan dan
Perundang-Undangan 127



penggunaan tanah, serta memperjelas pengaturan mengenai hak-hak
tanah masyarakat, terutama yang terkait dengan masyarakat adat dan
kepentingan pembangunan. Namun, sejak diperkenalkan, RUU ini
mengalami berbagai penundaan dalam proses pengesahan, yang
sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan antara fraksi-
fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah satu isu utama yang menyebabkan penundaan pengesahan
RUU Pertanahan adalah adanya perbedaan pendapat mengenai hak-hak
masyarakat adat. Beberapa anggota DPR berpendapat bahwa RUU ini
perlu memperjelas perlindungan bagi tanah ulayat atau tanah adat yang
sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan
pemerintah atau perusahaan. Sebaliknya, beberapa fraksi lain merasa
bahwa penekanan yang berlebihan pada hak adat dapat memperlambat
pembangunan dan investasi, terutama dalam proyek infrastruktur
berskala besar yang membutuhkan lahan dalam jumlah besar.

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi isu yang hangat dalam
pembahasan RUU Pertanahan. Aktivis lingkungan dan beberapa anggota
DPR membahas bahwa undang-undang ini harus mempertimbangkan
aspek keberlanjutan dalam pengelolaan lahan. Pemanfaatan tanah yang
berkelanjutan, yang mencakup pelestarian hutan dan lahan pertanian,
menjadi perhatian karena perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, seperti
deforestasi dan degradasi tanah. Beberapa pihak mengusulkan agar RUU
ini memasukkan ketentuan yang lebih ketat terkait dampak lingkungan
dari pemanfaatan tanah.

Penundaan pengesahan RUU Pertanahan ini tidak hanya
berdampak pada perdebatan di tingkat legislatif, tetapi juga memiliki
dampak langsung terhadap masyarakat. Banyak masyarakat, terutama di
pedesaan, mengalami ketidakpastian hukum terkait kepemilikan
tanahnya. Sengketa tanah yang tidak terselesaikan dengan baik sering
kali berakhir di pengadilan atau bahkan memicu konflik fisik di
lapangan. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan kuat, masyarakat kecil
sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam sengketa lahan, terutama
ketika harus berhadapan dengan perusahaan besar atau pemerintah.

Penundaan ini juga memberikan dampak negatif terhadap
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyek infrastruktur besar,
seperti jalan tol, bendungan, dan bandara, membutuhkan penguasaan
tanah yang jelas dan pasti. Ketidakpastian hukum terkait tanah dapat
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menghambat proses pembebasan lahan, yang pada akhirnya
memperlambat jalannya proyek-proyek pembangunan yang sangat
dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek strategis
nasional bahkan mengalami penundaan atau kendala akibat masalah
sengketa tanah yang belum terselesaikan.

Meskipun  penundaan  pengesahan RUU  Pertanahan
menimbulkan berbagai tantangan, hal ini juga menjadi kesempatan bagi
masyarakat sipil untuk lebih terlibat dalam proses legislasi. Konsultasi
publik yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah terkait RUU ini
membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
Kelompok-kelompok masyarakat adat, aktivis lingkungan, serta
organisasi non-pemerintah (LSM) yang peduli dengan isu pertanahan,
memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya agar RUU ini
benar-benar dapat mencerminkan kepentingan semua pihak, terutama
yang selama ini merasa terpinggirkan.

D. Soal Latihan

1. Menjelaskan secara rinci tahap-tahap yang dilalui dalam pengesahan
suatu undang-undang oleh Presiden. Apa saja yang memberi izin
kepada Presiden dalam proses pengesahan tersebut?

2. Apakah yang terjadi jika Presiden menunda pengesahan suatu
undang-undang lebih dari 30 hari? Menjelaskan dampak hukum dan
prosedur lanjutan dalam hal tersebut.

3. Menjelaskan proses pengundangan undang-undang dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia dan peranannya dalam memastikan
undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum.

4. Apa yang dimaksud dengan “berlakunya undang-undang”?
Menjelaskan perbedaan antara tanggal pengundangan dan tanggal
berlakunya suatu undang-undang serta konsekuensinya terhadap
masyarakat dan aparat negara.

5. Berdasarkan suatu studi kasus mengenai tertundanya pengesahan
peraturan atau undang-undang, jelaskan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan tertundanya hal tersebut. Apa dampaknya terhadap
kebijakan publik dan masyarakat?
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BAB VI
HARMONISASI
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan prinsip harmonisasi perundang-
undangan, memahami lembaga yang bertanggung jawab dalam
harmonisasi, serta memahami praktik: analisis konflik perundang-
undangan di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami prinsip-
prinsip dasar dalam harmonisasi peraturan-undangan, mengenali
peran lembaga yang bertanggung jawab, dan dapat melakukan analisis
terhadap praktik dan konflik yang muncul dalam sistem peraturan-
undangan Indonesia.

Materi Pembelajaran

e Prinsip Harmonisasi Perundang-Undangan

e Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Harmonisasi

e Praktik: Analisis Konflik Perundang-Undangan di Indonesia

e Soal Latihan

Prinsip Harmonisasi Perundang-Undangan

Prinsip harmonisasi mencakup kepastian hukum, kesetaraan,
keterbukaan, dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk menghindari
konflik antar peraturan serta memastikan bahwa setiap undang-undang
yang disahkan berfungsi dalam kerangka hukum yang komprehensif.
Selain itu, harmonisasi bertujuan untuk mengintegrasikan peraturan di
tingkat nasional dan daerah, sehingga menciptakan keselarasan yang
mendukung sistem hukum secara keseluruhan.

1. Prinsip Harmonisasi Horizontal dan Vertical

Harmonisasi perundang-undangan merupakan upaya penting
dalam menjaga konsistensi dan koherensi sistem hukum suatu negara. Di
Indonesia, harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan
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yang ada saling mendukung, baik dalam konteks internal (horizontally)
maupun dalam konteks hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan
(vertically).

a.

132

Prinsip Harmonisasi Horizontal
Prinsip harmonisasi horizontal merupakan aspek krusial dalam
sistem hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan-
peraturan yang berada pada tingkat yang sama dalam hierarki
hukum. Proses ini melibatkan undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah, yang
harus berfungsi secara sinergis untuk menciptakan tatanan
hukum yang koheren. Dengan adanya harmonisasi horizontal,
diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau kontradiksi yang
dapat menghambat implementasi kebijakan publik. Hal ini
penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi
masyarakat.
Langkah pertama dalam proses harmonisasi horizontal adalah
identifikasi peraturan yang ada. Ini melibatkan penyusunan daftar
lengkap dari peraturan-peraturan yang relevan dan terkait satu
sama lain. Langkah ini sangat penting karena seringkali peraturan
yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga dapat berfungsi dalam
konteks yang sama. Misalnya, dalam sektor lingkungan, mungkin
ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan
lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh DPR, sementara
peraturan pemerintah mengatur tentang pelaksanaan kebijakan
tersebut di tingkat lokal.
Setelah identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah analisis
dan evaluasi. Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab akan
melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi
tumpang tindih atau kontradiksi antara peraturan yang ada.
Misalnya, jika terdapat dua peraturan yang mengatur prosedur
yang sama namun dengan ketentuan yang berbeda, hal ini bisa
menimbulkan kebingungan di lapangan. Evaluasi ini penting
untuk mengetahui apakah peraturan yang ada sudah sesuai
dengan tujuan dan prinsip yang ingin dicapai, serta untuk menilai
dampaknya terhadap masyarakat.
Setelah evaluasi selesai, langkah selanjutnya adalah revisi atau
pembatalan. Pada tahap ini, peraturan yang bertentangan akan
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direvisi agar sejalan dengan peraturan lainnya, atau peraturan
yang sudah tidak relevan bisa dibatalkan. Proses ini bukan hanya
melibatkan pengubahan teks hukum, tetapi juga memerlukan
kajian mendalam untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan
tidak menimbulkan masalah baru. Hal ini juga mencerminkan
komitmen pemerintah untuk menjaga kepastian hukum dan
memudahkan implementasi kebijakan.

b. Prinsip Harmonisasi Vertikal
Prinsip harmonisasi vertikal merupakan aspek penting dalam
sistem hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan
yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki hukum.
Dalam konteks ini, harmonisasi vertikal mencakup hubungan
antara undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah. Tujuan utama dari harmonisasi vertikal
adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah
tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga
menciptakan kepastian hukum yang jelas dan terarah.
Langkah pertama dalam proses harmonisasi vertikal adalah
klasifikasi peraturan. Pada tahap ini, peraturan diidentifikasi dan
dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, seperti undang-
undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Klasifikasi
ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
hierarki hukum vyang berlaku. Misalnya, undang-undang
memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan
peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah memiliki
kekuatan lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah. Dengan
adanya klasifikasi yang jelas, proses harmonisasi dapat dilakukan
dengan lebih sistematis dan terarah.
Setelah klasifikasi, langkah berikutnya adalah verifikasi
kesesuaian. Pada tahap ini, pemerintah melakukan pemeriksaan
untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan
tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan
pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini penting agar peraturan
daerah dapat berfungsi dalam kerangka hukum yang lebih besar
dan tidak menciptakan konflik. Misalnya, jika sebuah peraturan
daerah menetapkan ketentuan yang lebih ketat daripada undang-
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undang nasional tanpa dasar yang jelas, hal ini dapat
menimbulkan kebingungan dan konflik hukum di lapangan.

Langkah ketiga adalah penyusunan panduan. Dalam konteks ini,
pemerintah dapat mengembangkan panduan bagi pemerintah
daerah dalam menyusun peraturan yang sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Panduan ini bertujuan untuk memberikan
acuan yang jelas mengenai bagaimana peraturan daerah
seharusnya disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi. Dengan adanya panduan yang baik, pemerintah
daerah dapat lebih mudah dalam menyusun regulasi yang
harmonis dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Monitoring dan evaluasi adalah langkah keempat dalam proses
harmonisasi vertikal. Tahap ini melibatkan pemantauan terhadap
penerapan peraturan untuk memastikan bahwa tidak terjadi
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip harmonisasi vertikal.
Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk
menilai efektivitas dan kesesuaian peraturan yang dikeluarkan
oleh pemerintah daerah. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian
atau pelanggaran, maka perlu dilakukan penyesuaian atau revisi
agar peraturan yang ada tetap sejalan dengan hukum yang lebih

tinggi.

2. Mencegah Konflik Norma Hukum dalam Peraturan yang
Berbeda
Harmonisasi perundang-undangan merupakan proses yang
penting dalam sistem hukum suatu negara, terutama dalam mencegah
konflik norma hukum yang dapat muncul akibat peraturan yang berbeda.
Dalam konteks ini, konflik norma hukum dapat diartikan sebagai situasi
di mana dua atau lebih peraturan yang berlaku menghasilkan ketentuan
yang saling bertentangan atau tidak konsisten. Hal ini dapat
mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan
masyarakat dan pelaksana hukum.
a. Penyebab Konflik Norma Hukum
1) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga
Kurangnya koordinasi antarlembaga merupakan salah satu
penyebab utama terjadinya konflik norma hukum di
Indonesia. Ketika berbagai lembaga, baik pemerintah pusat

maupun daerah, mengeluarkan peraturan yang saling
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bertentangan, hal ini dapat menciptakan kerumitan dan
ketidakpastian dalam sistem hukum. Misalnya, jika
pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang
bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,
seperti undang-undang nasional, maka akan muncul
kebingungan mengenai hukum mana yang harus diikuti.
Situasi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga
dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum yang
ada.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga
legislatif dan eksekutif juga sering kali menjadi penyebab
utama konflik norma. Misalnya, ketika ada pembahasan
RUU di DPR yang tidak diimbangi dengan masukan dari
pemerintah daerah, dapat muncul peraturan yang tidak
relevan dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, peraturan
yang dihasilkan bisa saja tidak dapat diimplementasikan
dengan efektif, bahkan dapat menciptakan konflik dengan
regulasi yang sudah ada sebelumnya. Tanpa adanya sinergi
yang baik, setiap lembaga cenderung bergerak secara
independen, yang sering kali berujung pada tumpang tindih
norma dan konflik kepentingan.

2) Ketidakjelasan dalam Pengaturan Hierarki Hukum
Ketidakjelasan dalam pengaturan hierarki hukum merupakan
salah satu penyebab utama terjadinya konflik norma hukum.
Dalam sistem hukum yang ideal, setiap peraturan
perundang-undangan harus memiliki posisi yang jelas dalam
hierarki, di mana peraturan yang lebih tinggi harus
mengedepankan peraturan yang lebih rendah. Namun, dalam
praktiknya, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai
norma mana yang lebih berhak dijadikan acuan. Hal ini dapat
menciptakan kebingungan di kalangan penegak hukum,
masyarakat, dan lembaga pemerintahan yang berpotensi
merugikan kepastian hukum.

Salah satu contoh ketidakjelasan ini muncul ketika ada
peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal
yang tidak sejalan dengan undang-undang nasional.
Misalnya, jika suatu daerah mengeluarkan peraturan yang

lebih ketat daripada ketentuan nasional, atau sebaliknya,
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tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai mana yang
harus diutamakan, masyarakat bisa jadi tidak tahu harus
mengikuti peraturan mana. Ketidakpastian ini dapat memicu
konflik hukum, karena penegak hukum dapat memiliki
interpretasi yang berbeda mengenai norma yang berlaku.
Perubahan Sosial yang Cepat

Perubahan sosial yang cepat sering kali menjadi faktor
pendorong terjadinya konflik norma hukum. Di era modern
ini, perkembangan teknologi, perubahan budaya, dan
dinamika sosial yang berlangsung cepat menciptakan
kebutuhan baru yang mendesak dalam masyarakat.
Misalnya, dengan munculnya teknologi baru seperti internet
dan media sosial, masyarakat menghadapi tantangan baru
yang tidak diatur oleh peraturan yang ada. Dalam situasi ini,
diperlukan undang-undang baru untuk mengatur aspek-
aspek yang terkait, seperti perlindungan data pribadi, hak
cipta, dan keamanan siber. Namun, jika undang-undang baru
ini tidak diselaraskan dengan norma hukum yang sudah ada,
maka konflik hukum dapat muncul.

Contoh konkret dari konflik yang muncul akibat perubahan
sosial ini adalah masalah perlindungan konsumen di era
digital. Banyak perusahaan memanfaatkan platform digital
untuk menjual produk dan layanan, tetapi regulasi yang ada
mungkin belum memadai untuk mengatasi praktik-praktik
yang merugikan konsumen. Jika pemerintah mengeluarkan
undang-undang baru tanpa mempertimbangkan aturan yang
sudah ada, bisa terjadi tumpang tindih atau bahkan bentrokan
antara peraturan baru dan yang sudah ada sebelumnya. Ini
dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha
dan masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan
ketidakpastian hukum.

Upaya Mencegah Konflik Norma Hukum
1) Proses Harmonisasi

Proses harmonisasi  perundang-undangan  merupakan
langkah krusial dalam mencegah terjadinya konflik norma
hukum yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya
banyak regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga,
risiko terjadinya tumpang tindih atau bentrokan antar norma
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menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, harmonisasi
diperlukan untuk menyelaraskan berbagai peraturan yang
ada agar tidak saling bertentangan.
Untuk penyusunan undang-undang baru, evaluasi terhadap
peraturan yang sudah ada harus menjadi bagian integral dari
proses legislasi. Misalnya, sebelum menyusun RUU yang
baru, para pembuat kebijakan perlu melakukan analisis
terhadap norma-norma yang sudah ada untuk memastikan
bahwa isi RUU tidak bertentangan dengan undang-undang
yang telah disahkan sebelumnya. Jika ada ketentuan yang
saling bertolak belakang, langkah-langkah revisi atau
penyesuaian perlu dilakukan agar keduanya dapat berjalan
secara harmonis. Proses ini tidak hanya melibatkan
legislator, tetapi juga perlu melibatkan stakeholder terkait,
termasuk masyarakat sipil, untuk mendapatkan masukan
yang lebih komprehensif.

2) Peningkatan Koordinasi Antarlembaga
Peningkatan koordinasi antarlembaga merupakan salah satu
langkah krusial dalam mencegah konflik norma hukum yang
dapat mengganggu stabilitas dan kepastian hukum di
masyarakat. Dalam konteks ini, rapat koordinasi antara
lembaga legislatif dan eksekutif perlu dilakukan secara rutin.
Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi
peraturan yang akan dikeluarkan, sehingga dapat
memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang
sama mengenai substansi dan tujuan dari regulasi yang akan
ditetapkan. Dengan melibatkan berbagai lembaga dalam
proses perumusan Kkebijakan, diharapkan dapat tercipta
sinergi yang positif yang mengarah pada kebijakan yang
lebih komprehensif dan tidak saling bertentangan.
Pembuatan panduan bersama juga menjadi langkah penting
dalam meningkatkan koordinasi antarlembaga. Panduan ini
harus jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan
sebagai acuan oleh semua lembaga dalam menyusun
peraturan. Dalam panduan tersebut, perlu dijelaskan
bagaimana proses penyusunan peraturan dilakukan,
termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui, serta aspek-

aspek yang perlu diperhatikan agar peraturan yang
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dihasilkan selaras dan tidak saling berbenturan. Dengan
adanya panduan ini, setiap lembaga dapat lebih mudah
mengikuti standar yang telah ditetapkan, sehingga
memperkecil kemungkinan terjadinya konflik norma hukum.
3) Pelibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi

Pelibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan
langkah penting untuk mencegah konflik norma hukum yang
mungkin timbul akibat kebijakan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan melibatkan
masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami berbagai
perspektif yang ada, terutama mengenai dampak dari
peraturan yang akan dibuat. Konsultasi publik menjadi salah
satu metode efektif untuk mengumpulkan masukan dari
masyarakat. Dalam forum ini, individu dan kelompok
masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan
kritik, dan menawarkan solusi terhadap rancangan peraturan
yang diusulkan.

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat
mengidentifikasi potensi konflik norma sebelum peraturan
tersebut diundangkan. Ketika masyarakat terlibat, dapat
membahas ketidaksesuaian atau pertentangan yang mungkin
terjadi dengan peraturan yang sudah ada. Misalnya, jika
suatu RUU mengatur tentang pengelolaan sumber daya
alam, masyarakat yang berpengalaman dan memiliki
pengetahuan tentang praktik lokal dapat memberikan
informasi berharga mengenai norma-norma yang berlaku di
komunitas. Masukan ini dapat membantu pembuat kebijakan
untuk mengevaluasi dan menyesuaikan isi RUU agar tidak
bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan yang sudah
ada.

B. Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Harmonisasi

Lembaga yang Bertanggung Jawab dalam Harmonisasi
perundang-undangan di Indonesia mencakup sejumlah institusi yang
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang
disusun dan diterapkan selaras dengan ketentuan hukum yang lebih
tinggi.
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Peran Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN)
Harmonisasi perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu

proses yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Di antara
lembaga-lembaga tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konsistensi dan
keselarasan peraturan perundang-undangan.

a.

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyusunan
dan pengelolaan peraturan perundang-undangan. Beberapa tugas
dan fungsi Kemenkumham yang relevan dengan harmonisasi
perundang-undangan antara lain:

1) Penyusunan RUU

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) berperan sentral dalam penyusunan
Rancangan Undang-Undang (RUU) di Indonesia. Sebagai
inisiator dan pengelola proses legislasi, Kemenkumham
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap RUU
yang disusun memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku
dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Dalam hal ini, Kemenkumham harus
memperhatikan konstitusi, undang-undang, serta peraturan
pemerintah yang ada untuk menghindari pertentangan
hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam
pelaksanaan undang-undang tersebut.

Selama proses penyusunan RUU, Kemenkumham juga
melakukan evaluasi mendalam terhadap RUU yang
diajukan. Proses ini mencakup analisis komprehensif untuk
menilai isi RUU, termasuk substansi, tujuan, dan dampak
yang mungkin timbul. Melalui mekanisme ini,
Kemenkumham tidak hanya memastikan kesesuaian RUU
dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga
mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin muncul
dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Hal ini sangat
penting untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem
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hukum nasional dan menjaga integritas perundang-undangan
yang berlaku.
Konsultasi dan Koordinasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham)  memiliki  peran  krusial  dalam
mengkoordinasikan proses legislasi di Indonesia, baik di
tingkat nasional maupun daerah. Salah satu aspek penting
dari peran ini adalah mekanisme konsultasi, di mana
Kemenkumham Dberupaya untuk melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dalam proses penyusunan peraturan.
Dengan menciptakan forum diskusi yang inklusif,
Kemenkumham memberikan kesempatan bagi masyarakat,
akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk
menyampaikan pandangan dan sarannya mengenai
rancangan peraturan yang sedang dibahas. Hal ini penting
agar produk hukum vyang dihasilkan benar-benar
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Koordinasi yang dilakukan oleh Kemenkumham tidak hanya
terbatas pada konsultasi publik, tetapi juga mencakup
interaksi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
Dalam  proses legislasi, Kemenkumham  menjalin
komunikasi yang efektif dengan kementerian, lembaga
negara, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa
semua perspektif dipertimbangkan. Dengan cara ini,
Kemenkumham berupaya mencegah terjadinya konflik
norma yang dapat muncul akibat ketidaksinkronan antara
peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda.
Koordinasi yang baik akan menghasilkan produk hukum
yang harmonis dan saling melengkapi, serta menghindari
tumpang tindih regulasi.
Pembinaan dan Sosialisasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) berperan penting dalam pembinaan dan
sosialisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk memastikan
bahwa masyarakat memahami dan dapat
mengimplementasikan berbagai peraturan yang berlaku.
Pembinaan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga
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bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
sehingga dapat berperan aktif dalam menjaga kepatuhan
terhadap hukum. Melalui berbagai program sosialisasi,
Kemenkumham berusaha menjangkau masyarakat luas,
termasuk kelompok-kelompok yang mungkin memiliki
akses terbatas terhadap informasi hukum.
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham
meliputi berbagai metode, seperti seminar, lokakarya, dan
penyebaran materi edukasi yang mudah dipahami. Dalam
kegiatan ini, Kemenkumham tidak hanya memberikan
penjelasan mengenai peraturan baru, tetapi juga menjelaskan
konteks dan tujuan dari regulasi tersebut. Dengan cara ini,
masyarakat diharapkan dapat melihat relevansi peraturan
dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi krusial,
terutama ketika ada perubahan signifikan dalam perundang-
undangan yang mempengaruhi banyak orang, seperti
undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia,
perlindungan konsumen, atau kebijakan lingkungan.
b. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan unit

kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas

untuk melakukan pembinaan hukum secara nasional. BPHN

memiliki peran yang spesifik dalam harmonisasi perundang-

undangan, antara lain:

1) Penelitian dan Pengkajian
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki peran
strategis dalam melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah
untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang
muncul akibat konflik norma yang sering kali terjadi dalam
sistem hukum. Dalam menjalankan fungsinya, BPHN
mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari
berbagai sumber, termasuk penelitian terdahulu, studi
lapangan, dan konsultasi dengan para ahli hukum. Proses ini
memungkinkan BPHN untuk memahami secara mendalam
bagaimana regulasi yang ada berinteraksi satu sama lain dan
dampaknya terhadap masyarakat.
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Dengan penelitian ini, BPHN juga berupaya untuk
menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik
norma yang teridentifikasi. Misalnya, jika terdapat peraturan
yang saling bertentangan antara undang-undang yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan daerah,
BPHN dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan
harmonisasi atau revisi terhadap regulasi tersebut. Dengan
demikian, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh
BPHN tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki
implikasi praktis yang dapat membantu menciptakan sistem
hukum yang lebih efektif dan efisien.
Penyusunan Rencana AKksi
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berperan
penting dalam menyusun rencana aksi harmonisasi
perundang-undangan di Indonesia. Rencana aksi ini
bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih
terintegrasi dan efisien, dengan memastikan bahwa semua
peraturan yang ada saling mendukung dan tidak saling
bertentangan. Dalam menghadapi kompleksitas regulasi
yang ada, BPHN berupaya untuk menciptakan langkah-
langkah konkret yang dapat diimplementasikan oleh
berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah,
dan pemangku kepentingan lainnya.
Pada proses penyusunan rencana aksi, BPHN melakukan
analisis mendalam terhadap peraturan yang ada dan
mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin terjadi. Hal
ini melibatkan pengkajian terhadap undang-undang yang
telah disahkan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah,
serta dampaknya terhadap masyarakat dan implementasinya
di lapangan. Dengan pendekatan yang komprehensif, BPHN
dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meredakan
atau menghilangkan ketidakpastian hukum yang disebabkan
oleh regulasi yang tidak harmonis.
Setelah analisis dilakukan, BPHN kemudian menyusun
langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam rencana
aksi harmonisasi. Langkah-langkah ini mencakup tindakan
seperti revisi terhadap peraturan yang saling bertentangan,
penyusunan peraturan pelaksana yang diperlukan, serta
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pembentukan forum koordinasi antara lembaga-lembaga
terkait. Dengan adanya langkah-langkah yang jelas dan
terukur, diharapkan pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan
lebih lancar dan efektif, sehingga tercipta sistem hukum yang
lebih harmonis dan berkeadilan.

3) Evaluasi dan Monitoring
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki
tanggung jawab penting dalam melakukan evaluasi dan
monitoring terhadap implementasi peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Tugas ini sangat krusial untuk
memastikan bahwa semua peraturan yang telah disusun dan
diharmonisasikan dapat diterapkan secara efektif di
lapangan. Melalui proses evaluasi, BPHN dapat
mengidentifikasi masalah dan kendala yang muncul dalam
pelaksanaan peraturan, yang sering kali tidak terlihat pada
tahap penyusunan undang-undang.
Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN meliputi analisis
mendalam terhadap berbagai aspek penerapan peraturan,
termasuk bagaimana peraturan tersebut dipahami dan
diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, serta
dampaknya terhadap masyarakat. Dengan mengumpulkan
data dan informasi dari berbagai sumber, BPHN dapat
mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau
disesuaikan. Hasil evaluasi ini sangat berharga untuk
memberikan masukan kepada Kementerian Hukum dan
HAM serta lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses
legislasi, agar dapat melakukan penyesuaian yang
diperlukan.

2. Kolaborasi Antar Lembaga dalam Harmonisasi Peraturan
Harmonisasi perundang-undangan merupakan proses yang
kompleks dan memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga
pemerintah. Di Indonesia, berbagai lembaga memiliki tanggung jawab
dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi peraturan perundang-
undangan. Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga menjadi sangat
penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan saling
mendukung, konsisten, dan mampu menjawab tantangan hukum yang

berkembang.
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Forum Koordinasi
Penyelenggaraan forum koordinasi antara lembaga pemerintah
merupakan langkah strategis untuk memastikan harmonisasi
peraturan yang lebih baik di Indonesia. Forum ini berfungsi
sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antar lembaga, di
mana isu-isu terkait peraturan perundang-undangan dapat
dibahas secara mendalam. Melalui berbagai format, seperti rapat
berkala, seminar, atau lokakarya, forum ini memungkinkan
berbagai pihak untuk saling bertukar informasi dan perspektif.
Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dalam forum ini
memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun mencerminkan
kepentingan dan kebutuhan berbagai sektor.
Salah satu contoh nyata dari forum koordinasi adalah ketika
Kementerian Hukum dan HAM mengundang kementerian lain
untuk mendiskusikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
sedang disusun. Dalam forum tersebut, perwakilan dari
kementerian yang berwenang dalam isu terkait dapat
memberikan masukan yang berharga, serta mengidentifikasi
potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian
antara RUU dan peraturan yang telah ada. Hal ini tidak hanya
meningkatkan kualitas RUU vyang disusun, tetapi juga
membangun rasa saling percaya dan kerjasama antar lembaga.
Penyusunan Rencana Aksi Bersama
Penyusunan rencana aksi bersama antara lembaga pemerintah
sangat penting untuk mencapai harmonisasi peraturan yang
efektif. Rencana ini berfungsi sebagai peta jalan yang jelas dalam
upaya menyelaraskan berbagai peraturan yang ada, baik di
tingkat nasional maupun daerah. Dalam rencana aksi ini,
langkah-langkah konkret yang harus diambil diidentifikasi secara
sistematis, termasuk penetapan prioritas untuk peraturan-
peraturan yang paling membutuhkan penyelarasan. Dengan
adanya rencana yang terstruktur, setiap lembaga akan memiliki
pedoman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab dalam
proses harmonisasi.
Salah satu contoh nyata dari penyusunan rencana aksi bersama
adalah program harmonisasi peraturan daerah yang melibatkan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dalam program ini, kedua
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lembaga berkolaborasi untuk menyelaraskan peraturan daerah
dengan undang-undang nasional yang lebih tinggi. Proses ini
mencakup evaluasi peraturan daerah yang ada untuk
mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan regulasi nasional.
Dengan melibatkan BPHN, Kemenkumham dapat memanfaatkan
keahlian dalam penelitian dan analisis hukum untuk memahami
implikasi dari setiap peraturan yang akan diharmonisasikan.
c. Penyuluhan dan Sosialisasi Bersama

Penyuluhan dan sosialisasi bersama merupakan langkah strategis
dalam mengedukasi masyarakat mengenai peraturan baru yang
telah disusun. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dalam
menyelenggarakan seminar atau lokakarya memberikan platform
yang efektif untuk menjelaskan isi dan tujuan dari peraturan
tersebut. Melalui kegiatan ini, berbagai pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat, pegiat hukum, dan pelaku industri, dapat
berinteraksi langsung dengan pembicara yang memiliki keahlian
di bidangnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman
masyarakat tetapi juga membangun kepercayaan terhadap
lembaga pemerintah. Kegiatan penyuluhan yang melibatkan
banyak lembaga juga berfungsi sebagai sarana untuk
mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,
lembaga-lembaga tersebut dapat memperoleh informasi berharga
mengenai bagaimana peraturan baru tersebut akan diterima dan
diimplementasikan di lapangan.

C. Praktik: Analisis Konflik Perundang-Undangan di Indonesia

Konflik  perundang-undangan terjadi  ketika  terdapat
ketidaksesuaian antara berbagai regulasi yang ada, baik antara undang-
undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Fenomena ini
seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga
negara dalam proses pembentukan hukum. Misalnya, peraturan daerah
yang bertentangan dengan undang-undang nasional  dapat
mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat
dan pelaku usaha.
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1. Konflik antara UU No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah

Konflik antara Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan peraturan daerah (Perda) telah menjadi masalah
yang signifikan di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan ruang
dan lingkungan hidup. UU No. 26 Tahun 2007 menetapkan prinsip-
prinsip dasar mengenai tata ruang, yang mencakup pengaturan
pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan, dan penataan
pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tujuan utama
undang-undang ini adalah untuk menciptakan keselarasan antara
penggunaan lahan dan pembangunan, serta untuk melindungi hak
masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif pembangunan yang
tidak terencana.

Pada praktiknya, banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan
Peraturan Daerah (Perda) atau izin usaha yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah disahkan berdasarkan
UU No. 26 Tahun 2007. Konflik ini sering kali muncul ketika
pemerintah daerah memberikan izin usaha kepada pengembang atau
perusahaan yang ingin memanfaatkan lahan tertentu untuk kegiatan
industri, pertambangan, atau komersial, tanpa memperhatikan rencana
tata ruang yang telah ditetapkan secara nasional. Akibatnya, hal ini
menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat setempat yang
merasa haknya atas ruang dan lingkungan hidup dilanggar.

Salah satu contoh nyata dari konflik ini adalah ketika sebuah
perusahaan diberikan izin untuk membuka usaha pertambangan atau
perkebunan di kawasan yang seharusnya dilindungi atau diperuntukkan
sebagai area hijau berdasarkan RTRW nasional. Ketika izin tersebut
diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat yang tinggal di sekitar
kawasan tersebut merasa dirugikan karena aktivitas usaha yang
dilakukan perusahaan dapat merusak lingkungan, menurunkan kualitas
air dan udara, serta mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat
lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kehilangan hak untuk
menyuarakan pendapat mengenai penggunaan ruang di wilayahnya.

Perbedaan antara peraturan daerah dan UU No. 26 Tahun 2007
ini juga menciptakan masalah hukum yang kompleks. Di satu sisi,
pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola
wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun di
sisi lain, penataan ruang nasional diatur oleh undang-undang yang harus
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dipatuhi oleh seluruh wilayah di Indonesia, tanpa terkecuali. Ketika
pemerintah daerah mengeluarkan izin yang bertentangan dengan rencana
tata ruang nasional, hal ini menyebabkan konflik hukum dan
kebingungan di tingkat pelaksanaan.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik ini adalah
lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam
penyusunan dan pengawasan tata ruang. Sering kali, pemerintah daerah
lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek, seperti peningkatan
pendapatan daerah melalui pemberian izin usaha kepada investor, tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tata ruang dan
lingkungan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah pusat terhadap
implementasi UU No. 26 Tahun 2007 di tingkat daerah sering kali
kurang optimal, sehingga banyak daerah yang tidak sepenuhnya
mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Konflik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat
menimbulkan kerugian ekonomi bagi pengusaha. Ketika izin usaha
diberikan tanpa memperhatikan rencana tata ruang, proyek-proyek yang
dijalankan oleh perusahaan sering kali berisiko dihentikan atau ditunda
karena adanya protes dari masyarakat atau intervensi dari pemerintah
pusat. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi
perusahaan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan investasi
di Indonesia. Pengusaha yang sudah berinvestasi besar dalam proyek
harus menghadapi risiko hukum dan sosial yang tinggi akibat konflik tata
ruang.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya lebih serius dari
pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam
hal penataan ruang. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa rencana
tata ruang nasional diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah,
dan setiap peraturan daerah yang dikeluarkan harus konsisten dengan
prinsip-prinsip tata ruang yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang
juga harus ditingkatkan. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam
pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan di wilayahnya,
sehingga memiliki hak untuk menolak proyek-proyek yang dapat
merugikan lingkungan dan kehidupan.
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2. Konflik antara UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah
tentang Hutan

Konflik antara Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan
hutan merupakan salah satu masalah besar yang mempengaruhi
keberlanjutan lingkungan di Indonesia. UU No. 41 Tahun 1999
menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian
hutan untuk memastikan kelestarian ekosistem hutan dan sumber daya
alam yang ada di dalamnya. Undang-undang ini memberikan kerangka
hukum untuk mencegah pembalakan liar, konversi hutan tanpa izin, dan
degradasi hutan yang mengancam keanekaragaman hayati. Namun,
implementasi undang-undang ini sering berbenturan dengan kebijakan
pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi
jangka pendek.

Salah satu bentuk pelanggaran peraturan ini terjadi ketika
pemerintah daerah mengeluarkan izin untuk pembalakan liar atau
konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tanpa
mempertimbangkan dampak lingkungan yang diatur dalam UU No. 41
Tahun 1999. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, lahan hutan
yang seharusnya dilindungi justru dialihfungsikan untuk kepentingan
komersial, terutama perkebunan kelapa sawit. Meskipun ekonomi lokal
dapat diuntungkan dari aktivitas ini, akibatnya adalah kerusakan hutan
yang signifikan, termasuk penurunan tutupan hutan, hilangnya habitat
satwa liar, dan degradasi kualitas tanah dan air.

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sering Kkali
mengabaikan dampak negatif terhadap hutan dan ekosistem sekitarnya.
Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada
upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi di sektor
perkebunan dan industri, seperti kelapa sawit. Pemerintah daerah
seringkali melihat konversi hutan sebagai peluang untuk mempercepat
pembangunan ekonomi, tanpa memikirkan kerugian jangka panjang
terhadap lingkungan. Akibatnya, muncul konflik antara perusahaan yang
mendapatkan izin pembukaan lahan dan masyarakat lokal yang merasa
dirugikan oleh kerusakan hutan dan hilangnya akses terhadap sumber
daya alam.

Masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada hutan untuk
mata pencaharian, seperti petani kecil, masyarakat adat, dan pengumpul
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hasil hutan, sering kali menjadi korban dari kebijakan konversi hutan.
Ketika hutan dibabat untuk perkebunan, masyarakat kehilangan akses ke
lahan yang digunakan untuk bertani, mengumpulkan kayu bakar, atau
mencari hasil hutan non-kayu. Selain itu, kerusakan hutan dapat
menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Konflik ini
diperburuk oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan mengenai penggunaan lahan, yang mengakibatkan
ketidakadilan sosial dan lingkungan.

Kasus di mana pemerintah daerah memberikan izin konversi
hutan untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan peraturan
kehutanan nasional menciptakan ketidakpastian hukum. Perusahaan
yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit atau industri kayu
sering kali terjebak dalam konflik hukum dan sosial dengan masyarakat
lokal atau organisasi lingkungan, harus menghadapi risiko hukum ketika
izin yang dimiliki dianggap melanggar UU No. 41 Tahun 1999, terutama
jika pemerintah pusat atau pengadilan memutuskan bahwa izin tersebut
tidak sah. Selain itu, perusahaan juga berisiko menghadapi tekanan
internasional dan domestik terkait pelanggaran lingkungan dan hak-hak
masyarakat adat.

Salah satu penyebab utama dari konflik ini adalah kurangnya
pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1999
di tingkat daerah. Meskipun undang-undang kehutanan telah
menetapkan aturan yang jelas mengenai pengelolaan hutan, pelanggaran
di lapangan sering kali terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan
adanya praktik korupsi di beberapa daerah. Pemerintah daerah yang
seharusnya menjalankan fungsi pengawasan justru sering kali terlibat
dalam praktik pemberian izin yang melanggar aturan demi keuntungan
finansial atau politik jangka pendek. Akibatnya, proses pemantauan
terhadap penggunaan hutan menjadi tidak efektif.

Untuk menyelesaikan konflik antara UU No. 41 Tahun 1999 dan
peraturan daerah, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat
dan daerah dalam hal pengelolaan hutan. Pemerintah pusat harus
memiliki kontrol yang lebih besar dalam memastikan bahwa izin yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang
diatur dalam undang-undang kehutanan. Selain itu, perlu ada mekanisme
yang lebih transparan dalam pemberian izin usaha terkait pengelolaan
hutan, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan organisasi
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lingkungan. Dengan demikian, keputusan mengenai penggunaan hutan
dapat mencerminkan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat dan
lingkungan.

D. Soal Latihan

1.

Menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip harmonisasi peraturan-
undangan yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang-undang di
Indonesia. Mengapa prinsip-prinsip tersebut penting dalam sistem
hukum Indonesia?

Berikan contoh kasus di mana ketidakharmonisan antara undang-
undang dan peraturan yang lebih rendah menyebabkan masalah
hukum di Indonesia. Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
ketidakharmonisan tersebut?

Menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga
yang terlibat dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan di
Indonesia, seperti DPR, Presiden, dan Kementerian Hukum dan
HAM. Bagaimana koordinasi antar lembaga ini berperan dalam
tercapainya harmonisasi yang efektif?

Apakah menurut Anda lembaga-lembaga yang terlibat dalam
harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah
berjalan optimal? menjelaskan pendapat Anda dengan contoh yang
relevan.

Bagaimana menurut Anda solusi yang dapat diambil untuk
menyelesaikan konflik peraturan-undangan yang terjadi di
Indonesia? Berikan contoh langkah-langkah konkret yang bisa
diterapkan.
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BAB ViiI
UJI MATERIIL DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan fungsi mahkamah konstitusi dalam

pengujian undang-undang, memahami putusan mahkamah konstitusi

dan dampaknya terhadap perundang-undangan, serta memahami studi

kasus: uji materiil UU KPK di mahkamah konstitusi, sehingga

pembaca dapat memahami mengenai pentingnya harmonisasi dalam

peraturan-undangan, peran lembaga-lembaga yang bertanggung

jawab, serta bagaimana menganalisis dan menyelesaikan konflik-

konflik hukum yang timbul di Indonesia.

Materi Pembelajaran

e Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

e Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya terhadap
Perundang-Undangan

e Studi Kasus: Uji Materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi

e Soal Latihan

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-

Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi yang sangat penting
dalam pengujian undang-undang di Indonesia, terutama dalam konteks
menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Salah satu peran utama MK
adalah melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dikeluarkan
oleh lembaga legislatif untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui proses ini,
MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang melindungi hak-hak
asasi manusia dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa setiap
undang-undang yang diberlakukan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar
negara.
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1.

Proses Uji Materiil terhadap Undang-Undang yang
Bertentangan dengan UUD 1945

Uji materiil merupakan salah satu fungsi penting Mahkamah

Konstitusi (MK) dalam rangka menjaga konstitusi dan memastikan
bahwa semua undang-undang yang diundangkan di Indonesia sesuai
dengan UUD 1945. Melalui uji materiil, MK berperan sebagai penjaga
konstitusi dan pengatur norma hukum, sehingga menghindari penerapan
undang-undang yang dapat merugikan hak-hak konstitusi warga negara.

a.

152

Pengajuan Permohonan
Proses uji materiil adalah mekanisme hukum yang
memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tahapan pertama dalam proses
ini adalah pengajuan permohonan, di mana pihak-pihak yang
memiliki kepentingan hukum dapat mengambil inisiatif untuk
meminta penilaian konstitusional terhadap suatu undang-undang.
Pengajuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga
supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional
warga negara.
Warga negara yang merasa dirugikan oleh undang-undang
memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materiil. Dalam
konteks ini, individu yang terkena dampak dari penerapan
undang-undang tersebut dapat berargumen bahwa ketentuan
hukum tertentu merugikan hak-haknya yang dilindungi oleh
UUD 1945. Misalnya, jika sebuah undang-undang ditetapkan dan
mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, individu atau
kelompok yang merasa dirugikan dapat menggunakan
mekanisme ini untuk mencari keadilan. Hal ini mencerminkan
prinsip akses terhadap keadilan, di mana setiap orang memiliki
kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan
lembaga peradilan.
Lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan.
DPR, sebagai representasi rakyat, dapat mengajukan uji materiil
terhadap undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip konstitusi. Di sisi lain, Presiden, sebagai kepala
negara, berwenang untuk mengajukan permohonan sebagai
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bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan yang diterapkan di negara ini
sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, pengajuan
permohonan oleh lembaga-lembaga negara ini memperkuat
legitimasi proses uji materiil.

b. Pemeriksaan Awal
Setelah permohonan uji materiil diajukan ke Mahkamah
Konstitusi (MK), langkah selanjutnya adalah pemeriksaan awal.
Tahap ini merupakan proses penting untuk memastikan bahwa
permohonan yang diajukan memenuhi syarat-syarat formal dan
substansial yang ditetapkan. Pada tahap ini, MK akan melakukan
analisis terhadap dokumen yang diajukan, memeriksa apakah
semua persyaratan administrasi terpenuhi, dan menilai apakah
alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dianggap layak untuk
ditindaklanjuti.
Pemeriksaan formal mencakup penilaian atas kelengkapan
dokumen, termasuk bukti identitas pemohon, surat kuasa jika
diwakili oleh pihak lain, serta argumen yang disampaikan dalam
permohonan. MK akan memastikan bahwa permohonan tersebut
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti batas waktu
pengajuan dan bentuk penyampaian permohonan. Jika semua
syarat formal terpenuhi, MK akan melanjutkan pemeriksaan ke
tahap berikutnya. Namun, jika terdapat kekurangan, MK dapat
meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang diperlukan
sebelum melanjutkan proses.
MK juga akan menilai substansi dari permohonan tersebut. Ini
berarti MK harus menentukan apakah klaim yang diajukan
pemohon memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan untuk
diperiksa. Dalam hal ini, MK akan mengevaluasi apakah ada
pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUD 1945 yang perlu
diinvestigasi lebih lanjut. Jika MK menemukan bahwa argumen
yang diajukan pemohon cukup signifikan dan relevan, maka
permohonan akan diterima untuk dilanjutkan ke pemeriksaan
lebih lanjut.

c. Sidang Pendahuluan
Setelah melalui tahap pemeriksaan awal, Mahkamah Konstitusi
(MK) akan melanjutkan proses uji materiil dengan menggelar

sidang pendahuluan. Sidang ini merupakan momen penting di
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mana semua pihak yang terlibat dalam perkara diberi kesempatan
untuk menyampaikan pandangan dan argumen. Dalam sidang
pendahuluan, MK bertujuan untuk memperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang diperdebatkan
dalam permohonan yang diajukan.
Pada sidang ini, pihak pemohon akan diwakili oleh pengacaranya
untuk menyampaikan argumen yang mendasari permohonan uji
materiil, akan menjelaskan secara rinci alasan mengapa undang-
undang yang diuji dianggap bertentangan dengan UUD 1945,
serta memberikan bukti-bukti yang mendukung klaimnya.
Kesempatan ini sangat penting bagi pemohon untuk
mempertegas posisinya dan membahas dampak negatif yang
mungkin ditimbulkan oleh undang-undang tersebut terhadap hak-
hak konstitusionalnya.
Pihak yang berwenang, seperti lembaga negara atau instansi
pemerintah yang mengeluarkan undang-undang tersebut, juga
akan diundang untuk memberikan tanggapan, akan
menyampaikan argumen yang mendukung keabsahan undang-
undang yang dipermasalahkan, serta menjelaskan dasar hukum
yang digunakan dalam penyusunan undang-undang tersebut.
Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai forum netral yang
memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk
menyampaikan pandangannya secara adil.
Pembuktian
Setelah tahap sidang pendahuluan, proses uji materiil di
Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut ke tahap pembuktian. Pada
tahap ini, pihak pemohon memiliki kesempatan untuk
menghadirkan saksi-saksi atau ahli yang dapat mendukung
argumennya. Kehadiran saksi dan ahli ini bertujuan untuk
memperkuat klaim bahwa undang-undang yang sedang diuji
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan membawa bukti-bukti
konkret dan penjelasan dari para ahli, pihak pemohon berusaha
meyakinkan MK tentang dampak negatif yang mungkin
ditimbulkan oleh undang-undang tersebut.
Pihak pemohon dapat memilih saksi-saksi yang memiliki
pengalaman atau pengetahuan yang relevan terhadap isu yang
diangkat. Misalnya, bisa menghadirkan masyarakat yang merasa
dirugikan oleh penerapan undang-undang atau akademisi yang
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menguasai aspek hukum yang bersangkutan. Dalam proses ini,
MK berperan sebagai mediator yang mendengarkan semua
keterangan dan memberikan kesempatan yang sama kepada
semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini
menciptakan suasana yang adil dan transparan dalam proses
hukum.

e. Putusan
Setelah menyelesaikan proses pembuktian, Mahkamah
Konstitusi (MK) memasuki tahap penting yaitu musyawarah
untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah ini, para hakim
MK berdiskusi secara mendalam mengenai seluruh bukti dan
argumen yang telah disampaikan selama proses uji materiil.
Proses ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan
berbagai aspek, termasuk relevansi bukti, kekuatan argumen, dan
implikasi dari keputusan yang akan diambil. Keputusan yang
dihasilkan dari musyawarah ini tidak hanya penting untuk para
pihak yang berperkara, tetapi juga untuk masyarakat luas, karena
menyangkut kepastian hukum dan keadilan.
Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, artinya keputusan
yang diambil tidak dapat diganggu gugat dan harus diakui oleh
semua pihak. Jika MK memutuskan bahwa undang-undang yang
diuji bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang
tersebut akan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Keputusan
ini merupakan langkah penting dalam menjaga konstitusi dan
menjamin bahwa semua peraturan yang berlaku sejalan dengan
prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan
demikian, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan
pelindung hak-hak warga negara.
Jika MK menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang
ditemukan dalam undang-undang yang diuji, maka undang-
undang tersebut akan tetap berlaku. Keputusan ini menunjukkan
bahwa undang-undang tersebut dianggap sesuai dengan
konstitusi dan memenuhi kepentingan hukum yang lebih besar.
Dalam hal ini, MK memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat dan semua pihak yang terlibat bahwa undang-undang
tersebut sah dan dapat diterapkan.

Perundang-Undangan 155



2.

Mekanisme Pengajuan Permohonan Uji Materiil

Uji materiil adalah proses yang dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan
dengan UUD 1945. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
konstitusional warga negara serta menjaga supremasi hukum di
Indonesia. Uji materiil memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya
adalah Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
Sebelum mengajukan permohonan uji materiil, terdapat beberapa syarat
yang harus dipenuhi oleh pemohon:

a.
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Kepentingan Hukum
Pada proses uji materiil, salah satu syarat utama yang harus
dipenuhi oleh pemohon adalah adanya kepentingan hukum yang
jelas dan langsung terkait dengan undang-undang yang diuji.
Kepentingan hukum ini mengacu pada hak, kepentingan, atau
posisi yang terpengaruh oleh ketentuan undang-undang yang
bersangkutan. Dengan kata lain, pemohon tidak bisa
sembarangan mengajukan permohonan tanpa adanya bukti
konkret bahwa undang-undang tersebut memiliki dampak
langsung terhadap dirinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar merasakan dampak
negatif dari undang-undang tersebut yang dapat mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Pentingnya menunjukkan kepentingan hukum ini juga berfungsi
untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem peradilan. Jika
setiap orang dapat mengajukan permohonan tanpa adanya dasar
yang kuat, hal ini dapat menyebabkan lonjakan kasus yang tidak
relevan dan menyita waktu serta sumber daya MK. Oleh karena
itu, MK mengharuskan pemohon untuk menyertakan bukti atau
penjelasan mengenai bagaimana undang-undang yang diuji
tersebut berdampak pada hak-haknya. Bukti ini bisa berupa
dokumen, saksi, atau argumentasi yang mendukung klaimnya,
sehingga MK dapat memahami konteks dan urgensi dari
permohonan yang diajukan.
Alasan Permohonan
Pada proses uji materiil, alasan permohonan menjadi salah satu
elemen kunci yang harus disampaikan oleh pemohon kepada
Mahkamah Konstitusi (MK). Setiap permohonan harus disertai
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dengan alasan yang jelas dan argumentatif mengenai mengapa
undang-undang yang diuji dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Alasan ini tidak hanya
berfungsi untuk menjelaskan posisi pemohon, tetapi juga untuk
memberikan konteks dan dasar hukum bagi MK dalam
memutuskan apakah undang-undang tersebut memang
melanggar konstitusi.

c. Bukti Pendukung
Pada proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK),
keberadaan bukti pendukung menjadi aspek krusial yang tidak
dapat diabaikan. Pemohon diwajibkan untuk melampirkan bukti-
bukti yang mendukung klaim bahwa undang-undang yang diuji
melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Bukti ini
berfungsi untuk memperkuat argumen yang diajukan dan
memberikan dasar yang jelas bagi MK untuk mempertimbangkan
keabsahan permohonan yang diajukan. Tanpa bukti yang kuat,
klaim pemohon akan kurang meyakinkan dan berpotensi ditolak.
Bukti pendukung dapat berbentuk berbagai jenis dokumen,
seperti laporan penelitian, studi kasus, atau data statistik yang
relevan dengan isu yang diangkat. Misalnya, jika pemohon
mengklaim bahwa suatu undang-undang mengurangi hak atas
pendidikan, bisa menyertakan data statistik mengenai jumlah
anak yang terancam putus sekolah akibat kebijakan tersebut.
Dokumen-dokumen ini memberikan konteks dan menunjukkan
dampak nyata dari undang-undang yang diuji, sehingga membuat
argumen pemohon lebih substansial.
Pemohon juga dapat menghadirkan saksi yang memiliki
kapasitas untuk memberikan informasi penting terkait dengan
dampak undang-undang tersebut. Saksi-saksi ini bisa berasal dari
kalangan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli di
bidangnya, atau bahkan praktisi hukum yang memahami konteks
hukum dan sosial. Kehadiran saksi dapat memperkuat narasi
yang dibangun oleh pemohon dan memberikan perspektif
tambahan yang bisa dipertimbangkan oleh MK dalam mengambil
keputusan.
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Implikasi Pengujian Uji Materiil

Proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki
dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar penilaian legalitas
suatu undang-undang. Salah satu implikasi paling signifikan dari
hasil pengujian ini adalah pencabutan atau ketidakberlakuan
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketika MK mengeluarkan
keputusan untuk membatalkan suatu undang-undang, hal ini
tidak hanya menghilangkan norma hukum yang dianggap cacat,
tetapi juga bisa mengubah secara drastis situasi hukum yang
berlaku. Masyarakat yang sebelumnya terikat oleh undang-
undang tersebut kini tidak lagi terikat, yang menciptakan peluang
bagi pembaruan hukum dan perbaikan dalam sistem legislasi.
Keputusan MK untuk mencabut suatu undang-undang juga dapat
mendorong perubahan peraturan yang lebih luas. Setelah
mengalami pembatalan, legislator akan dihadapkan pada
kebutuhan untuk merevisi atau mengganti undang-undang yang
dianggap cacat hukum. Proses ini dapat melibatkan konsultasi
lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk
memastikan bahwa peraturan baru yang disusun tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, keputusan MK tidak hanya
berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengarah
bagi perkembangan legislatif yang lebih baik di masa mendatang.
Proses uji materiil berpotensi meningkatkan kesadaran hukum di
kalangan masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan
bagaimana undang-undang diuji di MK, menjadi lebih paham
akan hak-hak konstitusional dan pentingnya menjaga keadilan
hukum. Proses ini menciptakan ruang bagi diskusi publik
mengenai isu-isu hukum yang relevan, sehingga masyarakat
tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam
pengawasan terhadap kebijakan hukum. Meningkatnya
kesadaran hukum ini sangat penting dalam menciptakan
masyarakat yang lebih partisipatif dan kritis terhadap tindakan
legislasi.
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B. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya terhadap

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang
signifikan terhadap perundang-undangan di Indonesia. Ketika MK
memutuskan suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi,
keputusan tersebut dapat mengakibatkan pembatalan atau revisi terhadap
undang-undang tersebut. Hal ini tidak hanya memengaruhi teks hukum
yang bersangkutan, tetapi juga memberikan implikasi lebih luas terhadap
kebijakan publik, praktik pemerintahan, dan perlindungan hak asasi
manusia.

1. Dampak Hukum Putusan MK terhadap Undang-Undang
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materiil memiliki
dampak signifikan terhadap perundang-undangan di Indonesia. Sebagai
lembaga yang bertugas untuk menguji kesesuaian undang-undang
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MK berperan penting
dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional
warga negara. Dampak hukum dari putusan MK sangat luas dan dapat
dibedakan menjadi beberapa aspek:
a. Pencabutan atau Ketidakberlakuan Undang-Undang
Pencabutan atau ketidakberlakuan undang-undang oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu dampak
paling langsung dari putusan yang diambil dalam proses uji
materiil. Ketika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
keputusan tersebut menandai bahwa undang-undang tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Hal ini membawa implikasi
yang sangat signifikan, karena masyarakat tidak lagi terikat pada
norma yang dianggap cacat hukum. Situasi ini menciptakan
ruang bagi masyarakat untuk beroperasi tanpa dibebani oleh
kewajiban hukum yang dianggap tidak adil atau bertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Proses pencabutan undang-undang ini tidak hanya memberikan
efek langsung kepada masyarakat, tetapi juga menggugah
kesadaran akan pentingnya keadilan hukum. Masyarakat yang
sebelumnya mungkin merasa tertekan oleh peraturan yang

dianggap merugikan kini memiliki harapan baru. Ketika sebuah
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undang-undang dibatalkan, ini menunjukkan bahwa ada
mekanisme dalam sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak
individu dan menjamin keadilan. Hal ini juga mendorong
masyarakat untuk lebih aktif dalam memperhatikan dan menuntut
perubahan terhadap undang-undang yang dirasa tidak adil.
Revisi atau Pembentukan Undang-Undang Baru

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan suatu
undang-undang cacat hukum memiliki implikasi yang jauh lebih
luas daripada sekadar pencabutan undang-undang tersebut. Salah
satu dampak signifikan dari keputusan ini adalah dorongan bagi
legislator untuk melakukan revisi atau bahkan pembentukan
undang-undang baru. Ketika MK memberikan putusan yang
menegaskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menjadi panggilan bagi para
pembuat kebijakan untuk segera mengambil langkah korektif
agar norma hukum yang ada dapat sesuai dengan konstitusi.
Revisi undang-undang ini penting dilakukan untuk memastikan
bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi
formalitas, tetapi juga dapat memberikan keadilan bagi
masyarakat. Legislator, yang dituntut untuk memperbaiki
undang-undang tersebut, biasanya akan melakukan konsultasi
dengan berbagai pihak, termasuk pakar hukum, organisasi
masyarakat sipil, dan stakeholders lainnya. Proses ini menjadi
penting dalam menghasilkan undang-undang yang lebih baik,
lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dengan melibatkan banyak pihak, revisi yang dihasilkan
diharapkan dapat menciptakan norma hukum yang lebih kuat dan
lebih dapat diterima oleh publik.

Penguatan Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam suatu undang-
undang memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-
hak warga negara. Ketika MK menegaskan bahwa suatu norma
hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, hal ini tidak
hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai
pengingat bagi semua pihak, termasuk legislator, bahwa setiap
undang-undang yang dibuat harus menghormati dan melindungi
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hak asasi manusia. Dengan demikian, keputusan MK menjadi
landasan bagi penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia.
Pengakuan terhadap pelanggaran HAM ini mendorong legislator
untuk merumuskan undang-undang yang lebih sensitif terhadap
hak-hak individu. Dalam proses pembentukan regulasi baru atau
revisi undang-undang yang ada, pembuat kebijakan diharuskan
untuk mempertimbangkan implikasi HAM dari setiap kebijakan
yang diusulkan. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog yang
lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, di mana
suara dan aspirasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok
rentan, lebih diperhatikan dalam proses legislasi.

Contoh Kasus Uji Materiil yang Berpengaruh Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting

dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, terutama dalam konteks
pengujian konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme uji
materiil. Melalui putusannya, MK tidak hanya menegakkan konstitusi
tetapi juga memengaruhi pembentukan dan perubahan perundang-
undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus uji
materiil yang memiliki dampak signifikan terhadap perundang-
undangan di Indonesia.

a.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV11/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV11/2019
mengenai Uji Materiil UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air merupakan tonggak penting dalam perlindungan hak-
hak masyarakat terhadap akses sumber daya air di Indonesia.
Dalam kasus ini, pemohon yang terdiri dari masyarakat sipil dan
organisasi lingkungan mengajukan permohonan uji materiil
dengan alasan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang
tersebut berpotensi merugikan hak masyarakat, berpendapat
bahwa ketentuan yang ada tidak cukup menjamin akses yang adil
dan merata terhadap sumber daya air, yang merupakan hak asasi
manusia yang diakui secara universal.

Setelah melalui proses hukum yang ketat, MK menyimpulkan
bahwa beberapa pasal dalam UU Sumber Daya Air memang
bertentangan dengan UUD 1945. MK menekankan bahwa akses
terhadap sumber daya air adalah hak konstitusional yang harus
dihormati dan dilindungi oleh negara. Dalam putusannya, MK
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menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air agar keputusan yang diambil tidak
hanya mencerminkan kepentingan segelintir pihak, tetapi juga
kepentingan publik yang lebih luas. Putusan ini menunjukkan
komitmen MK untuk menjaga hak-hak masyarakat dan
lingkungan dalam kerangka hukum yang lebih luas.
Dampak dari putusan ini cukup signifikan, karena tidak hanya
membatalkan beberapa ketentuan dalam UU tersebut, tetapi juga
memberikan dorongan bagi pemerintah untuk melakukan revisi
yang lebih komprehensif terhadap undang-undang yang
mengatur sumber daya air. Pemerintah diharapkan untuk
merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, di mana suara
masyarakat, terutama komunitas yang paling terdampak oleh
kebijakan pengelolaan air, diutamakan. Revisi ini penting agar
regulasi yang dihasilkan dapat menciptakan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat.
Putusan MK Nomor 19/PUU-X1/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-XI1/2013
mengenai Uji Materiil UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) mencerminkan upaya penting
dalam melindungi kebebasan berpendapat di dunia maya. Kasus
ini diawali oleh kekhawatiran masyarakat terkait beberapa pasal
dalam UU ITE yang dianggap dapat disalahgunakan untuk
membatasi kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, pemohon
yang terdiri dari individu dan organisasi masyarakat sipil
mengajukan uji materiil dengan alasan bahwa ketentuan dalam
undang-undang tersebut berpotensi merugikan hak asasi
manusia, khususnya hak untuk berpendapat dan berkomunikasi
secara bebas di dunia digital.
Setelah melalui proses pengujian yang mendalam, MK
menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU No. 19 Tahun
2016 memang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam
putusannya, MK menekankan pentingnya perlindungan terhadap
kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia
yang dijamin oleh konstitusi. MK menolak interpretasi yang
berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, serta menegaskan
bahwa kebebasan berpendapat harus dilindungi, bahkan di ruang
digital yang semakin berkembang. Keputusan ini menjadi sebuah
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langkah signifikan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di
Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan teknologi
informasi.
Putusan ini tidak hanya mengakhiri kekhawatiran masyarakat
mengenai potensi penyalahgunaan UU ITE, tetapi juga mengarah
pada perubahan dalam implementasi regulasi tersebut. MK
memberikan arahan kepada pemerintah dan pembuat undang-
undang untuk meninjau kembali pasal-pasal yang berpotensi
merugikan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, revisi yang
dilakukan diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang
lebih seimbang antara perlindungan terhadap hak-hak individu
dan kepentingan publik, tanpa harus mengorbankan kebebasan
berpendapat.
c. Putusan MK Nomor 56/PUU-X1/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-X1/2013
terkait Uji Materiil UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) merupakan langkah krusial dalam melindungi hak
asasi manusia dan memastikan keadilan bagi pegawai negeri sipil
(PNS). Dalam kasus ini, pemohon, yang terdiri dari beberapa
PNS, mengajukan argumen bahwa sejumlah ketentuan dalam UU
ASN berpotensi menciptakan perlakuan yang tidak adil, terutama
terhadap PNS yang terlibat dalam aksi demonstrasi, mengklaim
bahwa undang-undang tersebut menghambat kebebasan
berekspresi dan berpotensi menakut-nakuti PNS yang ingin
menyuarakan pendapatnya.
Setelah melakukan analisis yang mendalam, MK memutuskan
bahwa beberapa pasal dalam UU ASN tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menekankan bahwa
PNS memiliki hak untuk berpartisipasi dalam demonstrasi dan
menyampaikan pendapatnya tanpa takut menghadapi sanksi atau
tindakan disipliner. Keputusan ini menegaskan bahwa kebebasan
berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus
dijunjung tinggi, bahkan dalam konteks ASN yang selama ini
sering kali dianggap tidak memiliki ruang untuk berekspresi.
Putusan ini bukan hanya melindungi hak-hak PNS, tetapi juga
berkontribusi pada perubahan budaya di lingkungan ASN.
Dengan adanya perlindungan hukum terhadap partisipasi dalam
aksi demonstrasi, diharapkan akan terbentuk suasana yang lebih
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terbuka dan demokratis dalam tubuh pemerintahan. Ini
memberikan sinyal kepada semua pihak, baik PNS maupun
masyarakat umum, bahwa hak untuk berekspresi dan
menyuarakan pendapat harus dihargai, dan tindakan represif
terhadap PNS yang ingin bersuara tidak akan ditoleransi.

C. Studi Kasus: Uji Materiil UU KPK di Mahkamah Konstitusi

Uji materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
(UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu momen
penting dalam dinamika hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus,
terdapat permohonan uji materiil terhadap UU KPK yang diajukan oleh
masyarakat dan berbagai organisasi non-pemerintah, yang menilai
bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Proses ini mencerminkan peran aktif MK dalam
menjaga konstitusionalitas undang-undang serta mengedepankan
prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

1. Kasus Uji Materiil UU No. 19 Tahun 2019

Kasus uji materiil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan ketegangan antara upaya
pemberantasan korupsi dan tuntutan untuk menjaga independensi
lembaga penegak hukum di Indonesia. Pada tahun 2019, pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi undang-undang
KPK yang mencakup sejumlah perubahan substansial. Beberapa
perubahan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dari
kelompok masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia, yang menilai
bahwa perubahan tersebut berpotensi melemahkan fungsi dan
independensi KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

Pada konteks ini, beberapa pemohon kemudian mengajukan uji
materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan argumen bahwa UU
KPK yang baru bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menekankan
bahwa ketentuan yang ada dalam undang-undang baru dapat
mengganggu tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi,
berargumen bahwa perubahan yang dilakukan dalam revisi undang-
undang ini dapat menyebabkan pelambatan dan ketidakpastian dalam
proses penegakan hukum, serta memberikan ruang bagi praktik korupsi
untuk berkembang lebih leluasa.
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Salah satu isu utama yang diangkat dalam uji materiil ini adalah
ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan KPK kepada
lembaga lain, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap KPK. Para
pemohon berpendapat bahwa perubahan ini tidak hanya mengancam
keberlangsungan tugas KPK, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik
terhadap lembaga ini sebagai garda terdepan dalam pemberantasan
korupsi, khawatir bahwa pengetatan pengawasan tersebut justru akan
mengganggu independensi KPK dan menghalangi upaya lembaga
tersebut untuk bertindak secara efektif.

Mahkamah Konstitusi, setelah mempertimbangkan semua
argumen dan bukti yang diajukan, mengeluarkan putusan yang mengakui
pentingnya independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. MK
menyatakan bahwa undang-undang yang baru harus memenuhi prinsip-
prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945, termasuk perlindungan
terhadap independensi lembaga penegak hukum. Putusan ini
menegaskan bahwa KPK harus diberikan ruang yang cukup untuk
melaksanakan fungsi dan kewenangannya tanpa campur tangan yang
tidak perlu dari pihak manapun.

2. Poin-poin Penting dalam Permohonan Uji Materiil
a. Pelemahan Kewenangan KPK
Poin penting dalam permohonan uji materiil terkait UU KPK
yang baru adalah kekhawatiran mengenai pelemahan
kewenangan KPK, khususnya dalam hal penyadapan dan
penyidikan. Para pemohon menganggap bahwa perubahan
ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat menghambat
kemampuan KPK untuk bertindak cepat dan efektif dalam
melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Dengan
adanya pembatasan terhadap kewenangan ini, potensi penegakan
hukum yang selama ini menjadi andalan KPK dapat terganggu,
sehingga mengancam tujuan utama dari pembentukan lembaga
ini.
b. Proses Legislasi yang Tidak Transparan

Salah satu poin penting dalam permohonan uji materiil terhadap
UU KPK adalah kritik terhadap proses legislasi yang dianggap
tidak transparan. Pemohon membahas bahwa pengesahan UU
KPK yang baru dilakukan dalam waktu yang relatif singkat,
tanpa melibatkan partisipasi publik secara signifikan. Proses
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yang tergesa-gesa ini mengindikasikan adanya pengabaian
terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana seharusnya
masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik
terhadap undang-undang yang berdampak langsung pada
kehidupan.

Pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum

Pada permohonan uji materiil terhadap UU KPK, beberapa
pemohon menekankan bahwa perubahan yang dilakukan dalam
undang-undang tersebut melanggar prinsip negara hukum yang
dijamin oleh UUD 1945, berargumen bahwa pengesahan UU
KPK yang baru tidak hanya berpotensi melemahkan fungsi
pemberantasan korupsi, tetapi juga mengancam perlindungan hak
asasi manusia. Pemohon menganggap bahwa setiap perubahan
hukum harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak
asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan,
transparansi, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 30 Desember 2020, MK mengeluarkan putusan

terkait uji materiil UU KPK. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa
beberapa ketentuan dalam UU KPK yang baru bertentangan dengan
UUD 1945, terutama yang menyangkut prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

a.
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Menegaskan Independensi KPK
Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan
pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berperan krusial dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. MK menyatakan
bahwa independensi KPK harus dijaga untuk memastikan bahwa
lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi
atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan DPR.
Ketentuan yang berpotensi melemahkan kewenangan KPK,
seperti pembatasan dalam penyadapan dan penyidikan, dinilai
dapat merusak efektivitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.
MK menekankan bahwa pengawasan yang efektif terhadap
tindakan korupsi memerlukan kewenangan yang kuat dan tidak
terbatas bagi KPK. Dalam putusan tersebut, MK meminta agar
ketentuan-ketentuan yang berpotensi melemahkan KPK dicabut
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demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Hal
ini penting untuk memastikan bahwa KPK dapat beroperasi
dengan optimal dalam memberantas praktik korupsi yang telah
merugikan masyarakat dan negara.

b. Rekomendasi terhadap Pemerintah dan DPR
Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya
menekankan pentingnya independensi KPK, tetapi juga
memberikan rekomendasi tegas kepada pemerintah dan DPR
untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang
baru. MK menegaskan bahwa revisi tersebut harus dilakukan
dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta melibatkan pakar
hukum. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa
regulasi yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kepentingan
publik, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan
transparansi.
MK mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses
legislasi adalah bagian integral dari praktik demokrasi yang
sehat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi, pemerintah
dan DPR dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah
yang mungkin muncul dalam undang-undang baru. Selain itu,
masukan dari pakar hukum dapat membantu memastikan bahwa
revisi tersebut sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku.

c. Pentingnya Proses Legislatif yang Partisipatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa proses legislasi
yang partisipatif dan transparan sangat penting dalam pembuatan
undang-undang, terutama untuk memastikan bahwa regulasi
yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan
masyarakat. MK berargumen bahwa undang-undang yang baik
harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, untuk
mendapatkan pandangan yang komprehensif. Dengan melibatkan
pihak-pihak ini, proses legislasi dapat menghasilkan norma
hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
Proses legislasi yang transparan juga berkontribusi pada

akuntabilitas pemerintah dan lembaga legislatif. Dengan
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menyediakan ruang bagi partisipasi publik, pemerintah dan DPR
menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan
keputusan memberikan kesempatan untuk menampung aspirasi
serta kekhawatiran publik, sehingga undang-undang yang
dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima
secara sosial.

D. Soal Latihan

1.
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Menjelaskan secara rinci fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa dasar hukum
yang mengatur kewenangan MK dalam hal ini?

Dalam konteks pengujian undang-undang, apa yang dimaksud
dengan uji materiil? Menjelaskan bagaimana MK melaksanakan uji
materiil dan dampaknya terhadap produk legislasi di Indonesia.
Menjelaskan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat
mempengaruhi keberlakuan undang-undang yang diuji. Apa saja
jenis-jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh MK dalam pengujian
undang-undang?

Analisis dampak keputusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan atau mengubah ketentuan dalam suatu undang-undang
terhadap kebijakan publik dan pelaksanaan hukum di Indonesia.
Berdasarkan studi kasus uji materiil Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi, jelaskan pokok-pokok permasalahan yang dipersoalkan
oleh pemohon dalam uji materiil tersebut.
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BAB IX
PENERAPAN DAN PENGAWASAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan implementasi perundang-
undangan, memahami pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang, serta memahami studi kasus: implementasi UU ITE dan
tantangannya, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam
bagaimana peraturan-undangan diimplementasikan, bagaimana
pengawasan terhadapnya dilakukan, serta dapat menganalisis dan
memberikan solusi terhadap tantangan yang muncul, Khususnya
melalui studi kasus UU ITE.

Materi Pembelajaran

e Implementasi Perundang-Undangan

e Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

e Studi Kasus: Implementasi UU ITE dan Tantangannya

e Soal Latihan

Implementasi Perundang-Undangan

Implementasi perundang-undangan merupakan proses penerapan
undang-undang yang telah disahkan ke dalam praktik kehidupan sosial,
politik, dan ekonomi masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aktor,
termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, yang berperan
dalam menerjemahkan norma-norma hukum ke dalam tindakan nyata.
Implementasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga hukum dapat
memberikan keadilan dan kepastian hukum.

1. Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang
Penerapan perundang-undangan di Indonesia merupakan aspek
yang krusial dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Namun,
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implementasi yang efektif seringkali terhambat oleh berbagai tantangan
yang kompleks. Implementasi yang efektif dari undang-undang sangat
penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam aspek sosial,
ekonomi, maupun lingkungan. Tanpa penerapan yang baik, undang-
undang akan kehilangan maknanya, dan tujuan untuk menciptakan
keadilan serta kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

a.
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Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai
norma-norma hukum yang baru menjadi salah satu tantangan
utama dalam penerapan undang-undang di Indonesia.
Masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang
memadai mengenai perubahan-perubahan hukum yang terjadi,
sehingga tidak tahu bagaimana undang-undang baru tersebut
berpengaruh pada hak dan kewajibannya.
Ketidakpahaman ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi
juga berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum. Tanpa
pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin melanggar
norma-norma hukum tanpa sengaja, karena tidak menyadari
bahwa tindakannya sudah melanggar peraturan yang ada. Ini
dapat mengakibatkan sanksi hukum yang tidak adil bagi yang
tidak memiliki informasi yang cukup. Dalam konteks ini,
sosialisasi yang kurang efektif dapat mengurangi rasa
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam
penerapan undang-undang berperan krusial dalam keberhasilan
penegakan hukum di Indonesia. Banyak aparatur negara,
termasuk pegawai pemerintah dan penegak hukum, masih belum
memiliki pemahaman yang memadai mengenai substansi
undang-undang yang diterapkan. Menurut Setiadi (2018),
kurangnya pengetahuan ini berpotensi mengakibatkan penerapan
undang-undang yang tidak optimal dan menimbulkan
ketidakpastian hukum di masyarakat.
Salah satu masalah utama adalah pendidikan dan pelatihan yang
kurang memadai bagi aparat yang terlibat dalam penerapan
hukum. Banyak pegawai pemerintah dan penegak hukum yang
tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap pelatihan atau
sosialisasi mengenai undang-undang baru. Tanpa pemahaman
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yang baik tentang prinsip-prinsip hukum dan substansi undang-
undang, mungkin kesulitan dalam menginterpretasikan dan
menerapkan hukum dengan benar. Hal ini dapat berujung pada
kesalahan dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya
merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan.
c. Infrastruktur yang Tidak Memadai
Infrastruktur yang tidak memadai, baik dari segi fisik maupun
sistem, merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi
undang-undang di Indonesia. Ketiadaan sarana dan prasarana
yang memadai untuk pelaksanaan tugas sering kali menghambat
efektivitas institusi penegak hukum. Tanpa infrastruktur yang
memadai, proses penegakan hukum menjadi terhambat, yang
pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
institusi hukum.
Pada konteks penegakan hukum, kurangnya fasilitas fisik seperti
gedung pengadilan yang layak, ruang tahanan yang aman, serta
peralatan pendukung seperti teknologi informasi dapat
mengakibatkan proses hukum yang lambat dan tidak efisien.
Misalnya, jika pengadilan tidak memiliki sistem manajemen
kasus yang baik, maka penjadwalan sidang bisa terhambat,
mengakibatkan penundaan yang berkepanjangan. Situasi ini
tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara
hukum, tetapi juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat
tentang keadilan.
d. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan utama
dalam penerapan undang-undang di Indonesia, terutama bagi
program-program yang memerlukan pendanaan besar. Menurut
Suryanto dan Kurniati (2020), keterbatasan dana seringkali
menjadi penghalang bagi pelaksanaan program-program yang
sudah  diamanatkan  oleh  undang-undang, sehingga
mengakibatkan implementasi yang tidak maksimal. Tanpa
anggaran yang memadai, institusi terkait kesulitan untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal.
Kondisi ini lebih jelas terlihat dalam sektor-sektor seperti
pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum, di mana
kebutuhan pendanaan sangat tinggi. Misalnya, dalam upaya
memperbaiki sistem pendidikan nasional, banyak program yang
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tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya karena tidak adanya
alokasi anggaran yang cukup. Hal ini tidak hanya berdampak
pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada akses masyarakat
terhadap layanan pendidikan yang memadai. Akibatnya,
program-program yang bertujuan untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.
Resistensi dari Masyarakat
Resistensi dari masyarakat terhadap penerapan undang-undang
baru sering kali menjadi kendala signifikan dalam proses
implementasi kebijakan. Salah satu penyebab utama dari
resistensi ini adalah ketidaksesuaian antara norma-norma hukum
yang baru dengan nilai-nilai lokal atau budaya masyarakat.
Ketika masyarakat merasa bahwa undang-undang tersebut tidak
mencerminkan tradisi, kepercayaan, atau cara hidup, cenderung
menunjukkan penolakan. Protes atau penolakan terhadap
kebijakan pemerintah dapat menjadi bentuk reaksi terhadap
perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan identitas lokal.
Resistensi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari
demonstrasi, unjuk rasa, hingga petisi. Misalnya, ketika
pemerintah menerapkan kebijakan yang dianggap merugikan
hak-hak masyarakat adat, maka masyarakat adat seringkali akan
melakukan protes untuk mempertahankan hak-haknya. Tindakan
ini bukan hanya sekadar penolakan, tetapi juga merupakan upaya
untuk melindungi nilai-nilai yang dianggap penting bagi
identitasnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memahami
konteks sosial dan budaya sebelum menerapkan undang-undang
baru.
Politik dan Kebijakan Publik
Perubahan politik dan kebijakan publik berperan penting dalam
menentukan konsistensi dan keberlangsungan penerapan
undang-undang. Ketika terjadi perubahan di tingkat
pemerintahan, baik itu akibat pemilihan umum, pergantian
pejabat, atau pergeseran dalam koalisi politik, kebijakan publik
yang ada juga dapat mengalami perubahan yang signifikan. Hal
ini seringkali menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan
undang-undang, sehingga menghambat efektivitas implementasi
kebijakan tersebut. Ketidakpastian politik dapat menyebabkan
penundaan dalam pelaksanaan kebijakan, yang berdampak
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2.

langsung pada keberlangsungan dan efektivitas penerapan
undang-undang.

Salah satu dampak utama dari perubahan politik adalah
munculnya agenda politik baru yang dapat mengabaikan atau
bahkan membatalkan kebijakan yang sudah ada. Misalnya,
sebuah pemerintahan baru mungkin memiliki visi dan prioritas
yang berbeda dari pendahulunya, yang mengarah pada
pengabaian atau revisi undang-undang yang telah disusun. Hal
ini tidak hanya membingungkan bagi aparat penegak hukum
tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada kepastian
hukum. Ketidakpastian ini menciptakan kekhawatiran di
kalangan masyarakat mengenai perlindungan hak-haknya dan
penerapan hukum yang adil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi
Undang-Undang

Keberhasilan implementasi undang-undang di Indonesia sangat

bergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan
dengan substansi undang-undang itu sendiri, tetapi juga dengan konteks
sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana undang-undang tersebut
diterapkan.

a.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang jelas dan konsisten merupakan kunci
utama dalam keberhasilan implementasi undang-undang. Ketika
pemerintah merumuskan kebijakan dengan tegas dan transparan,
hal ini tidak hanya memberikan pedoman yang jelas bagi aparat
penegak hukum, tetapi juga membangun kepercayaan di
kalangan masyarakat. Kebijakan yang ambigu atau sering
berubah dapat menyebabkan kebingungan, baik di kalangan
masyarakat yang berhak atas perlindungan hukum, maupun bagi
penegak hukum yang bertugas menerapkan ketentuan-ketentuan
hukum tersebut. Ketidakjelasan dalam kebijakan bisa
mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan berbagai
pihak.

Kualitas Peraturan Pelaksana

Kualitas peraturan pelaksana merupakan faktor krusial dalam
memastikan bahwa undang-undang dapat diimplementasikan
secara efektif. Setelah undang-undang ditetapkan, penting untuk
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memiliki peraturan pelaksana yang jelas dan mendetail agar
proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Peraturan ini
berfungsi sebagai panduan teknis yang memberikan rincian
tentang cara kerja undang-undang tersebut di lapangan. Tanpa
adanya peraturan pelaksana yang memadai, undang-undang yang
telah ditetapkan bisa menjadi tidak efektif karena tidak ada
pedoman yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasinya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat
krusial dalam penerapan undang-undang. Tanpa SDM yang
terlatih dan berkompeten, pelaksanaan undang-undang dapat
terhambat dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai
contoh, dalam sektor penegakan hukum, aparat penegak hukum
harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-
undang yang berlaku agar dapat menjalankan tugasnya secara
efektif. Hal ini termasuk kemampuan untuk menerjemahkan
norma-norma hukum ke dalam praktik nyata di lapangan, serta
memahami prosedur yang harus diikuti.

Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran yang memadai merupakan faktor yang
sangat penting dalam keberhasilan implementasi undang-undang.
Tanpa alokasi dana yang cukup, banyak program yang dirancang
untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tidak dapat
dilaksanakan secara optimal. Misalnya, sosialisasi mengenai
undang-undang baru kepada masyarakat sering kali terhambat
karena terbatasnya dana untuk kampanye informasi, yang
seharusnya dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap
norma-norma hukum yang baru diterapkan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses implementasi undang-
undang adalah aspek yang sangat krusial untuk keberhasilan
penerapan norma-norma hukum. Ketika masyarakat dilibatkan
dalam setiap tahap pelaksanaan undang-undang, menjadi lebih
sadar akan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Hal ini
tidak hanya membantunya memahami isi undang-undang, tetapi
juga mendorongnya untuk menjadi agen perubahan yang aktif

dalam lingkungan sosial. Tingkat pemahaman yang tinggi di
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antara masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan
kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

f. Lingkungan Sosial dan Budaya
Lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam
keberhasilan implementasi undang-undang. Ketika undang-
undang yang baru diterapkan tidak sejalan dengan nilai-nilai
budaya atau norma-norma sosial yang telah ada dalam
masyarakat, penerapannya akan menemui berbagai kendala.
Misalnya, undang-undang yang dianggap mengancam tradisi
lokal atau cara hidup masyarakat dapat memicu resistensi yang
kuat.

g. Kualitas dan Integritas Penegak Hukum
Kualitas dan integritas penegak hukum merupakan faktor kunci
dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan
berkeadilan. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa,
dan hakim, tidak memiliki integritas yang tinggi, masyarakat
cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
Ketidakpuasan masyarakat seringkali muncul akibat perilaku
korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh yang seharusnya
menjadi pelindung dan penegak hukum. Hal ini menimbulkan
keraguan tentang keadilan dan kebenaran dalam proses hukum,
yang pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan masyarakat
terhadap undang-undang yang berlaku.

h. Sistem Monitoring dan Evaluasi
Sistem monitoring dan evaluasi yang baik merupakan elemen
krusial dalam mengukur efektivitas implementasi undang-
undang. Tanpa sistem yang terstruktur, sulit untuk mendapatkan
gambaran akurat mengenai sejauh mana undang-undang
diterapkan di lapangan. Proses monitoring yang berkala
memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data dan
informasi yang relevan tentang kinerja undang-undang, serta
dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini sangat penting untuk
mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang mungkin
muncul dalam penerapan undang-undang.

i.  Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan undang-
undang berperanan yang semakin penting dalam era digital ini.
Dengan kemajuan teknologi, proses administrasi yang berkaitan
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dengan penerapan undang-undang dapat dilakukan dengan lebih
cepat dan efisien. Misalnya, sistem manajemen data berbasis
digital memungkinkan pengolahan informasi hukum secara real-
time, mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses
permohonan, pengaduan, dan dokumen hukum lainnya. Hal ini
tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkecil
kemungkinan kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam proses
manual.

J.  Stabilitas Politik
Stabilitas politik merupakan salah satu faktor kunci yang
memengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang di
suatu negara. Ketika situasi politik stabil, pemerintah dapat
menjalankan kebijakan dan program-programnya dengan lebih
konsisten dan terarah. Sebaliknya, dalam situasi ketidakpastian
politik seperti adanya perubahan pemerintahan yang mendasar,
krisis politik, atau konflik penerapan undang-undang sering kali
terganggu. Stabilitas politik menciptakan landasan yang kuat
untuk konsistensi dan kesinambungan dalam implementasi
regulasi yang ada.

B. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan
langkah krusial untuk memastikan bahwa norma hukum diterapkan
secara konsisten dan efektif dalam praktik. Proses ini melibatkan
berbagai lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
yang memiliki peran masing-masing dalam menjaga agar implementasi
undang-undang sesuai dengan tujuan dan prinsip yang diatur.
Pengawasan ini juga mencakup partisipasi masyarakat yang dapat
memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang.

1. Pengawasan oleh Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan
aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Pengawasan ini dilakukan
oleh tiga cabang kekuasaan negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi masing-masing
dalam memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara efektif dan
sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
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a. Pengawasan oleh Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan

undang-undang. DPR bertugas untuk mengawasi pelaksanaan

undang-undang yang telah disahkan serta melakukan evaluasi

terhadap kinerja pemerintah. Beberapa mekanisme pengawasan

yang dilakukan oleh DPR meliputi:

1) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Pengawasan oleh lembaga legislatif, khususnya Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), berperan penting dalam
memastikan implementasi undang-undang berjalan dengan
baik. Salah satu metode yang digunakan DPR untuk
melakukan pengawasan adalah melalui Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU). Dalam RDPU, DPR
mengundang berbagai pihak, termasuk masyarakat, ahli,
dan organisasi terkait, untuk memberikan masukan dan
pandangannya mengenai pelaksanaan undang-undang yang
ada. Forum ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi dua
arah, tetapi juga menciptakan transparansi dalam proses
legislasi.
Dengan RDPU, DPR dapat mengidentifikasi berbagai
masalah yang muncul dalam penerapan undang-undang.
Misalnya, jika terdapat kebingungan di masyarakat tentang
substansi atau penerapan suatu undang-undang, masukan
dari berbagai pihak dalam RDPU dapat membantu DPR
memahami kendala-kendala yang dihadapi. Dengan
demikian, DPR dapat mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk memperbaiki atau merevisi regulasi yang
dianggap tidak efektif. Ini juga membantu DPR dalam
menjalankan fungsi pengawasan dan perwakilan dengan
lebih baik, karena dapat menyampaikan suara rakyat dalam
kebijakan publik.
2) Anggaran dan Pertanggungjawaban
Pengawasan oleh lembaga legislatif, terutama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), terhadap penggunaan anggaran
negara adalah salah satu aspek krusial dalam memastikan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
publik. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan
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pembahasan dan pengesahan anggaran yang diajukan oleh
pemerintah. Proses ini melibatkan analisis mendalam
terhadap rencana pengeluaran dan pendapatan negara untuk
memastikan bahwa anggaran yang disusun selaras dengan
kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional.
Setelah anggaran disahkan, DPR terus menjalankan
perannya  melalui  evaluasi  pertanggungjawaban
penggunaan anggaran olen  pemerintah. Melalui
mekanisme ini, DPR dapat menilai apakah alokasi
anggaran telah digunakan sesuai dengan peruntukannya
dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi ini tidak
hanya mencakup laporan keuangan, tetapi juga penilaian
terhadap dampak program yang didanai oleh anggaran
tersebut. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau
ketidaksesuaian, DPR berhak untuk meminta klarifikasi
dan tindakan korektif dari pemerintah.
Interpelasi dan Hak Angket
Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
terhadap pelaksanaan undang-undang juga dilakukan
melalui mekanisme interpelasi dan hak angket. Interpelasi
merupakan salah satu alat kontrol legislatif yang
memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan dari
pemerintah terkait kebijakan atau tindakan tertentu yang
dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
mengajukan interpelasi, DPR dapat mengklarifikasi dan
mendiskusikan isu-isu yang mungkin menimbulkan
kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan publik,
sehingga pemerintah  dituntut untuk  memberikan
penjelasan yang transparan dan akuntabel (Susanto, 2018).
DPR juga memiliki hak angket yang memungkinkan untuk
menyelidiki suatu masalah secara mendalam. Dengan
menggunakan hak angket, DPR dapat membentuk panitia
khusus yang bertugas untuk mengumpulkan fakta-fakta
dan informasi terkait isu tertentu, seperti penyimpangan
dalam pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang
merugikan masyarakat. Proses ini memberi kesempatan
bagi DPR untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja
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pemerintah dan mendalami aspek-aspek yang kurang
transparan. Hak angket menjadi alat yang sangat berharga
untuk  memperkuat akuntabilitas pemerintah  dan
memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang diambil
oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
b. Pengawasan oleh Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, juga memiliki
peran penting dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang.
Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
1) Rapat Koordinasi
Pengawasan oleh lembaga eksekutif terhadap pelaksanaan
undang-undang dilakukan melalui mekanisme rapat
koordinasi antar kementerian dan lembaga. Rapat ini
bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam
implementasi kebijakan yang diatur oleh undang-undang.
Dalam setiap rapat koordinasi, masing-masing lembaga akan
menyampaikan laporan terkait progres pelaksanaan tugas
serta tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, informasi
yang diperoleh dari berbagai perspektif lembaga dapat
membantu pemerintah untuk memahami situasi secara lebih
menyeluruh.
Proses diskusi dalam rapat koordinasi ini tidak hanya
sekadar penyampaian laporan, tetapi juga melibatkan
pencarian solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh
masing-masing lembaga. Melalui interaksi yang aktif,
lembaga-lembaga tersebut dapat berbagi pengalaman dan
praktik terbaik dalam mengimplementasikan undang-
undang. Hal ini penting agar pemerintah tidak hanya
mengidentifikasi kendala, tetapi juga berupaya untuk
mencari jalan keluar yang inovatif dan efektif. Diskusi yang
terbuka juga dapat mengurangi silo antara lembaga, sehingga
setiap lembaga merasa memiliki kontribusi yang berarti
dalam proses implementasi.
2) Laporan Pelaksanaan
Pengawasan oleh lembaga eksekutif dalam implementasi
undang-undang juga dilakukan melalui mekanisme
penyampaian laporan pelaksanaan. Setiap kementerian dan
lembaga pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan
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menyerahkan laporan kepada Presiden terkait pelaksanaan
program dan kegiatan yang diatur dalam undang-undang.
Laporan ini mencakup informasi yang komprehensif
mengenai berbagai aspek implementasi, termasuk progres,
kendala, dan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian,
laporan tersebut berfungsi sebagai alat evaluasi bagi
pemerintah untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan.
Laporan pelaksanaan tidak hanya berfungsi sebagai
dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana
transparansi dan akuntabilitas. Melalui laporan ini, setiap
kementerian dan lembaga dapat mempertanggungjawabkan
penggunaan sumber daya dan efektivitas program yang
dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga
memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah  untuk
mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu diperbaiki
dalam pelaksanaan undang-undang.
Pengawasan Internal
Pengawasan internal merupakan mekanisme penting dalam
setiap kementerian dan lembaga pemerintah untuk
memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap unit pengawasan internal memiliki tanggung jawab
untuk mengawasi dan menilai proses kerja di dalam
organisasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua
kegiatan operasional dan program yang dilaksanakan tidak
menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, serta
memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara
efektif.
Salah satu fungsi utama dari pengawasan internal adalah
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik
korupsi. Dengan adanya unit pengawasan ini, setiap tindakan
dan keputusan yang diambil oleh pegawai dan pejabat di
dalam kementerian dapat dipantau secara rutin. Pengawasan
yang ketat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi
penyalahgunaan wewenang, sehingga tindakan korektif
dapat segera diambil. Ini tidak hanya melindungi integritas
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institusi tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintahan.
c. Pengawasan oleh Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan

pengadilan lainnya, memiliki peran penting dalam pengawasan

pelaksanaan undang-undang melalui fungsi peradilan. Berikut

adalah beberapa mekanisme pengawasan oleh lembaga yudikatif:

1) Pengujian Undang-Undang
Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum
Indonesia yang berfungsi untuk menjaga konstitusionalitas
peraturan perundang-undangan. MK memiliki wewenang
untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). lJika
ditemukan adanya ketidaksesuaian, MK dapat menyatakan
bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku, yang
memberikan  perlindungan  terhadap  prinsip-prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.
Proses pengujian undang-undang di MK memungkinkan
masyarakat atau lembaga tertentu untuk mengajukan
permohonan uji materiil terhadap undang-undang yang
dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Melalui proses ini,
MK berperan sebagai lembaga yang menjaga supremasi
hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Jika
MK memutuskan bahwa undang-undang tersebut melanggar
konstitusi, maka undang-undang tersebut harus dicabut atau
direvisi, sehingga memberikan kesempatan bagi legislator
untuk memperbaiki aturan yang ada.

2) Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa oleh lembaga yudikatif, khususnya
pengadilan, merupakan aspek penting dalam menjaga
keadilan dan kepastian hukum di suatu negara. Dalam
konteks pelaksanaan undang-undang, sengketa dapat muncul
akibat tindakan pemerintah atau pihak lain yang dianggap
melanggar hak-hak masyarakat. Melalui mekanisme
pengadilan, individu atau kelompok yang merasa dirugikan
dapat mengajukan gugatan untuk menuntut keadilan,
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sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk
menegakkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Proses penyelesaian sengketa di pengadilan memberikan
kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan
argumen dan bukti yang mendukung posisinya. Pengadilan
bertindak sebagai lembaga independen yang menilai dan
memutuskan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Keberadaan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian
sengketa ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan
yang diambil oleh pemerintah atau pihak lain harus sesuai
dengan undang-undang, sehingga tidak ada pihak yang
merasa tertindas atau dirugikan tanpa adanya proses hukum
yang adil.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi fundamental
dari lembaga yudikatif dalam sistem hukum suatu negara.
Tugas ini meliputi penerapan hukum dan pemberian sanksi
terhadap individu atau entitas yang melanggar ketentuan
undang-undang. Dengan penegakan hukum yang tegas,
lembaga yudikatif tidak hanya berperan sebagai mediator
dalam sengketa, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam
memastikan bahwa norma-norma hukum dihormati dan
dilaksanakan secara efektif. Hal ini sangat penting untuk
menjaga keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.
Sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga yudikatif terhadap
pelanggaran undang-undang berfungsi sebagai bentuk
konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum. Dengan memberikan hukuman yang
sesuai, diharapkan pelanggar akan merasakan efek jera dan
tidak mengulangi perbuatannya. Lebih jauh lagi, penegakan
hukum yang konsisten dapat membangun rasa kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Ketika
masyarakat  melihat bahwa  pelanggaran  hukum
ditindaklanjuti dengan serius, akan lebih cenderung untuk
mematuhi peraturan yang ada.
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2. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Implementasi Undang-
Undang

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang bukan hanya

tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif

masyarakat. Dalam konteks demokrasi, masyarakat memiliki hak dan

kewajiban untuk ikut serta dalam mengawasi dan menilai implementasi

undang-undang agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan

kepentingan publik. Di Indonesia, peran masyarakat dalam pengawasan

undang-undang semakin diakui dan penting, terutama dalam

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam

pengambilan keputusan.

a. Advokasi dan Penyuluhan
Advokasi dan penyuluhan merupakan langkah strategis yang
dapat diambil oleh masyarakat untuk memastikan bahwa
pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas
lokal sering kali menjadi motor penggerak dalam kegiatan ini,
dengan menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan diskusi publik
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kegiatan
ini tidak hanya memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi dialog
antara masyarakat dan pemerintah. Melalui interaksi ini,
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya,
sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan
dan harapan publik. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang
hukum, masyarakat memiliki kapasitas yang lebih besar untuk
berpartisipasi dalam pengawasan undang-undang, dapat
mengidentifikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap
hukum dan menyuarakan keberatannya.
b. Pengawasan Sosial

Pengawasan sosial merupakan bentuk partisipasi masyarakat
yang memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Salah satu
bentuk konkret dari pengawasan sosial adalah pengamatan
langsung terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur
yang didanai oleh anggaran negara. Melalui pengamatan ini,
masyarakat dapat menilai kualitas, kemajuan, dan kepatuhan

proyek terhadap rencana yang telah ditetapkan. Aktivitas ini tidak
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hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat,
tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil
pembangunan yang menggunakan dana publik. Masyarakat yang
aktif dalam pengawasan sosial berpotensi menjadi ujung tombak
dalam mendeteksi penyimpangan atau praktik korupsi. Dengan
keterlibatan langsung, dapat melaporkan ketidaksesuaian antara
yang direncanakan dan yang terealisasi.
c. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi telah merubah cara masyarakat
berinteraksi dengan pemerintah dan mengawasi pelaksanaan
undang-undang. Dalam era digital, akses yang lebih besar
terhadap informasi memungkinkan individu untuk mendapatkan
data dan memahami hak serta kewajiban. Media sosial dan
platform online berfungsi sebagai saluran komunikasi yang
efektif antara masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi aliran
informasi yang lebih cepat dan transparan. Hal ini membuat
masyarakat lebih sadar akan situasi hukum dan dapat berperan
aktif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Salah satu
bentuk nyata dari penggunaan teknologi informasi adalah
aplikasi pengaduan dan platform citizen reporting. Melalui
aplikasi ini, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran atau
ketidakpuasan secara langsung kepada pemerintah.

C. Studi Kasus: Implementasi UU ITE dan Tantangannya

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
No. 11 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun
2016, merupakan payung hukum di Indonesia yang mengatur berbagai
aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
UU ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi
elektronik dan melindungi pengguna dari kejahatan siber. Meskipun
tujuan UU ITE sangat positif, implementasinya menghadapi berbagai
tantangan, mulai dari penegakan hukum hingga pemahaman masyarakat
tentang ketentuan yang ada.
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1. Kasus Pencemaran Nama Baik: Kicauan Twitter Afi Nihaya
Faradisa

Kasus pencemaran nama baik melalui kicauan Twitter yang
melibatkan Afi Nihaya Faradisa pada tahun 2018 menjadi salah satu
contoh mencolok mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Kasus ini bermula ketika
Afi, seorang pengguna Twitter yang aktif menyuarakan pandangan-
pandangannya, mengunggah sebuah kicauan yang kemudian dianggap
merugikan pihak tertentu. Laporan terhadap Afi atas dugaan pencemaran
nama baik memicu proses hukum yang panjang, sekaligus menimbulkan
diskusi luas tentang kebebasan berekspresi di media sosial dan
bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk membatasi kritik di ruang
publik.

Afi, yang sebelumnya dikenal karena tulisan-tulisannya yang
berani di media sosial, mendadak menjadi sorotan setelah kicauannya
dinilai mencemarkan nama baik seorang individu. Laporan pencemaran
nama baik ini didasarkan pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, yang mengatur
bahwa seseorang dapat dipidana jika terbukti mencemarkan nama baik
melalui media elektronik. Namun, banyak pihak menilai bahwa pasal
tersebut cenderung kabur dan rentan digunakan sebagai alat untuk
menekan kebebasan berpendapat, terutama di era digital.

Proses hukum yang dijalani Afi menarik perhatian publik.
Banyak yang mempertanyakan apakah kritik atau pernyataan yang
disampaikan di media sosial bisa serta-merta dianggap sebagai
pencemaran nama baik, atau apakah ada ruang untuk kebebasan
berpendapat dalam bingkai hukum yang ada. Kasus ini tidak hanya
membatasi pada persoalan individu, tetapi menjadi simbol dari potensi
penyalahgunaan UU ITE yang bisa digunakan untuk membungkam
suara-suara Kritis di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dan
organisasi hak asasi manusia pun mulai menyuarakan kekhawatiran
terhadap penerapan UU ITE.

Setelah menjalani proses hukum yang panjang, Afi akhirnya
dibebaskan, meski dampak psikologis dan sosial dari kasus ini tetap
dirasakannya. Meskipun ia tidak dipenjara, tekanan sosial dan
ketidakpastian selama proses hukum membuat Afi merasa terintimidasi
dan membatasi aktivitasnya di media sosial. Perasaan takut akan
dilaporkan atau dipidanakan atas kritik yang disampaikan di ruang
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publik digital menjadi lebih nyata, terutama bagi yang sering
menyuarakan opini Kritis terhadap isu-isu sosial, politik, atau keadilan.

Kasus ini menggarisbawahi ketegangan antara kebebasan
berekspresi dan perlindungan reputasi individu di bawah payung hukum
yang ada. Di satu sisi, setiap individu berhak atas perlindungan dari
pencemaran nama baik atau penghinaan yang dapat merusak
reputasinya. Di sisi lain, ruang digital seperti media sosial seharusnya
menjadi tempat yang bebas untuk berpendapat, mengkritik, dan
berdiskusi tanpa takut dihukum secara tidak proporsional. Kasus Afi
menunjukkan bahwa batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama
baik dalam konteks UU ITE masih belum jelas, sehingga rentan
disalahgunakan.

Banyak pengamat hukum berpendapat bahwa UU ITE,
khususnya Pasal 27 Ayat 3, perlu dikaji ulang agar tidak mudah
digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Kritik utama
terhadap UU ITE adalah bahwa ketentuan-ketentuannya terlalu luas dan
dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh aparat penegak hukum,
tergantung pada siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan.
Ketiadaan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan
"pencemaran nama baik™ menyebabkan ketidakpastian hukum yang
berdampak negatif bagi para pengguna media sosial.

Kasus Afi juga menjadi preseden penting untuk diskusi tentang
peran media sosial sebagai ruang demokratis yang memungkinkan
masyarakat menyuarakan pendapatnya. Saat ini, media sosial telah
menjadi platform utama bagi banyak orang untuk mengakses informasi,
berinteraksi, dan menyampaikan pandangannya mengenai berbagai isu.
Namun, jika regulasi seperti UU ITE terus digunakan untuk membatasi
kebebasan berekspresi, ada kekhawatiran bahwa ruang tersebut akan
semakin menyusut, dan orang-orang akan merasa takut untuk berbicara
secara terbuka.

2. Kasus Penipuan Online: Modus Penipuan Investasi Bodong
Kasus penipuan online yang melibatkan skema investasi bodong,
seperti yang terjadi pada aplikasi investasi "Binomo" pada tahun 2020,
membahas tantangan besar yang dihadapi masyarakat di era digital.
Aplikasi ini, yang menawarkan janji keuntungan besar dengan risiko
rendah, berhasil menarik banyak korban, yang tergiur dengan janji-janji

tersebut akhirnya harus menelan kerugian besar. Kasus ini adalah contoh
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nyata dari maraknya penipuan berbasis teknologi dan bagaimana
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
diterapkan dalam menangani kejahatan siber semacam ini.

Skema yang ditawarkan oleh aplikasi "Binomo™ tampak menarik
bagi masyarakat yang belum memahami risiko dari investasi bodong.
Melalui iklan yang tersebar luas di media sosial dan internet, aplikasi ini
mempromosikan keuntungan yang tidak realistis dan tanpa transparansi
yang memadai. Banyak pengguna yang tertarik untuk berinvestasi,
mengira akan memperoleh keuntungan cepat. Namun, alih-alih
mendapatkan keuntungan, justru mengalami kerugian besar. Modus
penipuan ini didasarkan pada manipulasi data dan platform yang sengaja
dibuat untuk membingungkan investor.

Setelah banyak korban melaporkan kerugian yang dialami, pihak
kepolisian mulai menginvestigasi kasus ini. Penipuan investasi bodong
seperti "Binomo" menggunakan teknologi digital untuk mengelabui
korban, dan hal ini membuatnya masuk dalam kategori pelanggaran UU
ITE. Polisi berhasil menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam
operasi platform tersebut, dengan tuduhan melakukan penipuan dan
pelanggaran terhadap UU ITE yang meliputi penggunaan informasi dan
media digital untuk melakukan kejahatan.

Penerapan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan pentingnya
regulasi dalam melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Namun,
kasus ini juga menggarisbawahi bahwa regulasi saja tidak cukup untuk
mencegah penipuan online. Selain penegakan hukum yang tegas,
diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi yang aman
dan cara mengidentifikasi penipuan online. Banyak masyarakat yang
menjadi korban penipuan semacam ini karena kurangnya pemahaman
tentang bagaimana investasi bodong bekerja dan tanda-tanda bahaya
yang harus diwaspadai.

Kasus "Binomo" bukanlah yang pertama dari jenisnya, tetapi
menjadi salah satu contoh besar dari bagaimana penipuan online bisa
menjangkau banyak korban melalui media digital. Modus operandinya
sangat umum, di mana pelaku menggunakan iklan palsu, testimoni fiktif,
dan data yang dipalsukan untuk meyakinkan calon investor. Dengan
begitu, masyarakat yang tidak waspada dan tidak terbiasa dengan
investasi digital cenderung menjadi target yang mudah bagi pelaku
penipuan.
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Pada konteks ini, edukasi masyarakat sangat penting. Masyarakat
perlu memahami dasar-dasar investasi yang aman, termasuk mengenali
tanda-tanda penipuan seperti janji keuntungan yang terlalu besar,
minimnya informasi tentang risiko, dan tidak adanya regulasi yang
mengatur platform investasi. Pemerintah, bersama dengan lembaga
keuangan, perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan kampanye
mengenai investasi yang benar agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam
modus penipuan online seperti ini. Kasus ini juga membahas perlunya
pengawasan yang lebih ketat terhadap platform investasi online. Banyak
platform yang muncul di internet tanpa pengawasan yang jelas dari
otoritas terkait. Dalam kasus "Binomo", banyak korban yang merasa
terlambat menyadari bahwa platform tersebut sebenarnya tidak memiliki
izin resmi untuk menawarkan layanan investasi.

D. Soal Latihan

1. Menjelaskan secara rinci proses implementasi peraturan-undangan di
Indonesia, mulai dari tahap perencanaan hingga penerapan di
lapangan. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu undang-undang?

2. Analisislah tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam
melaksanakan peraturan-undangan yang baru disetujui. Berikan
contoh nyata dari pengalaman penerapan undang-undang di
Indonesia yang tidak berjalan efektif dan bagaimana seharusnya
langkah-langkah koreksi yang dapat diambil.

3. Menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang yang diterapkan di Indonesia. Apa saja lembaga yang
berperan dalam pengawasan ini dan bagaimana koordinasi antar
lembaga tersebut?

4. Analisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat
dan lembaga-lembaga negara dapat mengurangi potensi otoritas
berwenang dalam pelaksanaan peraturan-undangan. Berikan contoh
kasus yang relevan.

5. Menjelaskan secara rinci tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagaimana UU ITE
diharapkan dapat mengatur dunia digital di Indonesia?
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BAB X
REVISI DAN PEMBATALAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan revisi dan pembaruan perundang-
undangan, memahami pembatalan undang-undang, serta memahami
studi kasus: revisi undang-undang ketenagakerjaan, sehingga pembaca
dapat memahami secara mendalam proses revisi dan pembaruan
peraturan-undangan, mekanisme pembatalan undang-undang, serta
dapat menganalisis dan memberikan pendapat yang berdasarkan pada
studi kasus terkait revisi undang-undang ketenagakerjaan di
Indonesia.

Materi Pembelajaran

e Revisi dan Pembaruan Perundang-Undangan

e Pembatalan Undang-Undang

e Studi Kasus: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

e Soal Latihan

Revisi dan Pembaruan Perundang-Undangan

Revisi dan pembaruan perundang-undangan adalah proses
penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa
undang-undang yang berlaku tetap relevan dan responsif terhadap
perubahan kebutuhan masyarakat. Proses ini dapat meliputi perubahan
substansi, penghapusan ketentuan yang tidak lagi sesuai, atau
penambahan pasal baru untuk mengakomodasi perkembangan sosial,
ekonomi, dan teknologi. Sebagai bagian dari proses demokratis, revisi
undang-undang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, guna menciptakan
regulasi yang lebih efektif dan mencerminkan aspirasi rakyat.
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1. Prosedur Revisi Undang-Undang yang Sudah Disahkan

Revisi undang-undang merupakan proses penting dalam sistem
hukum Indonesia yang bertujuan untuk memperbarui dan memperbaiki
ketentuan hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
kebutuhan hukum yang dinamis. Revisi ini dapat dilakukan atas inisiatif
pemerintah, DPR, atau masyarakat melalui berbagai mekanisme yang
diatur dalam perundang-undangan.

Revisi undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan
berbagai undang-undang terkait lainnya, seperti UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perundang-undangan. Pasal 20 UUD 1945
menetapkan bahwa DPR berwenang untuk mengusulkan rancangan
undang-undang (RUU) dan melakukan revisi terhadap undang-undang
yang sudah ada. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur
prosedur pembentukan undang-undang, termasuk revisi undang-undang.
Prosedur revisi undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahap,
yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Inisiatif RUU

Inisiatif untuk merevisi undang-undang dapat datang dari
berbagai sumber, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
pemerintah, atau masyarakat. Proses ini penting untuk
memastikan bahwa undang-undang yang ada tetap relevan
dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi
di masyarakat. Ketika DPR mengusulkan revisi, biasanya
langkah ini dilakukan melalui fraksi atau komisi yang berkaitan
langsung dengan undang-undang yang akan direvisi. Hal ini
memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan terfokus,
serta memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk
mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat.

Pemerintah juga memiliki hak untuk mengajukan revisi undang-

undang melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang

ditandatangani oleh presiden. Usulan dari pemerintah biasanya
didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan
publik dengan dinamika yang ada di masyarakat. RUU yang
diusulkan pemerintah sering kali mendapat perhatian khusus dari

DPR, mengingat kebijakan yang diusulkan biasanya berkaitan

langsung dengan program kerja pemerintah. Oleh karena itu,

kolaborasi antara pemerintah dan DPR menjadi krusial dalam
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proses ini, memastikan bahwa revisi yang dilakukan dapat
diimplementasikan secara efektif.
b. Penyusunan RUU
Setelah inisiatif untuk merevisi undang-undang diambil, langkah
berikutnya adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang
(RUU) revisi. Proses ini sangat penting karena RUU yang
disusun akan menjadi dasar hukum yang akan diterapkan di
masyarakat. Penyusunan RUU tidak bisa dilakukan secara
sembarangan; melainkan memerlukan kajian akademis yang
mendalam serta konsultasi publik yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan
bahwa RUU yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum,
tetapi juga relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada proses penyusunan RUU, para ahli dan akademisi memiliki
peran yang sangat penting, dapat memberikan masukan
berdasarkan riset dan analisis yang komprehensif mengenai
aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari ketentuan yang akan
direvisi. Dengan demikian, RUU yang dihasilkan akan lebih solid
dan memiliki dasar yang kuat. Selain itu, masukan dari akademisi
dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah atau dampak
negatif yang mungkin muncul dari ketentuan yang baru.
c. Pembahasan di DPR

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) disusun, langkah
selanjutnya adalah pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Proses pembahasan ini merupakan tahap krusial yang
menentukan apakah RUU tersebut akan disahkan menjadi
undang-undang atau tidak. Pertama-tama, RUU yang telah
disusun akan dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat DPR.
Penjadwalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan agenda
DPR serta prioritas pembahasan RUU lainnya. Melalui
penjadwalan yang baik, DPR dapat mengoptimalkan waktu dan
sumber daya untuk memastikan bahwa setiap RUU mendapatkan
perhatian yang memadai.
Setelah penjadwalan, pembahasan RUU akan dilakukan oleh
komisi terkait yang berfungsi sebagai pengawas di bidang yang
relevan. Setiap komisi memiliki keahlian dan tanggung jawab
khusus, sehingga akan membahas RUU dengan fokus yang lebih
mendalam. Pada tahap ini, komisi dapat mengundang
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pemerintah, masyarakat, dan ahli hukum untuk memberikan
masukan dan pandangannya. Keterlibatan berbagai pihak dalam
pembahasan ini sangat penting, karena dapat memperkaya
perspektif dan membantu komisi dalam memahami implikasi dari
setiap ketentuan yang diusulkan. Dengan adanya diskusi yang
terbuka, diharapkan RUU yang dihasilkan akan lebih
komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi, langkah
berikutnya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan.
Komisi akan menyusun laporan yang merangkum hasil diskusi,
pandangan yang diperoleh, serta rekomendasi terhadap RUU
yang dibahas. Laporan ini kemudian diajukan kepada DPR untuk
dibahas dalam sidang pleno. Dalam sidang pleno, seluruh
anggota DPR akan mendapatkan kesempatan untuk
mendiskusikan laporan tersebut, memberikan pendapat, dan
mengajukan amendemen jika diperlukan. Proses ini merupakan
bentuk pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang
serta menjamin partisipasi yang luas dalam proses legislasi.
Pengambilan Keputusan

Setelah melalui proses pembahasan mendalam di tingkat komisi,
tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan di sidang pleno
DPR. Sidang pleno adalah forum di mana semua anggota DPR
berkumpul untuk mendiskusikan dan memberikan suara terhadap
RUU vyang telah disiapkan. Proses ini menjadi sangat penting
karena keputusan yang diambil di sinilah akan menentukan nasib
RUU tersebut, apakah akan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap
berikutnya atau ditolak. Sebelum pemungutan suara, biasanya
dilakukan presentasi oleh perwakilan komisi untuk menjelaskan
isi RUU dan alasan di balik rekomendasi yang diajukan.

Pada saat pemungutan suara, setiap anggota DPR memiliki hak
untuk menyatakan pendapatnya, baik melalui suara setuju, tidak
setuju, atau abstain. Pemungutan suara ini dilaksanakan secara
terbuka atau tertutup, tergantung pada kesepakatan yang telah
ditentukan sebelumnya. Jika mayoritas anggota DPR menyetujui
RUU tersebut, maka RUU akan dinyatakan disetujui dan siap
untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses legislasi.
Sebaliknya, jika mayoritas tidak setuju, RUU tersebut akan gagal

untuk diakui dan tidak akan menjadi undang-undang.
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Keputusan yang diambil dalam sidang pleno mencerminkan
representasi dari suara masyarakat melalui wakil-wakil di DPR.
e. Pengesahan oleh Pemerintah
Setelah RUU revisi disetujui dalam sidang pleno DPR, langkah
selanjutnya adalah pengesahan oleh pemerintah, yang dipimpin
oleh Presiden. Proses ini merupakan tahap krusial dalam siklus
legislasi, di mana RUU yang telah melalui berbagai pembahasan
dan evaluasi di DPR kini memerlukan legitimasi dari eksekutif.
Presiden memiliki wewenang untuk menandatangani RUU
tersebut, yang menjadikannya sah dan berlaku sebagai undang-
undang. Dalam konteks ini, pengesahan oleh Presiden tidak
hanya menjadi formalitas, tetapi juga menunjukkan dukungan
eksekutif terhadap kebijakan yang diusulkan oleh DPR.
Jika presiden menganggap RUU tersebut perlu segera diterapkan
meskipun belum ada waktu untuk pengesahan formal, presiden
dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu). Perppu ini menjadi langkah darurat yang
memungkinkan suatu regulasi diimplementasikan secara
langsung tanpa harus menunggu proses pengesahan RUU yang
lebih panjang. Namun, pengeluaran Perppu ini harus dibuktikan
dengan adanya keadaan mendesak yang memerlukan tindakan
segera, sehingga dalam hal ini, presiden bertindak cepat demi
kepentingan publik.
Jika presiden menolak untuk menandatangani RUU yang telah
disetujui, ada beberapa opsi yang dapat diambil. RUU tersebut
bisa dikembalikan ke DPR untuk dilakukan revisi lebih lanjut, di
mana DPR dan pemerintah akan bernegosiasi untuk mencapai
kesepakatan baru yang lebih memadai. Alternatif lainnya adalah
pembatalan RUU tersebut, yang dapat terjadi jika dianggap tidak
relevan atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Proses ini
mencerminkan dinamika antara lembaga legislatif dan eksekutif
dalam merumuskan kebijakan publik.
f. Pemberlakuan Undang-Undang

Setelah RUU direvisi dan disahkan oleh pemerintah, langkah
terakhir yang harus dilakukan adalah pemberlakuan undang-
undang tersebut. Proses pemberlakuan ini menjadi momen
penting, di mana ketentuan yang telah dirumuskan dalam RUU
mulai berlaku secara resmi. Pemberlakuan ini diimplementasikan
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melalui penerbitan lembaran negara, yang merupakan langkah
administratif yang menunjukkan bahwa undang-undang baru
telah diakui secara formal oleh negara. Lembaran negara
berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat semua undang-
undang yang telah disahkan dan memberikan informasi kepada
masyarakat serta instansi terkait mengenai regulasi yang baru.
Setelah penerbitan lembaran negara, sosialisasi kepada
masyarakat menjadi langkah penting berikutnya. Pemerintah,
bersama dengan lembaga terkait, berupaya untuk mengedukasi
masyarakat mengenai isi dan tujuan undang-undang yang baru
diberlakukan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai
media, seperti seminar, lokakarya, dan publikasi di platform
online. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan
bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban berdasarkan
ketentuan baru, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam
menjalankan undang-undang tersebut.

Alasan-alasan yang Mendasari Revisi

Revisi undang-undang adalah suatu proses yang krusial dalam

sistem hukum di Indonesia. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan
perubahan teks hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika dan
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berbagai alasan
mendasari perlunya revisi undang-undang, yang dapat dikategorikan
dalam beberapa aspek, antara lain perubahan sosial, perkembangan
teknologi, kebutuhan hukum, dan respons terhadap dinamika politik.

a.

194

Perubahan Sosial
1) Dinamika Masyarakat
Perubahan sosial merupakan salah satu faktor pendorong
penting dalam proses revisi undang-undang. Dinamika
masyarakat terus berkembang seiring dengan perubahan
nilai, norma, dan kebutuhan yang muncul. Misalnya,
perubahan dalam pemahaman mengenai hak asasi manusia
dan kesetaraan gender telah mengubah cara masyarakat
memandang isu-isu tersebut. Undang-undang yang ada
kadang-kadang tidak lagi relevan atau memadai untuk
menangani isu-isu terkini, sehingga diperlukan pembaruan
agar dapat mencerminkan realitas sosial yang baru.
Kebutuhan akan perlindungan dan pengakuan hak-hak
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perempuan serta anak menjadi sangat penting, dan hal ini
mendorong revisi regulasi yang ada.

2) Respons Terhadap Gerakan Sosial
Gerakan sosial berperan penting dalam mendorong
perubahan dalam tatanan hukum dan regulasi di suatu
negara. Ketika masyarakat merasa bahwa hak-haknya
terancam atau tidak terakomodasi, sering kali menyuarakan
ketidakpuasan melalui gerakan sosial. Tuntutan untuk
penegakan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan
keadilan sosial menjadi sorotan utama dalam gerakan ini.
Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya mencerminkan
aspirasi masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai penggerak
untuk revisi undang-undang yang lebih adil dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Perkembangan Teknologi

1) Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah
membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Dengan hadirnya internet dan
perangkat mobile, interaksi sosial, bisnis, dan akses
informasi telah mengalami transformasi yang mendalam.
Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan
baru, seperti perlindungan data pribadi dan ancaman
kejahatan siber. Oleh karena itu, revisi undang-undang yang
mengatur isu-isu terkait teknologi menjadi semakin penting
untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan
efektif dalam menghadapi dinamika baru di era digital.
Salah satu contoh konkret dari kebutuhan akan revisi
undang-undang adalah UU ITE (Informasi dan Transaksi
Elektronik) di Indonesia. Undang-undang ini awalnya
disusun untuk mengatur transaksi elektronik dan informasi
digital, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang
cepat, berbagai aspek yang terkandung dalam UU ITE perlu
diperbarui.

2) Pengaturan Inovasi
Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya inovasi
dalam bidang blockchain dan cryptocurrency, menuntut

adanya revisi undang-undang agar regulasi dapat mengikuti
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perkembangan yang terjadi. Teknologi blockchain
menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi
digital, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, terutama
terkait dengan perlindungan konsumen dan praktik bisnis
yang adil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk
merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi sifat unik
dari  teknologi ini, sehingga dapat memfasilitasi
pertumbuhan industri sekaligus melindungi hak-hak
konsumen.

Regulasi yang ada sering kali tidak cukup fleksibel untuk
menangani isu-isu baru yang muncul dari inovasi seperti
cryptocurrency. Tanpa adanya revisi, risiko besar dapat
terjadi, seperti penipuan, pencucian uang, dan penghindaran
pajak. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap
investasi dalam cryptocurrency, kebutuhan akan kejelasan
dan kepastian hukum menjadi sangat mendesak. Regulasi
yang komprehensif dapat memberikan panduan bagi pelaku
usaha dan konsumen untuk beroperasi di ekosistem yang
aman dan terjamin.

Kebutuhan Hukum
1) Klarifikasi dan Penyempurnaan Hukum

Klarifikasi dan penyempurnaan hukum menjadi salah satu
alasan penting bagi perlunya revisi undang-undang.
Seringkali, undang-undang yang ada mengandung
ketidakjelasan atau ambiguitas yang dapat menimbulkan
beragam penafsiran di kalangan praktisi hukum, penegak
hukum, dan masyarakat. Ketidakjelasan ini bisa memicu
sengketa hukum yang berkepanjangan, yang pada akhirnya
berdampak negatif pada keadilan dan kepastian hukum.

Revisi terhadap undang-undang juga penting untuk
menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang tidak lagi
relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Dalam era perubahan sosial yang cepat, norma dan nilai yang
ada dalam masyarakat dapat berubah. Oleh karena itu,
hukum perlu disesuaikan untuk mencerminkan kondisi
terkini dan kebutuhan masyarakat. Dengan memperbaiki
ketidakjelasan dalam regulasi, hukum menjadi lebih
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responsif dan mampu memberikan solusi yang lebih tepat
terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

2) Peningkatan Efisiensi Hukum
Peningkatan efisiensi hukum menjadi salah satu alasan
mendasar untuk melakukan revisi undang-undang. Dalam
praktiknya, undang-undang yang sudah tidak relevan atau
dianggap ketinggalan zaman dapat menghambat proses
hukum dan menciptakan birokrasi yang berlebihan.
Ketidakrelevanan ini sering kali disebabkan oleh perubahan
sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus
berkembang. Jika undang-undang tidak diperbarui, prosedur
hukum dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga
mengurangi efektivitas sistem peradilan.
Revisi undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi  hukum  harus mempertimbangkan  aspek
kemudahan dan kecepatan dalam proses hukum. Dengan
menghapus Kketentuan-ketentuan yang tidak perlu atau
menyederhanakan prosedur hukum, diharapkan proses
peradilan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Hal ini
tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam
sengketa hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat
merasakan bahwa hukum dapat diakses dengan mudah dan
cepat, akan lebih percaya diri dalam menggunakan
mekanisme hukum yang ada.

d. Respons terhadap Dinamika Politik

1) Perubahan Pemerintahan
Perubahan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun
nasional, sering kali menjadi faktor pendorong bagi revisi
undang-undang. Setiap pemerintahan baru biasanya
membawa agenda politik yang berbeda, mencerminkan visi
dan misi untuk menjawab tantangan yang ada. Dalam
konteks ini, revisi undang-undang dianggap sebagai langkah
strategis untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan
kebijakan baru yang diusung. Sebagai contoh, ketika
pemerintahan baru muncul dengan komitmen yang lebih
kuat terhadap isu lingkungan, undang-undang terkait
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2)

perlindungan lingkungan hidup mungkin akan diperbarui
untuk mencerminkan prioritas tersebut.

Perubahan pemerintahan juga sering Kkali diiringi dengan
perubahan dalam komposisi anggota legislatif, yang dapat
memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Anggota DPR
yang baru mungkin memiliki perspektif dan kepentingan
yang berbeda, yang dapat mengarah pada penyesuaian
undang-undang yang ada. Dalam situasi seperti ini, revisi
undang-undang dapat menjadi sarana untuk mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mungkin terabaikan
olenh pemerintahan sebelumnya. Melalui proses ini,
kebijakan publik dapat diselaraskan dengan harapan dan
kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa undang-
undang yang berlaku relevan dengan kondisi saat ini.
Tuntutan Reformasi

Tuntutan reformasi dari masyarakat dan organisasi non-
pemerintah sering kali berperan penting dalam mendorong
revisi undang-undang. Ketika isu-isu sosial dan hukum
muncul ke permukaan, gerakan protes dan advokasi menjadi
sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan
terhadap regulasi yang dianggap tidak adil atau tidak lagi
relevan. Suara kolektif ini memberikan tekanan kepada
pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan yang
diperlukan demi tercapainya keadilan sosial.

Gerakan sosial ini dapat membangkitkan kesadaran di
kalangan pembuat kebijakan mengenai pentingnya
reformasi. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen
masyarakat, seperti LSM dan komunitas lokal, isu yang
diusulkan menjadi lebih sulit diabaikan. Pembuat kebijakan
kemudian merasa perlu untuk menanggapi tuntutan ini
dengan serius, sehingga proses revisi undang-undang dapat
berjalan. Tuntutan reformasi ini sering kali melibatkan
berbagai pemangku kepentingan yang bersama-sama
berupaya menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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e. Pertimbangan Ekonomi
1) Stabilitas Ekonomi

Revisi undang-undang sering kali dipicu oleh kondisi
ekonomi yang tidak stabil, di mana pemerintah merasa perlu
mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi
tersebut. Ketika perekonomian mengalami perlambatan, baik
akibat krisis global maupun tantangan domestik, upaya
untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi
investasi menjadi sangat penting. Pemerintah dapat
mengidentifikasi bahwa regulasi yang ada mungkin terlalu
ketat atau tidak memadai dalam mendorong pertumbuhan.
Dalam hal ini, revisi undang-undang menjadi salah satu alat
untuk memberikan insentif bagi para investor, baik lokal
maupun asing.

Salah satu contoh konkret adalah revisi terhadap undang-
undang perpajakan. Dengan memberikan kemudahan atau
insentif pajak, pemerintah dapat menarik minat investor
untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis yang diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Revisi ini bukan
hanya berdampak pada meningkatnya arus investasi, tetapi
juga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan
daya saing ekonomi nasional. Ketika undang-undang
perpajakan disusun ulang untuk merangsang pertumbuhan,
maka diharapkan juga akan tercipta ekosistem ekonomi yang
lebih sehat dan berkelanjutan.

2) Peningkatan Daya Saing

Di era globalisasi, peningkatan daya saing suatu negara
menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan memajukan
perekonomian. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini
adalah melalui revisi undang-undang yang bertujuan
menciptakan regulasi yang jelas dan mendukung. Ketika
undang-undang dirumuskan dengan baik dan transparan, hal
ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor,
sehingga merasa lebih nyaman untuk menanamkan modal di
negara tersebut. Ketidakpastian dalam regulasi dapat
menjadi penghalang bagi investor untuk berpartisipasi,
sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang
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ada tidak hanya relevan tetapi juga adaptif terhadap
perubahan pasar global.

Revisi undang-undang yang mendukung peningkatan daya
saing juga mencakup penghapusan birokrasi yang rumit dan
penegakan hukum yang konsisten. Dengan menciptakan
lingkungan bisnis yang lebih efisien, pemerintah dapat
menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam
berbagai sektor, seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber
daya alam. Misalnya, peraturan yang memudahkan proses
izin usaha atau memberikan insentif bagi investasi di sektor
tertentu dapat mendorong investor untuk lebih aktif
berkontribusi pada perekonomian lokal. Ini, pada gilirannya,
dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
pendapatan masyarakat.

B. Pembatalan Undang-Undang

Pembatalan undang-undang adalah suatu tindakan hukum yang
mengakibatkan suatu undang-undang tidak lagi berlaku dan dianggap
tidak memiliki kekuatan hukum. Proses ini biasanya dilakukan oleh
lembaga yang memiliki wewenang, seperti Mahkamah Konstitusi, yang
dapat membatalkan undang-undang jika dianggap bertentangan dengan
konstitusi atau norma hukum yang lebih tinggi. Pembatalan ini penting
untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak asasi manusia,
serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selalu
sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh
suatu negara.

1. Proses Pembatalan Undang-Undang oleh Mahkamah
Konstitusi atau Pemerintah

Pembatalan undang-undang adalah suatu proses hukum yang
memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia,
pembatalan undang-undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) dan, dalam beberapa situasi, oleh pemerintah. Proses ini bertujuan
untuk memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak
bertentangan dengan konstitusi atau prinsip-prinsip hukum yang lebih

tinggi.
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a. Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki wewenang

untuk membatalkan undang-undang melalui proses pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Proses ini diatur

dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Prosedur pembatalan undang-undang oleh MK dimulai dengan

pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Pihak ini bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang

merasa dirugikan oleh keberadaan undang-undang yang

dianggap  bertentangan  dengan  Konstitusi.  Pengajuan

permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan proses

pemeriksaan yang meliputi beberapa tahap:

1) Pendaftaran Permohonan
Proses pembatalan undang-undang oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) dimulai dengan pendaftaran permohonan
yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh
keberadaan undang-undang tersebut. Pendaftaran ini
merupakan langkah awal yang krusial, karena semua
permohonan harus memenuhi syarat formal dan substantif
yang telah ditetapkan. Para pemohon, baik individu maupun
kelompok, harus memastikan bahwa dokumen yang
diserahkan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Jika permohonan dinyatakan tidak lengkap, pihak
pemohon akan diminta untuk melengkapi berkas sebelum
kasus tersebut dapat dilanjutkan.
Setelah pendaftaran dilakukan, MK akan memeriksa
kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. Pada
tahap ini, penting bagi pemohon untuk menyampaikan
argumentasi yang jelas dan kuat mengenai alasan di balik
permohonan pembatalan tersebut. Hal ini mencakup
penjelasan tentang dampak negatif dari undang-undang yang
dipermohonan serta dasar hukum yang mendukung klaim.
Mahkamah Konstitusi juga akan meneliti apakah

permohonan tersebut memenuhi syarat untuk dapat diproses
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2)

3)

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar dan undang-undang terkait.

Pemberitahuan kepada Pihak Terkait

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan
memproses permohonan pembatalan undang-undang,
langkah berikutnya adalah memberikan pemberitahuan
kepada pihak-pihak terkait. Pemberitahuan ini merupakan
bagian penting dari proses hukum, yang bertujuan untuk
memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan
terhadap undang-undang yang dipermohonan dapat
mengetahui adanya permohonan tersebut. Pihak-pihak yang
diberitahukan termasuk pemerintah, lembaga legislatif, serta
pihak-pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh keputusan
MK.

Pada pemberitahuan ini, MK menyampaikan rincian
mengenai permohonan yang diajukan, termasuk substansi
dan alasan di balik permohonan pembatalan. Hal ini penting
agar pihak terkait dapat memahami konteks dan argumen
yang diajukan oleh pemohon. Pemberitahuan ini juga
memberikan kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk
menyiapkan tanggapan atau klarifikasi, yang akan menjadi
bagian dari proses hukum selanjutnya.

Sidang Pemeriksaan

Setelah pemberitahuan kepada pihak terkait, langkah
berikutnya dalam proses pembatalan undang-undang oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadakan sidang
pemeriksaan. Sidang ini bertujuan untuk mendengarkan
keterangan dari pemohon, pihak terkait, serta para ahli yang
diundang untuk memberikan pendapat atau analisis terkait
dengan permohonan pembatalan yang diajukan. Proses ini
merupakan fase penting, karena di sinilah semua argumen
dan bukti yang relevan disampaikan secara langsung kepada
hakim MK.

Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum,
yang merupakan salah satu prinsip dasar dari transparansi
dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Dengan membuka
sidang untuk publik, MK memastikan bahwa prosesnya

dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga keputusan yang
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diambil tidak hanya berdasarkan pada penilaian internal,
tetapi juga harus mempertimbangkan pandangan dan
kepentingan masyarakat. Keterlibatan publik dalam sidang
ini juga menciptakan ruang bagi diskusi dan pengawasan
atas proses hukum yang berlangsung.

4) Putusan
Setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan Yyang
melibatkan pemohon, pihak terkait, dan para ahli,
Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan
akhir mengenai permohonan pembatalan undang-undang.
Proses ini tidak hanya melibatkan analisis mendalam
terhadap argumen dan bukti yang diajukan, tetapi juga
penilaian terhadap kepatuhan undang-undang yang
bersangkutan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Putusan ini menjadi puncak dari seluruh proses hukum yang
telah berlangsung dan menjadi penentu nasib undang-
undang yang dipermasalahkan.
Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada
upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap keputusan
tersebut. Jika MK memutuskan bahwa undang-undang yang
dimohonkan pembatalannya bertentangan dengan UUD
1945, maka undang-undang tersebut akan dibatalkan secara
otomatis. Pembatalan ini berarti bahwa undang-undang
tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat
diberlakukan. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam
menjaga supremasi hukum dan perlindungan konstitusi, serta
memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku
selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

b. Pembatalan oleh Pemerintah

Pembatalan undang-undang juga dapat dilakukan oleh

pemerintah, meskipun dengan cara dan prosedur yang berbeda.

Dalam konteks ini, pemerintah dapat membatalkan atau

mencabut suatu undang-undang melalui mekanisme tertentu,

seperti melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu). Proses pembatalan undang-undang oleh pemerintah

dilakukan melalui mekanisme Perppu, yang diatur dalam Pasal

22 UUD 1945. Perppu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh
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Presiden dalam keadaan darurat. Prosedur penerbitan Perppu
adalah sebagai berikut:

1)

2)

Keadaan Darurat

Pembatalan undang-undang oleh pemerintah  dapat
dilakukan dalam konteks keadaan darurat yang diakui oleh
Presiden. Keadaan darurat ini mencakup berbagai situasi
yang mengancam stabilitas dan keamanan negara, seperti
bencana alam, ancaman terorisme, atau kondisi krisis lainnya
yang memerlukan tindakan cepat dan efektif. Dalam
menghadapi situasi yang mendesak, pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan
memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat
memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, penetapan
keadaan darurat menjadi langkah awal yang krusial sebelum
mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

Setelah Presiden menetapkan adanya keadaan darurat,
langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap
undang-undang yang mungkin sudah tidak relevan atau
bahkan dapat menghambat penanganan situasi tersebut.
Dalam konteks ini, pemerintah berhak untuk merevisi,
membatalkan, atau bahkan mengganti undang-undang yang
ada demi kepentingan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya
bertujuan untuk memberikan ruang bagi kebijakan yang
lebih responsif, tetapi juga untuk memastikan bahwa regulasi
yang ada mampu beradaptasi dengan kondisi yang terus
berubah dan mendesak.

Penerbitan Perppu

Setelah keadaan darurat ditetapkan oleh Presiden, langkah
selanjutnya yang dapat diambil adalah penerbitan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini
berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat segera
diterapkan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat
keadaan darurat tersebut. Dalam situasi yang mendesak,
penerbitan Perppu menjadi sangat penting, karena dapat
memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk
mengambil langkah-langkah cepat dan efektif dalam
menangani isu-isu Kritis. Oleh karena itu, Perppu diharapkan
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dapat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat dan
menciptakan stabilitas di tengah kondisi yang tidak menentu.
Perppu yang diterbitkan oleh Presiden harus memuat
ketentuan yang jelas dan rinci mengenai pengaturan yang
diperlukan dalam situasi darurat. Ketentuan ini mencakup
aspek-aspek yang terkait dengan penanganan keadaan
darurat, seperti pengaturan keamanan, kesehatan
masyarakat, atau bantuan sosial. Selain itu, Perppu harus
mencakup mekanisme pelaksanaan yang jelas agar semua
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat
memahami langkah-langkah yang akan diambil. Kejelasan
dalam pengaturan ini sangat penting untuk menghindari
penafsiran yang salah dan memastikan bahwa semua
tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
yang berlaku.
3) Pengesahan oleh DPR
Setelah  Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu), langkah selanjutnya
adalah mengajukan Perppu tersebut kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-
undang. Proses ini penting karena meskipun Perppu
memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-
undang, legitimasi Perppu perlu diperkuat melalui
persetujuan DPR. Dengan pengesahan oleh DPR, Perppu
akan diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan
yang lebih formal dan permanen. Proses ini mencerminkan
prinsip checks and balances dalam pemerintahan, di mana
lembaga legislatif berperan dalam mengawasi tindakan
eksekutif.
DPR memiliki waktu tertentu untuk membahas dan
mengambil keputusan mengenai Perppu yang diajukan.
Dalam proses ini, anggota DPR akan melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap isi dan substansi Perppu, termasuk
pertimbangan mengenai urgensi dan relevansinya dalam
konteks kebutuhan masyarakat. Diskusi ini biasanya
melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah, ahli, dan masyarakat sipil, agar keputusan yang
diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik.
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Pengesahan Perppu oleh DPR menjadi indikator bahwa
legislatif mendukung langkah-langkah yang diambil oleh
pemerintah dalam menghadapi keadaan darurat.

2. Implikasi Hukum Pembatalan Undang-Undang
Pembatalan undang-undang oleh lembaga yang berwenang,
seperti Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, memiliki berbagai
implikasi hukum yang luas dan beragam. Implikasi ini tidak hanya
berdampak pada ketentuan hukum yang dibatalkan, tetapi juga
berpengaruh pada sistem hukum secara keseluruhan, termasuk hubungan
antara lembaga negara, hak-hak masyarakat, dan pengaturan kebijakan
publik.
a. Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
Pembatalan undang-undang sering kali berkaitan erat dengan isu-
isu hak asasi manusia. Ketika undang-undang dibatalkan karena
dianggap melanggar hak asasi manusia, implikasinya dapat
menciptakan perubahan positif dalam perlindungan hak individu
dan kelompok di masyarakat.
1) Perlindungan Hak Warga Negara
Pembatalan undang-undang yang melanggar hak asasi
manusia (HAM) memiliki implikasi signifikan terhadap
perlindungan hak-hak warga negara. Ketika undang-undang
yang membatasi kebebasan berpendapat dicabut, ini
memberikan sinyal positif bahwa negara menghargai hak
asasi individu dan berkomitmen untuk menciptakan
lingkungan yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, warga
negara dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut
akan tindakan represif dari pemerintah. Kebebasan
berpendapat yang dijamin memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam proses politik, mendorong dialog,
dan mengadvokasi perubahan yang diperlukan.
Penguatan perlindungan hak warga negara melalui
pembatalan undang-undang yang diskriminatif berkontribusi
pada pembentukan kultur hukum yang lebih responsif dan
inklusif. Ketika masyarakat merasa bahwa hak-haknya
diakui dan dilindungi, kepercayaan terhadap institusi
pemerintah meningkat. Hal ini mendorong keterlibatan yang

lebih besar dalam urusan publik dan pengawasan terhadap
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tindakan pemerintah. Masyarakat menjadi lebih berani untuk
menyuarakan pendapat, membentuk organisasi masyarakat
sipil, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang
memperjuangkan hak-haknya, yang pada akhirnya
memperkuat demokrasi.

2) Peningkatan Kesadaran Publik
Pembatalan undang-undang yang tidak sejalan dengan
prinsip hak asasi manusia (HAM) dapat berperan penting
dalam meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan
hak-hak individu. Ketika undang-undang yang dianggap
melanggar hak asasi dibatalkan, masyarakat akan lebih peka
terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan dan
keadilan. Proses pembatalan ini sering kali menarik
perhatian media dan publik, yang pada gilirannya
menciptakan ruang untuk diskusi lebih luas mengenai HAM.
Akibatnya, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-haknya
dan mulai mempertanyakan keberadaan regulasi yang
mungkin tidak adil.
Peningkatan kesadaran publik ini mendorong individu untuk
lebih aktif terlibat dalam advokasi dan pembelaan hak asasi.
Masyarakat yang lebih kritis tidak hanya sekadar menerima
hukum yang ada, tetapi juga berusaha memahami bagaimana
hukum tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ini
menciptakan kesempatan bagi terbentuknya gerakan sosial
yang dapat mendorong pemerintah dan lembaga legislatif
untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Implikasi Terhadap Kebijakan Publik

Pembatalan undang-undang memiliki implikasi signifikan

terhadap kebijakan publik. Ketika suatu undang-undang yang

menjadi dasar kebijakan tertentu dibatalkan, pemerintah dan

lembaga legislatif dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan

kebijakan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang

berlaku.

1) Perluasan atau Restriksi Kebijakan
Pembatalan undang-undang memiliki implikasi signifikan
terhadap kebijakan publik, baik dalam hal perluasan maupun
restriksi kebijakan. Ketika undang-undang yang mengatur
aspek penting, seperti lingkungan hidup, dibatalkan,
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2)

pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan
kebijakan baru yang lebih relevan. Dalam konteks ini,
pembatalan  dapat mendorong  pemerintah  untuk
meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap praktik-
praktik yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan kata
lain, penghapusan undang-undang dapat membuka peluang
untuk mengembangkan kebijakan yang lebih ketat dan
komprehensif dalam perlindungan lingkungan.

Pembatalan undang-undang juga dapat menciptakan
ketidakpastian dalam kebijakan publik. Jika pemerintah
tidak segera merumuskan kebijakan pengganti, sektor-sektor
yang terdampak mungkin mengalami kekosongan hukum,
yang dapat mengarah pada praktik-praktik yang tidak
bertanggung jawab atau merugikan masyarakat.

Perubahan dalam Proses Legislasi

Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) tidak hanya berdampak pada substansi hukum, tetapi
juga dapat mengubah dinamika proses legislasi secara
keseluruhan. Ketika undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan konstitusi dibatalkan, hal ini memicu
kebutuhan untuk merumuskan legislasi baru yang lebih
sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Proses penyusunan
undang-undang baru ini memerlukan perhatian khusus
terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK, sehingga
setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus
mempertimbangkan keputusan tersebut. Ini berarti bahwa
legislatif harus bekerja lebih hati-hati dan teliti, mengingat
konsekuensi hukum dari setiap pasal yang diusulkan.
Pembatalan undang-undang sering kali menciptakan ruang
untuk debat publik yang lebih luas. Masyarakat akan menjadi
lebih terlibat dalam diskusi mengenai regulasi baru, yang
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses
legislasi. Diskusi ini tidak hanya melibatkan anggota
legislatif, tetapi juga mencakup partisipasi dari berbagai
kalangan, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi,
dan masyarakat umum. Dengan adanya tekanan dari publik,
legislator diharapkan dapat lebih responsif terhadap aspirasi
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dan kebutuhan masyarakat, sehingga proses legislasi
menjadi lebih demokratis dan representatif.
c. Implikasi Terhadap Hubungan Antarlembaga

Pembatalan undang-undang juga mempengaruhi hubungan

antarlembaga dalam pemerintahan, terutama antara lembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1) Peningkatan Keterlibatan Mahkamah Konstitusi
Implikasi dari pembatalan undang-undang oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) terhadap hubungan antarlembaga sangat
signifikan, terutama dalam hal peningkatan keterlibatan MK
dalam proses legislasi. Dengan kewenangan untuk
membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga
peradilan tetapi juga sebagai pengawal konstitusi yang aktif.
Keputusan yang dikeluarkan oleh MK sering Kali
menciptakan preseden hukum yang penting, memberikan
arahan bagi lembaga legislatif dalam menyusun undang-
undang baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Ini menciptakan sinergi antara MK dan lembaga legislatif, di
mana MK berfungsi sebagai pengingat untuk memastikan
bahwa produk legislasi yang dihasilkan tidak melanggar
ketentuan konstitusi.
Peningkatan keterlibatan MK juga berdampak pada interaksi
dan kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah.
Legislator cenderung lebih berhati-hati dan proaktif dalam
berkomunikasi dengan MK untuk mendapatkan masukan
atau klarifikasi mengenai interpretasi konstitusi yang relevan
sebelum menyusun undang-undang. Hal ini dapat
menghasilkan dialog yang lebih produktif antara lembaga
legislatif dan MK, di mana kedua pihak dapat saling bertukar
informasi dan perspektif yang berguna.

2) Ketegangan Antarlembaga
Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) dapat memicu ketegangan antara lembaga legislatif
dan eksekutif, terutama ketika keputusan MK dianggap
mengurangi atau membatasi kekuasaan eksekutif. Misalnya,
jika undang-undang yang dianggap penting bagi kebijakan
pemerintah dibatalkan, hal ini dapat menimbulkan frustrasi
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di kalangan anggota eksekutif, mungkin merasa bahwa
keputusan tersebut mengganggu agenda politik dan
kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga menciptakan
suasana ketidakpuasan. Ketegangan ini tidak hanya
berdampak pada hubungan antar lembaga, tetapi juga
berpotensi menurunkan efektivitas kerja sama dalam
pembuatan kebijakan, karena kedua lembaga mungkin saling
menyalahkan atas kegagalan untuk mencapai kesepakatan.
Ketegangan ini dapat berlanjut dalam bentuk konflik
terbuka, di mana lembaga legislatif dan eksekutif saling
berusaha mempertahankan posisi masing-masing. Misalnya,
anggota legislatif mungkin mencoba untuk melakukan revisi
atau penggantian undang-undang yang telah dibatalkan
dengan cara yang lebih mendukung kekuasaan legislatif,
sementara eksekutif berupaya menegaskan kembali
kontrolnya. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian
hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan, karena
ketidakcocokan pandangan antara kedua lembaga bisa
mengakibatkan kebuntuan dalam proses legislasi yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah mendesak.

C. Studi Kasus: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Revisi undang-undang ketenagakerjaan merupakan hal yang
krusial dalam rangka menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar
kerja, kebutuhan industri, dan perlindungan hak-hak pekerja. Di
Indonesia, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan mengalami
beberapa kali revisi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
perlindungan bagi pekerja. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi titik fokus yang akan
dibahas, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU
No. 11 Tahun 2020), yang berdampak signifikan terhadap undang-
undang ketenagakerjaan.

1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Revisi undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia sering kali
dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:
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a. Dinamika Ekonomi
Latar belakang revisi undang-undang ketenagakerjaan di
Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi yang
terus berkembang. Perubahan yang cepat dalam dunia kerja,
terutama akibat kemajuan teknologi, telah mempengaruhi cara
perusahaan beroperasi dan mengelola sumber daya manusia.
Teknologi digital, misalnya, telah memperkenalkan bentuk
pekerjaan baru, seperti ekonomi gig dan kerja jarak jauh, yang
menuntut adanya regulasi yang lebih fleksibel untuk melindungi
pekerja. Dalam konteks ini, revisi undang-undang menjadi
penting untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan
realitas baru di lapangan.
Globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan untuk
beroperasi secara internasional, yang juga memengaruhi
kebijakan ketenagakerjaan. Persaingan yang ketat di pasar global
menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat, baik dalam
hal efisiensi operasional maupun pengelolaan tenaga kerja. Hal
ini menciptakan tantangan bagi undang-undang ketenagakerjaan
yang ada, yang sering kali dianggap kaku dan tidak memadai
untuk menangani situasi baru.
b. Kebutuhan Perlindungan Pekerja

Latar belakang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di
Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk
memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Dalam era modern
yang ditandai oleh dinamika pasar tenaga kerja yang terus
berubah, hak atas upah yang layak menjadi salah satu isu sentral
yang harus diatasi. Banyak pekerja, terutama di sektor informal
dan industri padat karya, menghadapi tantangan untuk
mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusinya.
Revisi undang-undang ketenagakerjaan diharapkan dapat
menetapkan standar minimum upah yang adil, sehingga pekerja
dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Jaminan sosial menjadi aspek penting dalam perlindungan
pekerja. Dalam konteks globalisasi dan perubahan struktur
pekerjaan, banyak pekerja yang tidak mendapatkan akses ke
program jaminan sosial yang memadai. Hal ini menjadi perhatian
serius, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau
bencana alam, di mana pekerja rentan kehilangan pendapatan
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tanpa adanya jaminan. Oleh karena itu, revisi undang-undang
ketenagakerjaan perlu mencakup ketentuan yang memperluas
cakupan jaminan sosial bagi semua pekerja, termasuk yang
bekerja di sektor informal.

c. Pengaruh Kebijakan Pemerintah
Latar belakang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di
Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
yang berfokus pada keberlanjutan investasi dan peningkatan daya
saing nasional. Dalam upaya untuk menarik lebih banyak
investor, baik domestik maupun asing, pemerintah menyadari
bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ada perlu disesuaikan.
Kebijakan yang ramah investasi dianggap penting untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang pada gilirannya
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan
lapangan kerja baru.
Salah satu fokus utama dalam merombak regulasi ini adalah
pengurangan beban administratif bagi pengusaha. Prosedur yang
terlalu rumit dan bertele-tele dalam pengelolaan tenaga kerja
seringkali menjadi hambatan bagi investor untuk memasuki
pasar. Dengan merevisi undang-undang ketenagakerjaan,
pemerintah bertujuan untuk menyederhanakan proses perekrutan,
pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja, sehingga perusahaan
dapat beroperasi dengan lebih efisien. Hal ini diharapkan akan
meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global dan
menarik investasi yang lebih banyak ke dalam negeri.

2. Reuvisi Terbaru: Undang-Undang Cipta Kerja

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020
menjadi langkah signifikan dalam reformasi ketenagakerjaan di
Indonesia. UU ini berupaya menciptakan kemudahan berusaha dan
menarik investasi dengan menyederhanakan regulasi, yang pada
gilirannya berdampak pada pengaturan ketenagakerjaan. Namun, revisi
ini juga menuai kontroversi, terutama dari kalangan buruh dan aktivis
yang menganggap beberapa ketentuan dalam undang-undang ini
merugikan pekerja.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam
UU No. 13 Tahun 2003, antara lain:
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a. Pengaturan Upah
Revisi terbaru dalam undang-undang ketenagakerjaan di
Indonesia, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, telah
memperkenalkan perubahan signifikan dalam pengaturan upah.
Salah satu aspek paling kontroversial dari UU Cipta Kerja adalah
memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menentukan
besaran upah, yang sebelumnya diatur lebih ketat oleh undang-
undang sebelumnya. Pengusaha kini dapat bernegosiasi langsung
dengan pekerja mengenai besaran upah, sehingga ada ruang bagi
kesepakatan individual antara kedua belah pihak. Meskipun
pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan fleksibilitas dalam
penentuan upah, banyak pihak yang khawatir bahwa hal ini dapat
memperlemah perlindungan upah minimum yang selama ini
menjadi jaminan bagi pekerja.

b. Pemutusan Hubungan Kerja
Revisi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia
telah membawa perubahan signifikan pada prosedur pemutusan
hubungan kerja (PHK). Salah satu poin utama dari revisi ini
adalah kemudahan yang diberikan kepada perusahaan untuk
melakukan PHK. Sebelumnya, undang-undang ketenagakerjaan
yang lebih ketat mengatur syarat dan prosedur PHK, termasuk
kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan justifikasi yang
kuat sebelum memutuskan hubungan kerja dengan karyawan.
Namun, dengan perubahan ini, prosedur menjadi lebih sederhana,
memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan PHK
dengan lebih cepat dan tanpa banyak rintangan administratif.

c. Pengaturan Waktu Kerja
Reuvisi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia
memperkenalkan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel,
memberikan ruang bagi berbagai model kerja, termasuk kerja
paruh waktu dan kontrak jangka panjang. Perubahan ini bertujuan
untuk menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan dengan kebutuhan
dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Dalam konteks
globalisasi, perusahaan diharapkan dapat lebih adaptif terhadap
kebutuhan produksi yang beragam, dan dengan adanya kebijakan
ini, dapat merekrut pekerja dengan waktu kerja yang sesuai
dengan fluktuasi permintaan.
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D. Soal Latihan

1.

21

Menjelaskan proses revisi atau pembaruan undang-undang di
Indonesia. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dan
bagaimana prosedurnya dilakukan? Berikan contoh peraturan-
undangan yang mengalami revisi dan jelaskan alasan baliknya.

Apa saja faktor-faktor yang dapat mendorong perlunya pembaruan
suatu undang-undang di Indonesia? Analisis perubahan sosial,
ekonomi, dan politik mempengaruhi urgensi revisi peraturan-
undangan.

Menjelaskan mekanisme pembukaan undang-undang dalam sistem
hukum Indonesia. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk
membatalkan undang-undang dan apa dasar hukum yang
mendasarinya? Berikan contoh undang-undang yang telah
dibatalkan.

Pada konteks pembatalan undang-undang, apa saja alasan yang dapat
digunakan olenh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan suatu
peraturan perundang-undangan? Berikan contoh kasus yang relevan
di Indonesia.

Analisis perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam revisi
Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap hak-hak
pekerja di Indonesia. Apakah perubahan tersebut memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja?
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BAB XI
PENUTUP

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan simulasi penyusunan rancangan
undang-undang, memahami evaluasi akhir dan presentasi, serta
memahami refleksi terhadap pembentukan perundang-undangan di
Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami dan menerapkan
keterampilan dalam penyusunan rancangan undang-undang, serta
melakukan evaluasi yang komprehensif dan refleksi kritis terhadap
pembentukan peraturan-undangan di Indonesia.
Materi Pembelajaran
e Simulasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang
e Evaluasi Akhir dan Presentasi
o Refleksi Terhadap Pembentukan Perundang-Undangan

di Indonesia
e Soal Latihan

Simulasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) adalah proses
penting dalam sistem hukum di Indonesia yang melibatkan berbagai
pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Proses ini tidak
hanya memerlukan pemahaman tentang substansi hukum tetapi juga
keterampilan dalam analisis, negosiasi, dan komunikasi. Simulasi
penyusunan RUU menjadi salah satu metode yang efektif untuk
memahami tahapan dan tantangan dalam penyusunan undang-undang.

1. Konsep Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan
proses formal yang penting dalam pembuatan regulasi di suatu negara.
Proses ini diawali dengan tahap inisiasi, di mana ide atau kebutuhan
untuk menciptakan undang-undang baru muncul. Inisiasi ini bisa datang
dari berbagai sumber, seperti pemerintah yang merespons isu-isu
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strategis, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili aspirasi
masyarakat, atau masyarakat sipil yang mengadvokasi isu tertentu.
Dalam tahap ini, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif, karena
partisipasi yang luas dapat memastikan bahwa RUU yang disusun benar-
benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Setelah tahap inisiasi, proses berlanjut ke tahap pengembangan,
di mana RUU dirumuskan. Proses ini melibatkan kajian mendalam
terhadap masalah yang akan diatur, termasuk pengumpulan data dan
penelitian. Selain itu, konsultasi dengan berbagai pihak, seperti ahli
hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya,
menjadi  kunci dalam memastikan bahwa semua perspektif
terakomodasi. Dengan cara ini, RUU yang dihasilkan diharapkan tidak
hanya komprehensif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif
dalam praktik.

Tahap pengesahan merupakan langkah terakhir dalam
penyusunan RUU. Pada tahap ini, RUU dibahas di DPR, di mana
anggota dewan mengadakan diskusi untuk mengevaluasi, menilai, dan
mengusulkan amandemen terhadap RUU tersebut. Proses ini harus
dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengikuti
perkembangan dan memberikan masukan. Setelah dibahas dan disetujui
oleh DPR, RUU akan ditandatangani oleh Presiden atau pemimpin yang
berwenang, sebelum akhirnya diundangkan menjadi undang-undang
yang berlaku.

2. Metode Simulasi Penyusunan RUU
Simulasi penyusunan RUU melibatkan berbagai langkah yang
meniru proses nyata. Berikut adalah langkah-langkah yang umum
dilakukan dalam simulasi ini:
a. Pembentukan Tim
Metode simulasi penyusunan Rancangan Undang-Undang
(RUU) merupakan pendekatan yang melibatkan kolaborasi
berbagai pihak dalam proses legislasi. Pembentukan tim simulasi
menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa
RUU yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat secara luas. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan
yang memiliki keahlian dan perspektif berbeda, sehingga proses
penyusunan menjadi lebih komprehensif. Pengacara atau ahli
hukum berperan penting dalam tim ini, karena memberikan
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panduan mengenai aspek hukum yang relevan. Keberadaannya
membantu memastikan bahwa RUU yang dihasilkan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Perwakilan masyarakat sipil juga sangat diperlukan dalam tim
simulasi, berfungsi sebagai suara masyarakat yang dapat
menggambarkan perspektif dan kebutuhan berbagai kelompok
dalam masyarakat. Dengan melibatkan perwakilan masyarakat
sipil, proses penyusunan RUU akan lebih inklusif dan responsif
terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, dapat
mengangkat isu-isu seperti perlindungan hak asasi manusia,
lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial, yang sering kali
menjadi perhatian utama dalam pembuatan regulasi. Keberadaan
perwakilan ini memastikan bahwa RUU yang disusun tidak
hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga
mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

b. ldentifikasi Isu dan Tujuan
Pada metode simulasi penyusunan Rancangan Undang-Undang
(RUU), tahap identifikasi isu dan tujuan menjadi langkah awal
yang krusial. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang
sistematis, di mana tim simulasi mengumpulkan berbagai
informasi dan fakta relevan mengenai isu yang akan diangkat.
Data ini bisa bersumber dari penelitian akademis, laporan
lembaga pemerintah, atau hasil kajian masyarakat sipil. Dengan
menyusun data yang komprehensif, tim dapat memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan
kompleksitas isu, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai
dimensi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU.
Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan
analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim berusaha untuk
mengidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui RUU
tersebut. Analisis kebutuhan ini penting untuk menentukan fokus
RUU dan memastikan bahwa regulasi yang disusun dapat
memenuhi aspirasi masyarakat dan menjawab tantangan yang
ada. Misalnya, jika isu yang diangkat berkaitan dengan
perlindungan lingkungan, tim perlu mempertimbangkan tujuan
seperti pengurangan polusi, pelestarian sumber daya alam, atau
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peningkatan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya
keberlanjutan.

Penyusunan Draf RUU

Setelah isu dan tujuan Rancangan Undang-Undang (RUU)
diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan draf RUU.
Proses ini dimulai dengan penyusunan pasal-pasal yang jelas dan
sistematis. Tim simulasi perlu memastikan bahwa setiap pasal
mencakup substansi yang relevan dan dapat dipahami oleh
berbagai kalangan. Dalam penyusunan ini, penting untuk
mengikuti kaidah hukum dan teknik penyusunan undang-undang
yang berlaku, sehingga setiap pasal terstruktur dengan baik dan
mudah diinterpretasikan. Hal ini bertujuan agar RUU dapat
diimplementasikan secara efektif setelah disahkan.

Konsultasi dengan stakeholder menjadi langkah penting dalam
proses penyusunan draf RUU. Tim akan mengundang masukan
dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau relevansi
dengan isu yang diangkat, seperti perwakilan masyarakat sipil,
organisasi non-pemerintah, akademisi, dan pelaku industri.
Dengan mengumpulkan perspektif yang beragam, tim dapat
memastikan bahwa RUU mencerminkan kebutuhan dan harapan
masyarakat yang lebih luas. Proses konsultasi ini tidak hanya
meningkatkan legitimasi RUU, tetapi juga dapat mengurangi
potensi konflik atau penolakan saat RUU diusulkan kepada
legislatif.

Simulasi Diskusi Legislatif

Setelah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) selesai disusun,
langkah berikutnya adalah melaksanakan simulasi diskusi
legislatif. Tahap ini bertujuan untuk menguji draf RUU dalam
suasana yang menyerupai pembahasan yang akan terjadi di
lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam simulasi ini, anggota tim akan berperan sebagai anggota
legislatif, di mana ia membahas, mempertanyakan, dan
mengkritisi isi RUU. Proses ini sangat penting untuk
mengevaluasi kejelasan dan konsistensi dari draf yang telah
disusun, serta untuk mengidentifikasi potensi permasalahan atau
ketidaksesuaian yang mungkin muncul selama pembahasan
nyata.
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Simulasi ini  juga memberikan  kesempatan  untuk
menggambarkan berbagai perspektif yang mungkin ada dalam
diskusi legislatif sesungguhnya. Melalui debat yang dilakukan,
tim dapat mereplikasi dinamika antara pihak-pihak yang
mendukung dan menolak RUU. Dalam proses ini, setiap pihak
akan memberikan argumennya, baik berdasarkan kepentingan,
nilai-nilai, maupun data yang relevan. Dengan cara ini, tim dapat
memahami dan mengantisipasi perdebatan yang mungkin
muncul, serta mempersiapkan respons terhadap kritik atau
keberatan yang mungkin diajukan oleh pihak-pihak yang
menolak RUU.

e. Evaluasi dan Revisi
Setelah simulasi diskusi legislatif selesai, langkah penting
berikutnya adalah melakukan evaluasi dan revisi terhadap
Rancangan Undang-Undang (RUU). Proses evaluasi ini
bertujuan untuk menganalisis hasil simulasi secara menyeluruh,
termasuk penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari draf
yang telah disusun. Tim akan mendiskusikan poin-poin penting
yang muncul selama simulasi, seperti argumen yang paling kuat
dan tantangan yang dihadapi, serta mengidentifikasi area mana
yang perlu diperjelas atau diperbaiki. Dengan melakukan analisis
ini, tim dapat menggali wawasan tentang bagaimana draf RUU
diterima dan dipahami oleh para peserta simulasi.
Tim akan melakukan revisi pada draf RUU berdasarkan umpan
balik yang diterima selama simulasi. Revisi ini sangat penting
untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas RUU terhadap
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tim dapat memperbaiki
pasal-pasal yang dinilai kurang jelas, menambah ketentuan yang
dianggap perlu, atau menghapus bagian yang dipandang tidak
relevan. Proses revisi ini tidak hanya melibatkan perbaikan
teknis, tetapi juga perlu mempertimbangkan masukan dari
berbagai stakeholder yang diundang dalam simulasi. Dengan
melibatkan perspektif yang beragam, RUU vyang dihasilkan
diharapkan lebih komprehensif dan mampu mengakomodasi
kepentingan masyarakat.
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B. Evaluasi Akhir dan Presentasi

Evaluasi akhir dan presentasi merupakan tahap krusial dalam
proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan
untuk memastikan bahwa RUU yang telah disusun memenuhi standar
dan kebutuhan masyarakat. Tahapan ini melibatkan penilaian
menyeluruh terhadap kualitas RUU, keberlanjutan dari proses
penyusunannya, serta kemampuan RUU tersebut untuk diterima oleh
stakeholder.

1. Metode Evaluasi
Untuk melakukan evaluasi akhir, terdapat beberapa metode yang
dapat digunakan:
a. Review Dokumen

Review dokumen adalah langkah krusial dalam proses
penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan
oleh tim penyusun untuk memastikan kualitas dan kepatuhan draf
yang telah disusun. Dalam tahap ini, tim akan memeriksa secara
menyeluruh kepatuhan draf terhadap norma hukum yang berlaku.
Pemeriksaan ini meliputi penilaian apakah draf RUU sejalan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti
konstitusi dan undang-undang lainnya. Dengan memastikan
kepatuhan ini, tim dapat mengurangi risiko bahwa RUU akan
ditolak atau dianggap cacat hukum saat dibahas di lembaga
legislatif.

Tim akan menganalisis kesesuaian antara tujuan dan substansi
RUU. Tujuan RUU seharusnya mencerminkan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi konkret terhadap
isu-isu yang dihadapi. Dalam analisis ini, tim perlu memastikan
bahwa setiap pasal dan ketentuan dalam draf RUU mendukung
tujuan tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian, tim harus siap
untuk melakukan revisi agar substansi RUU lebih relevan dan
efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Konsultasi dengan Stakeholder

Konsultasi dengan stakeholder adalah langkah penting dalam
proses evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU), karena
melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan

perspektif yang berbeda. Dengan melibatkan stakeholder, tim
220 Teori dan Praktik



penyusun dapat mengumpulkan masukan dan kritik yang
konstruktif, yang berpotensi meningkatkan kualitas dan relevansi
RUU. Stakeholder yang terlibat biasanya mencakup praktisi
hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan ahli kebijakan. Praktisi
hukum, misalnya, dapat memberikan wawasan mengenai aspek
legalitas dan kepatuhan RUU terhadap norma hukum yang
berlaku, sementara ahli kebijakan dapat membantu dalam
menganalisis implikasi kebijakan dari RUU tersebut.
Konsultasi juga memberi kesempatan kepada stakeholder untuk
mengekspresikan kekhawatiran atau kebutuhan yang mungkin
tidak diperhatikan sebelumnya oleh tim penyusun. Misalnya,
perwakilan masyarakat sipil dapat memberikan perspektif
langsung dari masyarakat yang terdampak oleh RUU tersebut,
membantu tim untuk memahami isu-isu yang mungkin dihadapi
dalam implementasinya. Dengan mendengarkan berbagai
pandangan dan masukan dari stakeholder, tim dapat merumuskan
RUU yang lebih responsif dan inklusif, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan dukungan dan legitimasi RUU di kalangan
masyarakat.
c. Simulasi Diskusi

Simulasi diskusi merupakan metode yang efektif dalam
mengevaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah
disusun. Pada tahap ini, tim penyusun memiliki kesempatan
untuk mempresentasikan draf RUU kepada anggota tim lainnya
yang berperan sebagai anggota legislatif atau stakeholder
lainnya. Presentasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai isi dan tujuan RUU, tetapi juga untuk
mengundang masukan yang konstruktif dari para peserta
simulasi. Dengan cara ini, tim penyusun dapat mengidentifikasi
potensi masalah atau kelebihan dalam draf RUU sebelum
diajukan untuk dibahas lebih lanjut.
Setelah presentasi, dilakukan debat mengenai isi dan tujuan
RUU. Proses debat ini memungkinkan anggota tim untuk
membahas berbagai perspektif dan argumen yang mungkin
muncul saat RUU dibahas di forum legislatif yang sebenarnya.
Dalam suasana ini, setiap peserta berhak mengemukakan
pendapat dan keberatan, sehingga menciptakan ruang untuk
diskusi yang lebih terbuka. Dengan mengedepankan berbagai
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pandangan, tim penyusun dapat mengevaluasi seberapa kuat
argumentasi yang mendukung RUU dan menilai potensi
resistensi atau tantangan yang mungkin dihadapi selama proses
legislasi.

Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan adalah langkah krusial yang dilakukan oleh
tim penyusun setelah draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
dievaluasi. Proses ini mencakup pemeriksaan kelayakan hukum,
di mana tim harus memastikan bahwa RUU yang disusun tidak
bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, termasuk
konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah munculnya konflik
hukum yang dapat menghambat implementasi RUU di masa
depan. Tim penyusun juga perlu mengevaluasi keselarasan RUU
dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga RUU
dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Penilaian kelayakan juga mencakup aspek kelayakan
implementasi. Di sini, tim perlu mempertimbangkan apakah
RUU tersebut dapat dilaksanakan secara praktis dalam konteks
sumber daya dan infrastruktur yang ada. Pertanyaan-pertanyaan
penting yang perlu diajukan mencakup: Apakah ada anggaran
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan RUU? Apakah
infrastruktur yang diperlukan, seperti lembaga pengawas atau
pelaksana, sudah siap dan tersedia? Penilaian ini tidak hanya
memastikan bahwa RUU dapat diimplementasikan, tetapi juga
memperhitungkan dampak terhadap berbagai sektor yang
mungkin terpengaruh.

Strategi Presentasi RUU

Setelah evaluasi akhir dilakukan, tahap berikutnya adalah

menyusun presentasi yang efektif mengenai RUU tersebut. Presentasi ini
bertujuan untuk mengkomunikasikan isi dan pentingnya RUU kepada
berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, pemerintah, dan masyarakat.

a.
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Penentuan Sasaran Audiens

Penentuan sasaran audiens merupakan langkah awal yang sangat

penting sebelum melakukan presentasi mengenai Rancangan

Undang-Undang (RUU). Dengan memahami siapa audiens yang
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akan hadir, penyusun presentasi dapat menyesuaikan konten dan
gaya penyampaian agar lebih efektif dan relevan. Misalnya, jika
audiens terdiri dari anggota legislatif, presentasi harus
menekankan aspek-aspek hukum dan kebijakan yang akan
memengaruhi  pembuatan  keputusan. Dengan demikian,
penyampaian informasi dapat lebih tepat sasaran dan
meningkatkan kemungkinan dukungan terhadap RUU yang
diajukan.

b. Penyampaian Isi RUU
Penyampaian isi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam
presentasi harus dilakukan dengan fokus yang jelas dan ringkas
agar audiens dapat memahami inti dari materi yang disampaikan.
Sebagai langkah awal, penting untuk memberikan pengantar
yang memadai. Pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan latar
belakang dan urgensi RUU yang diajukan, menggarisbawahi
faktor-faktor yang mendorong perlunya perubahan atau
penambahan regulasi. Menyampaikan informasi ini dengan cara
yang menarik dapat membantu menarik perhatian audiens dan
memberikan konteks yang diperlukan sebelum membahas rincian
lebih lanjut.
Penjelasan mengenai struktur RUU menjadi krusial untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang susunan dokumen.
Penyusun perlu memaparkan pasal-pasal utama yang ada dalam
RUU serta alasan di balik setiap ketentuan tersebut. Ini tidak
hanya membantu audiens memahami isi RUU, tetapi juga
memberikan transparansi mengenai proses berpikir yang
melatarbelakangi setiap keputusan legislasi. Dengan cara ini,
audiens dapat lebih mudah mengikuti logika dari RUU dan
menilai relevansinya dengan kebutuhan yang ada.

c. Menggunakan Alat Bantu Visual
Penggunaan alat bantu visual dalam presentasi Rancangan
Undang-Undang (RUU) sangat penting untuk meningkatkan
pemahaman audiens terhadap informasi yang disampaikan. Salah
satu prinsip utama dalam penggunaan alat bantu visual adalah
kesederhanaan. Penyaji harus menghindari mengisi slide dengan
informasi berlebihan yang dapat membingungkan audiens.
Sebaiknya, informasi disajikan dalam bentuk poin-poin penting

yang jelas dan mudah dicerna. Dengan cara ini, audiens dapat
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dengan cepat memahami inti dari setiap bagian presentasi tanpa
merasa terbebani oleh detail yang tidak perlu.

d. Mendorong Diskusi dan Tanya Jawab

Mendorong diskusi dan sesi tanya jawab dalam presentasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) sangat penting untuk
menciptakan keterlibatan aktif audiens. Dengan menyediakan
waktu khusus untuk sesi tanya jawab, penyaji memberikan
kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan yang
mungkin muncul selama presentasi. Ini tidak hanya membantu
audiens memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga
memungkinkan penyaji untuk mengatasi kebingungan atau
kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh audiens. Sesi ini juga
menunjukkan bahwa penyaji terbuka untuk mendengarkan
pendapat dan masukan dari audiens, yang dapat memperkaya
diskusi dan meningkatkan transparansi dalam proses legislasi.

C. Refleksi Terhadap Pembentukan Perundang-Undangan di

Indonesia

Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia
merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum dan
pemerintahan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui
bahwa perundang-undangan adalah instrumen penting dalam mengatur
kehidupan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan
keadilan sosial. Refleksi terhadap proses ini penting untuk memahami
tantangan, keberhasilan, dan kekurangan yang ada, serta untuk
mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas perundang-undangan di masa
mendatang.

1. Perjalanan Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945,
pembentukan perundang-undangan telah mengalami berbagai perubahan
signifikan. Hal ini berkaitan dengan dinamika politik, sosial, dan
ekonomi yang terus berubah.
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a. Era Awal Kemerdekaan
Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, situasi politik
yang tidak stabil dan kondisi darurat menjadi tantangan utama
dalam proses legislasi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17
Agustus 1945, negara ini berusaha membangun sistem
pemerintahan yang baru di tengah ancaman dari berbagai pihak,
termasuk agresi militer Belanda dan ketidakpastian internal.
Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 diadopsi sebagai
konstitusi yang menjadi landasan bagi pembentukan negara dan
pengaturan hak-hak dasar warga negara. Namun, meskipun
berfungsi sebagai payung hukum, banyak peraturan yang
dihasilkan pada periode ini bersifat sementara dan tidak selalu
mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Proses legislasi yang berlangsung pada era awal kemerdekaan
seringkali tergesa-gesa, mengingat situasi darurat yang memaksa
pemerintah untuk cepat mengambil keputusan. Banyak undang-
undang yang dihasilkan pada masa ini merupakan respons
terhadap krisis yang terjadi, sehingga pengaturannya tidak selalu
sistematis. Sebagai contoh, beberapa undang-undang yang
berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat
dikeluarkan tanpa melalui proses pembahasan yang mendalam,
mengakibatkan kebijakan yang kurang efektif dan berpotensi
menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya.
b. EraOrde Baru

Masa Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998,
merupakan periode di mana pemerintah Indonesia menjalankan
kontrol yang sangat ketat terhadap berbagai aspek kehidupan,
termasuk proses legislasi. Di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto, mekanisme pembuatan undang-undang menjadi
terpusat, dengan dominasi pemerintah yang mengesampingkan
partisipasi publik dalam proses tersebut. Pembentukan undang-
undang sering kali dilakukan tanpa melibatkan aspirasi
masyarakat dan organisasi civil society. Hal ini menyebabkan
ketidakpuasan di kalangan rakyat yang merasa suaranya
diabaikan dan tidak diakomodasi dalam kebijakan yang diambil
oleh penguasa.
Pada konteks ini, kebijakan legislasi banyak diwarnai oleh
kepentingan politik penguasa dan stabilitas regime, bukan oleh
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kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Meskipun beberapa undang-
undang yang dihasilkan bertujuan untuk memajukan sektor-
sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
hidup, pembuatan undang-undang tersebut seringkali dilakukan
dengan cara yang mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi publik
dan transparansi. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang
dirumuskan mungkin berhasil meningkatkan angka partisipasi
pendidikan, tetapi di sisi lain, sering kali kurang memperhatikan
konteks sosial dan budaya masyarakat yang beragam.

c. Reformasi 1998
Reformasi 1998 merupakan titik balik yang signifikan dalam
sejarah politik dan legislasi Indonesia. Setelah jatuhnya rezim
Orde Baru, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan
mendasar dalam cara negara mengelola proses pembuatan
undang-undang. Tuntutan untuk transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi publik menjadi sorotan utama dalam era reformasi ini.
Masyarakat yang selama bertahun-tahun terpinggirkan Kkini
berani mengungkapkan suara dan aspirasinya, memunculkan
harapan baru untuk sistem legislasi yang lebih demokratis dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selama periode ini, proses legislasi di Indonesia menjadi jauh
lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Pihak-pihak yang
terlibat dalam pembuatan undang-undang tidak lagi terbatas pada
pemerintah dan anggota legislatif, tetapi juga melibatkan
berbagai stakeholder seperti organisasi masyarakat sipil,
akademisi, dan media. Hal ini memungkinkan pengawasan yang
lebih baik terhadap proses legislasi dan memastikan bahwa
berbagai perspektif masyarakat dapat diakomodasi. Masyarakat
sipil, yang sebelumnya terhambat, kini memiliki kesempatan
untuk berkontribusi secara langsung melalui diskusi publik,
forum, dan konsultasi yang diadakan sebelum RUU disusun.

2. Refleksi terhadap Perubahan dalam Proses Pembentukan
Perundang-Undangan
Refleksi terhadap perubahan dalam proses pembentukan
perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada
kemajuan yang signifikan, masih terdapat banyak hal yang perlu
diperbaiki. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:
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a. Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi
landasan penting dalam membangun kepercayaan publik
terhadap proses legislasi. Legislatif dan eksekutif, sebagai dua
pilar utama dalam pembuatan undang-undang, memiliki
tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap langkah
dalam proses ini dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, semua
informasi mengenai proses legislasi, mulai dari perumusan RUU
hingga pembahasannya, harus disampaikan dengan jelas kepada
publik. Hal ini tidak hanya menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk mengawasi, tetapi juga memungkinkan untuk memberikan
masukan yang konstruktif.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat
Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi
merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Masyarakat
tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi harus dilihat
sebagai subjek yang memiliki hak untuk berkontribusi dalam
pengambilan keputusan yang berdampak pada hidupnya. Oleh
karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya partisipasi ini. Edukasi dapat dilakukan melalui
berbagai saluran, termasuk media sosial, yang kini menjadi salah
satu platform komunikasi paling efektif. Melalui informasi yang
jelas dan terjangkau, masyarakat dapat memahami isu-isu yang
sedang dibahas dan caranya dapat terlibat.

c. Evaluasi Berkelanjutan
Evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembentukan perundang-
undangan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem
legislasi berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Proses ini harus melibatkan pengumpulan data yang
komprehensif mengenai setiap tahap pembentukan undang-
undang, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dengan
melakukan evaluasi secara rutin, pemangku kepentingan dapat
mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, serta
mengungkap kekurangan atau hambatan yang masih ada. Hal ini
memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan yang
diperlukan untuk mencapai tujuan legislasi yang diinginkan.
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D. Soal Latihan

1. Menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam simulasi
penyusunan rancangan undang-undang. Apa saja tahapan
keterlibatannya, dan bagaimana Anda akan memastikan bahwa
rencana undang-undang yang disusun dapat memenuhi kebutuhan
hukum masyarakat?

2. Pada simulasi penyusunan rancangan undang-undang, bagaimana
cara Anda mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan
yang relevan, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga
legislatif? Berikan contoh pendekatan yang dapat digunakan untuk
memastikan partisipasi yang efektif.

3. Setelah selesai menyusun rencana undang-undang dalam simulasi,
jelaskan bagaimana Anda akan melakukan evaluasi terhadap kualitas
rencana tersebut. Apa saja kriteria yang akan Anda gunakan untuk
menilai apakah RUU tersebut sudah cukup efektif?

4. Berdasarkan simulasi yang telah Anda lakukan, refleksikan
bagaimana proses pembentukan peraturan-undangan di Indonesia
dapat ditingkatkan. Apa saja kelemahan yang Anda temui dalam
proses penyusunan dan evaluasi undang-undang di Indonesia?

5. Refleksikan pengalaman Anda dalam menyusun rancangan undang-
undang dan bandingkan dengan proses pembentukan undang-undang
di Indonesia secara nyata. Apakah Anda melihat adanya kesenjangan
antara teori dan praktik? menjelaskan dengan memberikan contoh
konkret.
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GLOSARIUM

Hak:

Uji:

RUU:

Das:

Arah:

Hak adalah kewenangan yang diakui oleh hukum
yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang
pelaksanaannya diatur melalui  peraturan
perundang-undangan sebagai perlindungan bagi
setiap warga negara.

Uji adalah proses pemeriksaan dan pengujian
suatu rancangan atau kebijakan yang dilakukan
untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma
hukum yang berlaku, termasuk UUD dan asas-
asas yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah
dokumen hukum yang berisi usulan peraturan
atau undang-undang baru yang masih dalam
tahap penyusunan, dibahas bersama oleh DPR
dan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi
undang-undang.

Dasar atau landasan adalah prinsip-prinsip
hukum yang menjadi fondasi atau pedoman
dalam merumuskan dan menyusun suatu
undang-undang, sehingga peraturan yang
dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Arah dalam konteks perundang-undangan adalah
tujuan atau sasaran utama yang ingin dicapai
oleh undang-undang, yang berfungsi untuk
membimbing  proses  perancangan  dan
pelaksanaan hukum secara efektif.

Perundang-Undangan 235



DPR:

Tata:

UuUD:

Buat:

Tap:
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah
lembaga legislatif yang memiliki kewenangan
untuk  membahas,  mengesahkan,  serta
melakukan pengawasan atas undang-undang
yang berlaku di Indonesia bersama dengan
pemerintah.

Tata mengacu pada sistem atau rangkaian aturan
yang mengatur prosedur dan tahapan dalam
penyusunan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan, agar setiap langkah
dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah konstitusi
tertinggi di Indonesia yang memuat prinsip dasar
dalam pembentukan hukum dan peraturan, serta
menjadi pedoman dalam merancang undang-
undang dan kebijakan publik lainnya.

Buat dalam konteks ini berarti tindakan atau
proses perancangan suatu peraturan perundang-
undangan yang meliputi berbagai tahapan, mulai
dari penyusunan konsep hingga pengesahannya
menjadi undang-undang.

Tap adalah singkatan dari Ketetapan Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat (MPR) yang
merupakan norma dasar yang disepakati sebagai
pedoman dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan lainnya.
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